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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul Konflik dan 
Kolaborasi: Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola 
dalam Organisasi Modern dapat hadir sebagai salah satu kontribusi 
dalam memperkaya khazanah literatur dan pengetahuan di bidang 
manajemen organisasi. Buku ini disusun sebagai respons atas dinamika 
yang semakin kompleks dalam pengelolaan organisasi modern, di 
mana isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, 
and Governance/ESG) kini menempati posisi sentral dalam penentuan 
arah dan strategi organisasi.

Perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, 
serta perubahan regulasi dan meningkatnya tuntutan publik, 
mendorong organisasi untuk tidak lagi sekadar berorientasi pada 
pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak 
sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Dalam 
konteks inilah, konflik dan kolaborasi menjadi dua sisi mata uang yang 
tidak terpisahkan. Konflik kerap muncul sebagai akibat perbedaan 
kepentingan, nilai, dan persepsi antar pemangku kepentingan, baik 
di dalam maupun di luar organisasi. Namun demikian, kolaborasi 
justru menjadi kunci utama untuk menemukan solusi inovatif, 
membangun sinergi, dan menciptakan keberlanjutan organisasi di 
tengah tantangan multidimensi yang dihadapi.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang 
komprehensif mengenai mekanisme terjadinya konflik dalam 
pengelolaan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berbagai 
pendekatan teoritis dan praktik manajemen konflik dibahas secara 
mendalam, mulai dari identifikasi sumber konflik, strategi resolusi, 
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hingga transformasi konflik menjadi peluang kolaborasi. Selain itu, 
buku ini juga menyoroti pentingnya tata kelola yang transparan, 
akuntabel, dan partisipatif sebagai fondasi dalam membangun 
organisasi yang adaptif dan resilien.

Di era modern saat ini, organisasi dihadapkan pada ekspektasi 
masyarakat yang semakin tinggi akan integritas, tanggung jawab 
sosial, serta kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh 
karena itu, kemampuan dalam menavigasi konflik dan membangun 
kolaborasi menjadi kompetensi strategis yang wajib dimiliki setiap 
pemimpin dan pengelola organisasi. Buku referensi ini menawarkan 
perspektif interdisipliner, menggabungkan teori-teori mutakhir, hasil 
riset empiris, dan studi kasus aktual yang relevan dengan konteks 
Indonesia maupun global.

Akhir kata, penulis berharap kehadiran buku ini dapat 
memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, 
serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperdalam wawasan 
dan meningkatkan kapasitas pengelolaan konflik serta kolaborasi di 
organisasi modern. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi 
dan referensi penting dalam upaya membangun organisasi yang 
berkelanjutan, beretika, dan mampu memberikan manfaat optimal 
bagi masyarakat luas.

Surabaya, January 2026

Dr. Indra Prasetyo, S.P., M.M.
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RINGKASAN

Buku Konflik dan Kolaborasi: Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, 
dan Tata Kelola dalam Organisasi Modern membahas tantangan serta 
peluang yang dihadapi organisasi dalam mengelola dinamika internal 
dan eksternal di tengah semakin berkembangnya isu lingkungan, 
sosial, dan tata kelola (ESG). Buku ini menyoroti pentingnya 
pemahaman yang komprehensif serta strategi adaptif dalam 
merespons perubahan globalisasi, digitalisasi, dan meningkatnya 
ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas dan keberlanjutan 
organisasi.

Pada bab awal, buku ini menguraikan dasar-dasar teori konflik 
organisasi, meliputi sumber, tipe, dan siklus konflik yang kerap 
muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, maupun persepsi antar 
pemangku kepentingan. Konflik dipandang tidak semata-mata 
sebagai ancaman, melainkan juga sebagai peluang untuk inovasi dan 
perbaikan organisasi. Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi berbagai 
strategi manajemen konflik, mulai dari pencegahan hingga resolusi, 
serta menekankan pentingnya komunikasi efektif dan transparansi 
sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan dan kerja sama.

Bagian berikutnya mengulas pentingnya tata kelola yang baik 
(good governance) dalam merespons dinamika isu lingkungan, 
sosial, dan tata kelola (ESG). Pembahasan difokuskan pada prinsip 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas, yang kini 
menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja organisasi modern 
di mata para pemangku kepentingan. Penulis menegaskan bahwa 
organisasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tata kelola yang 
baik ke dalam budaya kerja akan lebih siap menghadapi tantangan 
serta risiko dari lingkungan internal maupun eksternal.
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Selain konflik, buku ini juga memberikan perhatian besar pada 
aspek kolaborasi. Kolaborasi dipandang sebagai kunci utama untuk 
mencapai solusi inovatif dan keberlanjutan organisasi. Penulis 
menganalisis berbagai model kolaborasi antar organisasi, baik lintas 
sektor, industri, maupun lintas negara, untuk menghadapi isu-isu isu 
lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang bersifat multidimensi 
dan saling terkait. Studi kasus dari berbagai organisasi di Indonesia 
maupun mancanegara memperkaya pemahaman pembaca tentang 
praktik kolaborasi yang efektif, termasuk tantangan, hambatan, dan 
faktor penentu keberhasilan.

Buku ini juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang visioner, 
etis, dan adaptif dalam menavigasi perubahan. Para pemimpin dituntut 
untuk mampu mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi 
dialog terbuka, serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai 
pihak. Penulis turut menekankan perlunya pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia organisasi, khususnya dalam meningkatkan 
literasi isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), keterampilan 
komunikasi lintas budaya, serta pemahaman teknologi digital guna 
mendukung transformasi organisasi.

Pada bagian akhir, buku ini menawarkan rekomendasi praktis 
bagi organisasi yang ingin meningkatkan efektivitas dalam mengelola 
konflik dan membangun kolaborasi berkelanjutan. Rekomendasi 
tersebut meliputi pembaruan kebijakan internal, penguatan sistem 
tata kelola, pengembangan program pelatihan, serta pemanfaatan 
teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan kolaborasi.

Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi penting bagi 
mahasiswa, peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan di bidang 
manajemen organisasi, kepemimpinan, serta pengelolaan isu 
lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui pendekatan interdisipliner, 
buku ini memberikan wawasan mendalam dan solusi aplikatif untuk 
membangun organisasi yang adaptif, berkelanjutan, dan berdaya 
saing di era modern.
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1

PENDAHULUAN

A.	 Latar Belakang

Dalam era bisnis yang kian dinamis, kapasitas organisasi untuk 
beradaptasi melalui inovasi manajerial dan transformasi digital 
menjadi sangat penting demi menjaga kelangsungan operasional. 
Perkembangan teknologi yang begitu cepat, ketidakpastian ekonomi 
global, serta fluktuasi pasar menimbulkan tekanan kuat agar 
organisasi menyusun strategi manajemen perubahan yang sistematis 
dan terstruktur untuk tetap kompetitif (Atryana, 2024; Syafi’i et al., 
2023). Strategi semacam ini mencakup perencanaan yang matang, 
pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi berkelanjutan demi 
memastikan respons yang adaptif terhadap perubahan lingkungan 
bisnis.

Selain itu, organisasi yang sukses adalah yang mampu secara 
proaktif mengelola konflik dan membangun kolaborasi internal. 
Manajemen konflik yang efektif tidak hanya meredam ketegangan 
atau perbedaan persepsi antaranggota, tetapi juga mendorong 
pemanfaatan konflik sebagai peluang untuk perbaikan dan 
inovasi (Kamaludin, 2022). Dalam konteks ini, konflik produktif 
bisa mengungkap ide baru, mengasah strategi alternatif, serta 
memperkuat komitmen terhadap tujuan bersama. Sementara itu, 
kolaborasi yang kokoh memperkuat hubungan interpersonal dalam 
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tim, memperlancar aliran informasi, serta memfasilitasi pencapaian 
target organisasi secara lebih efisien (Dewi et al., 2024).

Unsur-unsur penting seperti sumber daya manusia, modal, 
teknologi, dan komunikasi harus saling bersinergi agar organisasi dapat 
mencapai target yang telah ditetapkan (Kamaludin, 2022). Sumber 
daya manusia yang kompeten menjadi fondasi utama; tanpa keahlian 
dan motivasi yang memadai, inisiatif inovasi dan transformasi digital 
tidak akan berjalan optimal. Modal, baik finansial maupun non-
finansial, menyediakan pijakan untuk investasi dalam infrastruktur 
digital dan pelatihan. Teknologi, sebagai katalis perubahan, 
mempercepat proses, meningkatkan akurasi, serta memungkinkan 
pengembangan produk dan layanan baru. Komunikasi internal 
dan eksternal yang efektif menjamin koordinasi yang baik serta 
memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.

Adopsi teknologi mutakhir telah terbukti mendukung tujuan 
keberlanjutan dan efisiensi operasional, sekaligus meningkatkan 
citra merek dan kepuasan pelanggan (Syafi’i et al., 2023). Misalnya, 
penggunaan sistem manajemen berbasis cloud dan otomatisasi proses 
operasional membantu penghematan biaya, percepatan layanan, dan 
pengurangan kesalahan. Selain itu, penerapan analisis data besar 
(big data analytics) memungkinkan organisasi memahami perilaku 
pelanggan lebih mendalam, merespons tren pasar secara real time, 
serta mengembangkan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan 
konsumen.

Keberhasilan organisasi juga sangat bergantung pada kemampuan 
manajemen dalam mengintegrasikan berbagai aspek strategis untuk 
mendorong inovasi dan efisiensi operasional (Syafi’i et al., 2023). 
Manajemen yang visioner mampu menyelaraskan tujuan jangka 
pendek dan jangka panjang, merumuskan kebijakan yang adaptif, 
serta mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dalam hal ini, 
perencanaan yang cermat, koordinasi lintas fungsi, serta pembagian 
tugas yang jelas menjadi prasyarat untuk mencapai hasil yang 
maksimal (Hikmah et al., 2025.). Melalui struktur organisasi yang 
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responsif dan fleksibel, setiap unit kerja dapat berkontribusi secara 
efektif terhadap pencapaian visi strategis.

Organisasi juga diharapkan mengembangkan metode kerja yang 
mendukung kreativitas dalam proses bisnis agar lebih cepat dan efektif 
merespons perkembangan teknologi (Syafi’i et al., 2023). Pendekatan 
seperti agile working, design thinking, dan inovasi terbuka (open 
innovation) memungkinkan tim bekerja secara iteratif, berkolaborasi 
lintas disiplin, dan menghasilkan solusi inovatif dalam waktu 
singkat. Budaya kerja semacam ini menumbuhkan rasa kepemilikan 
terhadap proyek serta mendorong eksperimen yang terkendali 
untuk menemukan model bisnis baru. Lingkungan yang berubah 
dengan cepat menuntut organisasi untuk sigap beradaptasi, di mana 
peningkatan kinerja karyawan melalui prestasi dan perilaku kerja 
menjadi sangat penting. Hal ini hanya dapat dicapai apabila kualitas 
sumber daya manusia memadai (Linawati, 2017). Pengembangan 
kompetensi melalui pelatihan, mentoring, serta evaluasi kinerja 
yang objektif akan memacu motivasi, memperkuat keterampilan, 
dan menumbuhkan budaya kinerja tinggi. Karyawan yang memiliki 
kapabilitas dan semangat inovasi menjadi agen perubahan yang 
mampu mengimplementasikan transformasi digital dan inovasi 
manajerial secara efektif..

B.	 Rumusan Masalah

Dalam lanskap bisnis modern yang ditandai dengan dinamika tinggi, 
organisasi menghadapi tekanan yang semakin kompleks terkait isu-
isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and 
Governance/ESG). Isu-isu ini tidak hanya mempengaruhi reputasi 
dan keberlanjutan organisasi, tetapi juga berdampak pada strategi 
operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang (Widyastuti et 
al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi 
strategi manajemen konflik dan kolaborasi yang paling efektif untuk 
menavigasi tantangan ESG dalam organisasi modern.
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Konflik dalam organisasi sering kali muncul akibat adanya 
perbedaan kepentingan, prioritas, dan persepsi antarpemangku 
kepentingan. Ketika organisasi berusaha menerapkan kebijakan ramah 
lingkungan, memperkuat tanggung jawab sosial, atau meningkatkan 
tata kelola, resistensi internal dan eksternal kerap terjadi (Situmorang 
& Nugroho, 2022). Konflik tersebut, jika tidak ditangani dengan baik, 
dapat menimbulkan disfungsi tim, menurunkan produktivitas, dan 
menghambat inovasi. Untuk itu, diperlukan strategi manajemen 
konflik yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. 
Pendekatan proaktif memungkinkan organisasi mengidentifikasi 
potensi konflik sejak dini dan mengambil langkah preventif melalui 
komunikasi terbuka, transparansi, serta pelibatan seluruh pemangku 
kepentingan (Handayani et al., 2023).

Selain itu, kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi 
kompleksitas isu ESG. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada kerja sama 
antarindividu di dalam organisasi, tetapi juga mencakup kemitraan 
lintas sektor, seperti dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan 
mitra bisnis (Rahmawati et al., 2024). Model kolaborasi yang efektif 
mampu memperkuat sinergi, memadukan keahlian, dan memperluas 
sumber daya yang diperlukan untuk menangani masalah lingkungan 
dan sosial yang multidimensional (Putri & Prasetyo, 2022). Kolaborasi 
ini juga penting untuk membangun kepercayaan, mempercepat 
transfer pengetahuan, dan memperkuat legitimasi organisasi di mata 
publik.

Pertanyaan kunci yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 
Bagaimana organisasi dapat mengembangkan kerangka kerja 
yang responsif dan adaptif untuk mengatasi kompleksitas isu-isu 
lingkungan, sosial, dan tata kelola sambil tetap menjaga produktivitas 
dan mencapai tujuan strategisnya? Pertanyaan ini menuntut eksplorasi 
mendalam terhadap strategi manajemen konflik yang mampu 
meredam ketegangan sekaligus mengubah perbedaan menjadi 
peluang inovasi (Prasetyo & Mulyani, 2023). Selain itu, perlu dikaji 
bagaimana organisasi dapat membangun budaya kolaborasi yang 
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inklusif dan berkelanjutan, yang mendukung pengambilan keputusan 
partisipatif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Pengembangan kerangka kerja yang adaptif sangat diperlukan 
agar organisasi mampu bertransformasi seiring perubahan regulasi, 
tuntutan pasar, dan ekspektasi pemangku kepentingan (Fauziah & 
Hakim, 2024). Kerangka kerja tersebut harus mencakup kebijakan 
fleksibel, struktur organisasi yang dinamis, serta mekanisme 
evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Transformasi digital 
juga berperan penting dalam memperkuat responsivitas organisasi 
melalui pemanfaatan teknologi informasi, analisis data, dan platform 
kolaborasi daring (Syafi’i et al., 2023). Digitalisasi mendorong efisiensi 
komunikasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta 
memperluas akses informasi bagi seluruh anggota organisasi.

Lebih lanjut, upaya menjaga produktivitas dan pencapaian 
tujuan strategis tidak dapat dilepaskan dari kualitas kepemimpinan 
dan sumber daya manusia (Linawati, 2017). Pemimpin yang visioner 
mampu menginspirasi perubahan, membangun kepercayaan, dan 
memotivasi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam program ESG. 
Sementara itu, pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, 
mentoring, dan penguatan budaya kerja kolaboratif menjadi fondasi 
utama dalam mendukung adaptasi organisasi (Suryani & Amalia, 
2024).

Secara ringkas, rumusan masalah penelitian ini menyoroti 
pentingnya inovasi dalam strategi manajemen konflik dan kolaborasi 
yang disesuaikan dengan konteks ESG. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka 
kerja yang tidak hanya responsif terhadap tantangan eksternal, 
tetapi juga adaptif dalam menghadapi perubahan internal. Dengan 
demikian, organisasi dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan 
terhadap standar ESG, produktivitas, dan pencapaian tujuan strategis 
(Rahmawati et al., 2024).
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C.	 Tujuan Penulisan Buku Referensi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
diuraikan, penulisan buku ini memiliki beberapa tujuan utama 
yang terstruktur dan terarah. Tujuan utama adalah mengidentifikasi 
serta merumuskan strategi manajemen konflik dan kolaborasi yang 
paling efektif untuk menavigasi isu-isu lingkungan, sosial, dan 
tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam 
organisasi modern. Isu-isu ini menjadi semakin penting dalam 
konteks globalisasi, perubahan regulasi, serta tuntutan pemangku 
kepentingan yang mengedepankan keberlanjutan dan tata kelola 
yang baik (Widyastuti et al., 2023).

Secara spesifik, buku ini bertujuan mengembangkan kerangka 
kerja yang responsif dan adaptif, sehingga organisasi tidak hanya 
mampu mengatasi kompleksitas isu-isu ESG, tetapi juga tetap menjaga 
produktivitas dan mencapai tujuan strategisnya (Dewi et al., 2024; 
Kamaludin, 2022). Kerangka kerja ini diharapkan mampu menjadi 
pedoman dalam merancang kebijakan, mekanisme pengambilan 
keputusan, serta pengelolaan sumber daya yang lebih terstruktur dan 
efektif di tengah tantangan lingkungan eksternal yang dinamis.

Selain itu, penulisan buku ini juga dimaksudkan untuk 
menganalisis secara mendalam dinamika konflik yang kerap muncul 
dalam organisasi. Analisis ini meliputi identifikasi akar penyebab 
konflik, pola-pola interaksi antarindividu maupun kelompok, serta 
strategi penyelesaiannya agar konflik dapat dikelola secara konstruktif 
dan memberikan nilai tambah bagi organisasi (Atryana et al., 2024; 
Syafi’i et al., 2023). Dengan demikian, buku ini tidak hanya membahas 
aspek teoritis, tetapi juga mengedepankan pendekatan praktis yang 
dapat diimplementasikan di lingkungan kerja nyata.

Model kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus utama, 
mengingat kolaborasi menjadi kebutuhan mutlak untuk menghadapi 
kompleksitas isu ESG yang multidimensional. Buku ini akan mengulas 
berbagai bentuk kemitraan strategis, baik di tingkat internal organisasi 
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maupun dengan pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat, dan 
sektor swasta. Kolaborasi ini diyakini mampu memperkuat sinergi, 
mempercepat transfer pengetahuan, serta memperluas jaringan 
sumber daya yang mendukung transformasi organisasi secara 
berkelanjutan (Rahmawati et al., 2024).

Peran kepemimpinan visioner sangat ditekankan, karena 
pemimpin yang memiliki visi dan komitmen terhadap keberlanjutan 
menjadi motor penggerak utama perubahan organisasi. Buku ini akan 
membahas karakteristik kepemimpinan visioner, strategi komunikasi 
yang efektif, serta kemampuan pemimpin dalam membangun budaya 
kerja yang adaptif dan inovatif (Prasetyo et al., 2024). Integrasi tata 
kelola yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendukung 
transformasi organisasi, melalui peningkatan transparansi, 
akuntabilitas, serta pengelolaan risiko berbasis prinsip-prinsip good 
corporate governance (Widyastuti et al., 2023).

Kontribusi lain dari buku ini adalah memberikan rekomendasi 
praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk manajer, 
pemimpin tim, dan pembuat kebijakan organisasi. Rekomendasi 
ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan 
lingkungan kerja yang harmonis, serta membangun budaya inovasi 
melalui strategi manajemen konflik dan kolaborasi yang efektif 
(Dewi et al., 2024; Hikmah et al., 2024.; Kamaludin, 2022). Upaya 
ini diharapkan dapat memperkuat daya saing organisasi di tingkat 
nasional maupun global.

Tujuan berikutnya adalah mengevaluasi dampak perilaku 
individu dan dinamika tim terhadap kinerja organisasi. Buku ini 
akan mengidentifikasi faktor-faktor motivasi karyawan, mekanisme 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta cara 
membangun tim yang solid dan produktif (Firnanda & Wijayati, 
2021; Prasetyo et al., 2024). Pengembangan sumber daya manusia 
menjadi sentral, mengingat SDM merupakan aset paling berharga 
yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan 
misi jangka panjangnya (Musoli & Palupi, 2018).
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Dalam era globalisasi, manajemen sumber daya manusia yang 
efektif bukan hanya berfokus pada pengelolaan karyawan saat ini, 
namun juga memproyeksikan kebutuhan SDM di masa depan guna 
mendukung pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan (Basuki, 
2023). Oleh karena itu, organisasi harus mampu merespon perubahan 
lingkungan eksternal, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, 
serta membangun sistem kolaborasi yang inklusif dan partisipatif 
(Syafi’i et al., 2023; Pangaribuan et al., 2025). Secara keseluruhan, buku 
ini bertujuan menjadi rujukan utama bagi para akademisi, praktisi, 
dan pengambil kebijakan dalam memahami dan menerapkan strategi 
manajemen konflik serta kolaborasi yang relevan di era digital. 
Penekanan pada inovasi, kepemimpinan visioner, tata kelola yang 
baik, serta pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat 
memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya organisasi yang 
responsif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

D.	 Manfaat Penulisan Buku Referensi

Penulisan buku ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan 
praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan di 
bidang manajemen organisasi, kepemimpinan, serta pengelolaan 
isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Manfaat tersebut tidak 
hanya dirasakan oleh akademisi, tetapi juga oleh praktisi, pengambil 
kebijakan, dan pemimpin organisasi yang menghadapi tantangan 
kompleks di era digital yang penuh disrupsi.

Secara teoritis, buku ini berkontribusi dalam memperkaya 
literatur manajemen dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis 
strategi manajemen konflik dan kolaborasi yang efektif dalam konteks 
organisasi modern. Buku ini mengembangkan kerangka kerja 
responsif yang dapat diadaptasi untuk mengatasi kompleksitas isu-
isu ESG, sehingga mendukung terwujudnya transformasi organisasi 
yang berkelanjutan (Atryana et al., 2024; Dewi et al., 2024; Kamaludin, 
2022). Analisis yang mendalam mengenai dinamika konflik organisasi, 
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model-model kolaborasi lintas sektor, serta integrasi tata kelola yang 
baik diharapkan mampu memperluas wawasan dan memperdalam 
pemahaman akademisi terhadap teori-teori manajemen terkini.

Manfaat teoritis lainnya terletak pada pengembangan konsep 
manajemen konflik yang tidak hanya terbatas pada resolusi, tetapi 
juga menekankan pentingnya transformasi konflik menjadi peluang 
inovasi dan perbaikan proses organisasi. Hal ini didukung oleh 
pendekatan multidisipliner yang memadukan perspektif manajemen, 
psikologi organisasi, serta teknologi informasi (Syafi’i et al., 2023). 
Dengan demikian, buku ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian 
lanjutan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas adaptif 
organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang 
cepat dan tidak pasti.

Secara praktis, buku ini menyediakan rekomendasi aplikatif 
yang dapat digunakan oleh praktisi, pengambil kebijakan, dan 
pemimpin organisasi untuk meningkatkan produktivitas, kinerja 
karyawan, dan sinergi antarunsur organisasi, seperti sumber daya 
manusia, teknologi, dan komunikasi. Rekomendasi ini mencakup 
strategi penguatan budaya kolaboratif, penerapan teknologi digital 
untuk mendukung komunikasi dan pengambilan keputusan, serta 
pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan motivasi 
(Linawati, 2017; Syafi’i et al., 2023). Dengan pendekatan tersebut, 
organisasi diharapkan mampu lebih tanggap dan adaptif terhadap 
perubahan eksternal, baik yang bersifat regulatif, pasar, maupun 
perkembangan teknologi.

Manfaat lebih lanjut dari buku ini adalah peningkatan 
pemahaman mengenai dinamika konflik dan model kolaborasi lintas 
sektor, yang sangat relevan dalam menciptakan lingkungan kerja 
yang harmonis, inovatif, dan berdaya saing tinggi (Basuki, 2023; Dewi 
et al., 2024; Kamaludin, 2022). Buku ini tidak hanya memberikan 
wawasan tentang bagaimana mengelola perbedaan kepentingan 
secara konstruktif, tetapi juga bagaimana membangun kemitraan 
yang saling menguntungkan antara organisasi dan pihak eksternal, 
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seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta 
(Rahmawati et al., 2024).

Bagi akademisi, buku ini menjadi rujukan utama dalam 
melakukan evaluasi terhadap perilaku individu, dinamika tim, serta 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Firnanda & Wijayati, 
2021; Prasetyo et al., 2024). Kajian mendalam mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan pencapaian 
kinerja akan memperkaya bahan ajar, referensi penelitian, serta 
pengembangan kurikulum di bidang manajemen dan sumber daya 
manusia.

Bagi organisasi dan praktisi, manfaat buku ini terletak pada 
dukungannya terhadap pencapaian tujuan strategis melalui penerapan 
tata kelola yang baik dan integrasi prinsip ESG (Hikmah et al., 2024.; 
Pangaribuan et al., 2025). Tata kelola yang baik menjadi landasan 
penting untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan, 
meningkatkan transparansi, serta menjamin akuntabilitas dalam 
pelaksanaan program organisasi. Di samping itu, penguatan 
kolaborasi dan manajemen konflik yang inovatif akan membantu 
organisasi mengoptimalkan potensi sumber daya, mempercepat 
proses transformasi digital, serta memperkuat daya saing di tingkat 
global.

Hal penting lainnya yang menjadi manfaat utama adalah 
penekanan bahwa manajemen sumber daya manusia saat ini telah 
berevolusi dari sekadar pengelolaan tenaga kerja menjadi kapital 
manusia yang mencakup keahlian, pengetahuan, dan kecakapan 
individu yang dibutuhkan untuk berkontribusi optimal terhadap 
pencapaian visi dan misi organisasi (Hassan et al., 2022). Dengan 
demikian, organisasi diharapkan mampu membangun sistem 
pengembangan SDM yang berkelanjutan dan proaktif dalam 
merespons kebutuhan masa depan. Secara keseluruhan, buku ini 
diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan dan praktik manajemen organisasi yang relevan 
dengan tantangan zaman. Melalui integrasi teori dan praktik, 
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buku ini tidak hanya memperluas cakrawala keilmuan, tetapi juga 
memberikan solusi aplikatif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan organisasi modern.
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2

LANDASAN TEORI

A.	 Teori Konflik dalam Organisasi

Konflik merupakan fenomena inheren dalam organisasi modern yang 
tidak dapat dihindari, mengingat organisasi terdiri atas individu-
individu dengan latar belakang, nilai, kepentingan, dan tujuan yang 
beragam (Mu’tafi, 2020). Konflik dapat timbul dari berbagai sumber, 
seperti perbedaan kepentingan, nilai-nilai, persepsi, maupun akibat 
keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks organisasi, 
konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, karena 
berpotensi menimbulkan ketegangan, menurunkan produktivitas, 
hingga menghambat pencapaian tujuan bersama (Dewi et al., 2024). 
Namun demikian, literatur manajemen kontemporer menekankan 
bahwa konflik yang dikelola secara efektif justru dapat menjadi 
katalisator inovasi, kreativitas, dan peningkatan kinerja organisasi 
(Fauzy & Kusdinar, 2020; Syafi’i et al., 2023).

Konflik dalam organisasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa 
tipe, di antaranya konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses 
(Jehn & Bendersky, 2003). Konflik tugas muncul akibat perbedaan 
pendapat mengenai isi pekerjaan atau tujuan yang hendak dicapai, 
sementara konflik hubungan biasanya berakar dari ketidaksesuaian 
karakter, nilai, atau gaya komunikasi antarindividu. Adapun konflik 
proses terkait dengan bagaimana suatu pekerjaan seharusnya dilakukan 
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atau sumber daya didistribusikan. Penelitian menunjukkan bahwa 
konflik tugas yang dikelola secara konstruktif dapat meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan dan mendorong inovasi, sedangkan 
konflik hubungan yang tidak terselesaikan cenderung menurunkan 
moral dan komitmen anggota tim (Jehn & Bendersky, 2003; Dewi et 
al., 2024).

Organisasi, sebagai wadah sekelompok individu yang bekerja 
sama untuk mencapai tujuan tertentu, membutuhkan sistem 
pengelolaan konflik yang efektif untuk menjaga efektivitas operasional 
dan manajemen yang baik (Fauzy & Kusdinar, 2020; Rahmawati et al., 
2024). Pengelolaan konflik yang tepat tidak hanya berfungsi untuk 
meredakan ketegangan, tetapi juga mampu mengubah perbedaan 
menjadi sumber kekuatan baru melalui kolaborasi, pembelajaran, 
dan inovasi (Kamaludin, 2022; Putri & Prasetyo, 2022). Hal ini 
menjadi sangat relevan di era digital dan globalisasi, di mana 
organisasi semakin dihadapkan pada tuntutan perubahan yang cepat 
dan kompleksitas lingkungan bisnis yang tinggi (Syafi’i et al., 2023).

Strategi pengelolaan konflik dalam organisasi melibatkan 
beberapa pendekatan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga 
resolusi. Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui pembangunan 
budaya organisasi yang inklusif dan transparan, penguatan 
komunikasi terbuka, serta pelatihan manajemen emosi bagi anggota 
organisasi (Linawati, 2017; Hassan et al., 2022). Deteksi dini konflik 
penting untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang 
menjadi konflik yang lebih besar. Dalam hal ini, penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam 
memfasilitasi komunikasi yang efektif dan mempercepat penyelesaian 
konflik (Syafi’i et al., 2023).

Berbagai model resolusi konflik telah dikembangkan, antara 
lain negosiasi, mediasi, arbitrase, dan fasilitasi. Negosiasi merupakan 
proses interaktif di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha 
mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi dan 
arbitrase melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau pemutus. 
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Fasilitasi, di sisi lain, menekankan pada upaya menciptakan suasana 
kondusif agar komunikasi dan kolaborasi dapat berlangsung secara 
optimal (Prasetyo et al., 2024; Rahmawati et al., 2024).

Kepemimpinan juga memainkan peran sentral dalam 
pengelolaan konflik organisasi. Pemimpin yang visioner, adil, dan 
mampu membangun kepercayaan di antara anggota tim akan lebih 
berhasil dalam menavigasi konflik dan mendorong penyelesaian yang 
produktif (Dewi et al., 2024; Kamaludin, 2022). Selain itu, pemimpin 
yang mampu menginspirasi anggota tim untuk melihat konflik 
sebagai peluang pengembangan diri dan organisasi akan memperkuat 
kohesi dan kinerja tim (Hassan et al., 2022).

Dampak pengelolaan konflik yang efektif sangat signifikan, 
antara lain terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, peningkatan 
produktivitas, serta tumbuhnya inovasi dan kreativitas (Dewi et al., 
2024; Linawati, 2017). Sebaliknya, konflik yang tidak terselesaikan 
dapat menimbulkan stagnasi, menurunkan motivasi, dan bahkan 
menyebabkan turnover karyawan yang tinggi. Oleh karena itu, 
organisasi harus secara proaktif membangun sistem pengelolaan 
konflik yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada solusi.

Dengan mempertimbangkan pentingnya pengelolaan konflik, 
penulisan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 
dan praktis bagi pengembangan manajemen konflik di organisasi 
modern. Buku ini mengintegrasikan konsep-konsep dasar, temuan 
empiris, serta rekomendasi strategis yang aplikatif dalam menghadapi 
dinamika konflik di era digital dan globalisasi.

B.	 Teori Kolaborasi dan Sinergi

Teori kolaborasi menegaskan bahwa kolaborasi merupakan suatu 
proses interaksi timbal balik antara berbagai pihak yang memiliki 
tujuan bersama, dengan hasil akhir berupa sinergi yang seringkali 
melampaui jumlah kontribusi individual (Rahim, 2017). Kolaborasi 
tidak hanya sebatas kerja sama formal, tetapi juga mencakup 
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pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian yang terintegrasi 
dalam proses operasional organisasi. Melalui kolaborasi yang efektif, 
organisasi dapat menciptakan solusi inovatif serta menyelesaikan 
masalah yang kompleks secara lebih komprehensif dan efisien 
(Rahim, 2017; Herdilah et al., 2023).

Di era persaingan global, kolaborasi menjadi pendorong utama 
dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan 
non-manusia. Hal ini selaras dengan temuan Herdilah et al. (2023) 
dan Wibowo & Tjahjono (2023) yang menyoroti bahwa praktik 
kolaborasi mampu meningkatkan daya saing organisasi melalui 
pemanfaatan keunggulan kolektif yang tidak dapat dicapai secara 
individual. Dalam konteks industri yang mengandalkan interaksi 
intensif antar-karyawan, penerapan strategi kolaboratif telah terbukti 
membawa dampak positif terhadap kinerja karyawan, meningkatkan 
kepuasan kerja, serta menumbuhkan loyalitas yang lebih tinggi 
(Prasojo & Maldin, 2025).

Manajemen sumber daya manusia (SDM) yang strategis menjadi 
fondasi utama dalam mendukung kolaborasi yang efektif. SDM tidak 
hanya dipandang sebagai aset kritis yang sulit ditiru oleh pesaing, 
tetapi juga merupakan bagian integral dari proses perencanaan 
strategis organisasi (Rokhmiyati, 2018). Oleh karena itu, pengelolaan 
SDM harus mencakup pengembangan kompetensi, peningkatan 
motivasi, dan penciptaan budaya organisasi yang kondusif untuk 
kolaborasi (Herdilah et al., 2023; Hidayati & Ermiyanto, 2017). Budaya 
organisasi yang menekankan keterbukaan komunikasi, penghargaan 
atas perbedaan pendapat, serta pemberian ruang bagi partisipasi aktif 
seluruh anggota tim akan memperkuat kolaborasi dan meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan.

Landasan teoritis ini menjadi panduan penting bagi peneliti 
dalam menganalisis data dan mengembangkan rekomendasi praktis 
untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui manajemen konflik 
dan kolaborasi yang efektif (Al-Qur’aniawan, 2015). Kolaborasi 
yang terstruktur dan didukung oleh manajemen konflik yang baik 
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dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, inovatif, dan 
produktif. Dalam praktiknya, strategi kolaboratif yang diterapkan 
secara konsisten akan memperkuat hubungan antarindividu, 
mendorong pembelajaran organisasi, serta meningkatkan fleksibilitas 
dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal (Syafi’i et al., 
2023).

Selain kolaborasi, konflik juga merupakan fenomena yang tidak 
terpisahkan dari dinamika organisasi. Konflik dalam organisasi 
dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kinerja 
karyawan, tergantung pada intensitas dan cara pengelolaannya 
(Zaynuri et al., 2023). Konflik yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 
gangguan komunikasi, menurunkan produktivitas, serta menciptakan 
suasana kerja yang tidak kondusif. Sebaliknya, tingkat konflik yang 
rendah atau dikelola secara sehat dapat mendorong karyawan untuk 
lebih kreatif, terbuka terhadap perubahan, dan meningkatkan kinerja 
individu maupun kelompok.

Jenis konflik yang sering ditemukan dalam organisasi adalah 
konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi di dalam kelompok 
kerja. Konflik ini seringkali mencerminkan adanya asimetri persepsi 
di antara anggota kelompok mengenai intensitas dan sumber 
konflik (Darmawati et al., 2019). Perbedaan persepsi tersebut dapat 
mempengaruhi dinamika kelompok secara signifikan, misalnya 
dengan menimbulkan ketegangan, menghambat kolaborasi, atau 
bahkan memicu fragmentasi dalam tim. Studi Darmawati et al. (2019) 
menemukan bahwa konflik tugas yang asimetris memiliki dampak 
negatif terhadap kinerja kelompok, sehingga penting bagi organisasi 
untuk membangun kesamaan persepsi, keterbukaan informasi, dan 
transfer pengetahuan di antara anggota tim agar kinerja optimal 
dapat tercapai.

Pengelolaan konflik yang efektif membutuhkan peran aktif 
dari manajemen, baik melalui pelatihan keterampilan komunikasi, 
fasilitasi dialog terbuka, maupun penciptaan sistem resolusi konflik 
yang adil dan transparan (Prasetyo et al., 2024). Selain itu, kolaborasi 
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yang difasilitasi oleh manajemen dapat menjadi wadah untuk 
menyalurkan perbedaan pendapat secara konstruktif, sehingga 
konflik tidak berkembang menjadi destruktif. Peran kepemimpinan 
yang inklusif dan visioner juga sangat penting dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan penyelesaian 
konflik secara produktif (Dewi et al., 2024). Dengan demikian, teori 
kolaborasi dan konflik dalam organisasi memberikan kerangka 
konseptual yang kuat untuk memahami dinamika organisasi 
modern. Pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini akan 
membantu organisasi dalam merancang strategi peningkatan kinerja, 
pengembangan SDM, dan penciptaan keunggulan kompetitif yang 
berkelanjutan di era globalisasi..

C.	 Kerangka Konseptual ESG (Environmental, 
Social, and Governance)

Kerangka konseptual Environmental, Social, and Governance (ESG) 
menyediakan struktur terintegrasi yang sangat relevan dalam 
mengelola isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola pada organisasi 
modern. Pendekatan ini tidak hanya memberikan arahan strategis 
terhadap keberlanjutan, tetapi juga menegaskan pentingnya integrasi 
proses manajemen konflik dan kolaborasi sebagai fondasi tata kelola 
yang sehat. Dengan adanya Environmental, Social, and Governance 
(ESG), organisasi didorong untuk mengambil keputusan yang lebih 
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka 
panjang (Hikmah et al., 2024.; Pangaribua et al., 2025).

Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip utama 
dalam praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) terbukti 
dapat memitigasi konflik internal dan eksternal organisasi. Dengan 
mengedepankan keterbukaan informasi, organisasi dapat mengurangi 
peluang terjadinya miskomunikasi dan asimetri informasi yang kerap 
menjadi pemicu konflik (Basuki, 2023). Selain itu, Environmental, 
Social, and Governance (ESG) mendorong adanya keterlibatan aktif 
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seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, 
sehingga tercipta sinergi lintas sektor yang memperkuat fondasi 
keberlanjutan organisasi (Kamaludin, 2022). Sinergi ini menjadi 
semakin penting dalam menghadapi tantangan global yang menuntut 
respons adaptif dan kolaboratif dari seluruh elemen organisasi 
(Atryana et al., 2024; Dewi et al., 2024).

Pengintegrasian Environmental, Social, and Governance (ESG) 
juga berdampak signifikan terhadap optimalisasi sumber daya manusia 
(SDM) sebagai kapital strategis organisasi. SDM yang berkualitas dan 
termotivasi adalah kunci dalam menghadapi dinamika global dan 
perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat (Wiyono et al., 2025). 
Melalui penerapan prinsip ESG, organisasi akan lebih mendorong 
pengembangan kapasitas, pemberdayaan, dan penciptaan lingkungan 
kerja yang inklusif. Hal ini tidak hanya meningkatkan loyalitas dan 
produktivitas karyawan, tetapi juga membantu organisasi dalam 
mengurangi asimetri persepsi dalam konflik tugas yang sering kali 
melemahkan kohesi tim (Darmawati et al., 2019).

Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada 
dimensi sosial, menekankan pentingnya manajemen SDM yang efektif 
dan peningkatan motivasi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. 
Penerapan praktik-praktik sosial yang inklusif, seperti pelatihan, 
pengembangan karir, penghargaan atas kinerja, serta kebijakan kerja 
yang adil dan setara, terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan 
dan kinerja karyawan (Pahira & Rinaldy, 2023). Studi oleh Wiyono 
et al. (2025) menunjukkan bahwa organisasi yang menempatkan 
dimensi sosial dalam prioritas strategisnya cenderung memiliki 
tingkat kepuasan kerja, keterlibatan, dan loyalitas karyawan yang 
lebih tinggi.

Motivasi karyawan menjadi faktor krusial dalam konteks ini. 
Yusa & Rananda (2019) menegaskan bahwa motivasi yang tinggi 
pada SDM tidak hanya mendorong peningkatan kinerja individu, 
tetapi juga memacu inovasi dan keunggulan kompetitif organisasi 
secara keseluruhan. Motivasi yang memadai akan menciptakan 
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komitmen dan dedikasi yang kuat dalam bekerja, sehingga tujuan 
strategis organisasi dapat tercapai secara lebih efektif. Lebih jauh, 
kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) memiliki 
peran penting dalam membangun budaya organisasi yang adaptif dan 
kolaboratif. Dimensi tata kelola (governance) mendorong penerapan 
prinsip-prinsip good corporate governance, seperti transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan (Kamaludin, 2022). Dengan 
tata kelola yang baik, organisasi mampu membangun kepercayaan di 
antara pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme pengambilan 
keputusan, serta menjaga integritas dalam setiap proses bisnis.

Selain itu, Environmental, Social, and Governance (ESG) juga 
berperan dalam mengurangi risiko reputasi, finansial, dan operasional 
melalui manajemen risiko yang terstruktur dan berorientasi pada 
pencegahan (Basuki, 2023; Pangaribua et al., 2025). Dengan demikian, 
Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak hanya bersifat 
reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi dan merespons 
tantangan yang muncul, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun 
tata kelola. Dalam implementasinya, organisasi perlu menyesuaikan 
strategi Environmental, Social, and Governance (ESG) sesuai dengan 
karakteristik, kebutuhan, dan tujuan strategis masing-masing. Hal ini 
mencakup pengembangan indikator kinerja utama (Key Performance 
Indicators/KPI) yang terukur, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, 
serta pelibatan seluruh unit kerja dalam proses perencanaan dan 
eksekusi strategi Environmental, Social, and Governance (ESG) (Dewi 
et al., 2024). Melalui pendekatan ini, organisasi dapat memastikan 
tercapainya keberlanjutan secara holistik dan berkelanjutan. Dengan 
demikian, kerangka konseptual Environmental, Social, and Governance 
(ESG) tidak hanya memberikan pedoman dalam pengelolaan 
isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, tetapi juga memfasilitasi 
penciptaan organisasi yang adaptif, inklusif, bermotivasi tinggi, dan 
berdaya saing global.

KONFLIK DAN KOLABORASI:  
Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola  dalam Organisasi Modern22



D.	 Prinsip Tata Kelola Organisasi Modern

Prinsip tata kelola organisasi modern menjadi fondasi utama 
penerapan good governance, yang meliputi transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas. Keempat prinsip ini tidak 
hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga memastikan 
bahwa setiap proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil, 
bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan pemangku 
kepentingan di tengah lingkungan bisnis yang dinamis (Basuki, 
2023; Hikmah et al., 2024.). Prinsip-prinsip ini sangat selaras dengan 
kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG), serta 
menjadi pilar utama dalam pengelolaan konflik dan kolaborasi yang 
efektif di organisasi modern.

Transparansi merupakan komitmen organisasi untuk 
menyediakan informasi yang jujur dan terbuka kepada seluruh 
pemangku kepentingan. Dengan transparansi, potensi konflik yang 
timbul akibat ketidakjelasan informasi dapat diminimalkan. Sementara 
itu, akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban 
setiap individu maupun unit kerja atas keputusan dan tindakan yang 
diambil, sehingga setiap pihak merasa terlibat dan bertanggung jawab 
terhadap pencapaian tujuan organisasi (Kamaludin, 2022; Pangaribua 
et al., 2025). Melalui partisipasi, organisasi mendorong keterlibatan 
aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan 
kebijakan dan pengambilan keputusan. Inklusivitas, sebagai prinsip 
utama tata kelola modern, memastikan tidak ada pihak yang 
terpinggirkan dan setiap suara memiliki kesempatan untuk didengar.

Prinsip tata kelola ini secara nyata memitigasi potensi konflik 
melalui pengambilan keputusan yang adil dan koordinasi efektif 
antarunit. Dengan menciptakan ruang dialog yang terbuka serta 
mekanisme resolusi konflik yang transparan, organisasi dapat 
mencegah timbulnya asimetri persepsi yang sering kali menjadi 
akar konflik tugas (Darmawati et al., 2019). Dewi et al. (2024) juga 
menegaskan bahwa tata kelola yang inklusif dan partisipatif mampu 
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meningkatkan kinerja kelompok melalui sinergi lintas sektor, 
khususnya di era globalisasi dan digitalisasi. Fauzy & Kusdinar (2020) 
menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor yang terfasilitasi oleh 
tata kelola efektif sangat penting untuk memperkuat daya saing dan 
inovasi organisasi.

Implementasi prinsip-prinsip tata kelola modern terintegrasi 
erat dengan manajemen sumber daya manusia (SDM) strategis. SDM 
menjadi penggerak utama dalam mengurangi asimetri persepsi, 
membangun kepercayaan tim, dan memfasilitasi kolaborasi di tengah 
dinamika organisasi. Melalui pelatihan komunikasi, pengembangan 
kepemimpinan, serta penanaman nilai-nilai organisasi, SDM dapat 
dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target strategis dan 
keberlanjutan organisasi (Darmawati et al., 2019; Dewi et al., 2024). 
Selain memperkuat fondasi organisasi, prinsip tata kelola modern 
juga menjadi jembatan menuju pemanfaatan digitalisasi dalam 
pengelolaan organisasi. Digitalisasi memungkinkan proses tata 
kelola menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diaudit melalui 
penerapan teknologi informasi dalam sistem pelaporan, pengawasan, 
serta kolaborasi daring. Organisasi yang mengadopsi digitalisasi 
dalam tata kelola tidak hanya mempercepat proses pengambilan 
keputusan, tetapi juga meningkatkan responsivitas terhadap 
perubahan lingkungan eksternal (Kamaludin, 2022).

Konsep Good Corporate Governance (GCG) selaras dengan 
prinsip tata kelola modern dan kerangka Environmental, Social, 
and Governance (ESG). GCG menekankan pola kerja yang bersih, 
transparan, dan profesional, sehingga mampu menarik minat 
investor dan meningkatkan reputasi organisasi di mata publik 
(Kurniawan & Mahardika, 2021). Penerapan GCG secara konsisten 
juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis dan 
tanggung jawab sosial, dua aspek yang kini menjadi perhatian utama 
pemangku kepentingan domestik maupun global (Sigalingging et 
al., 2025). Kepercayaan investor dapat meningkat secara signifikan 
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apabila perusahaan mampu menunjukkan rekam jejak tata kelola 
yang baik dan konsisten dalam implementasinya.

Fokus pada aspek sosial dalam Environmental, Social, and 
Governance (ESG), khususnya di negara berkembang, semakin 
penting karena berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional, 
seperti pertumbuhan ekonomi inklusif, pengurangan kemiskinan, 
serta penguatan kapasitas masyarakat. Syahruddin et al. (2025) 
menegaskan bahwa dimensi sosial Environmental, Social, and 
Governance (ESG) sangat relevan untuk mendukung pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/
SDGs) melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan komunitas, 
dan pembangunan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, 
penerapan tata kelola modern berbasis prinsip Environmental, Social, 
and Governance (ESG) tidak hanya memperkuat keberlanjutan 
organisasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional 
yang berwawasan inklusif dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, prinsip tata kelola organisasi modern adalah 
katalisator penting dalam mewujudkan organisasi yang adaptif, 
inovatif, dan berdaya saing tinggi di era digitalisasi dan globalisasi. 
Integrasi prinsip tata kelola dengan manajemen SDM strategis, 
digitalisasi, dan praktik Environmental, Social, and Governance 
(ESG) mendorong terciptanya lingkungan organisasi yang harmonis, 
bertanggung jawab, serta mampu memenuhi ekspektasi pemangku 
kepentingan secara berkelanjutan..

E.	 Peran Digitalisasi dan Globalisasi dalam 
Manajemen Konflik dan Kolaborasi

Digitalisasi pada era disrupsi telah membawa perubahan 
fundamental dalam dinamika manajemen konflik dan kolaborasi 
di lingkungan organisasi. Transformasi ini menuntut organisasi 
untuk mengadopsi strategi pengelolaan sumber daya manusia 
(SDM) yang lebih adaptif agar mampu mempertahankan kinerja dan 
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memacu inovasi di tengah persaingan yang semakin ketat (Wijaya, 
2024). Digitalisasi mempercepat otomatisasi proses, memperluas 
akses informasi, dan memungkinkan pengambilan keputusan 
berbasis data sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM 
dapat dioptimalkan. Globalisasi semakin memperluas kompleksitas 
konflik, terutama dalam konteks lintas budaya dan perbedaan nilai di 
antara anggota organisasi yang berasal dari berbagai latar belakang. 
Hal ini mendorong perlunya kolaborasi virtual yang lebih efektif dan 
pengembangan kebijakan manajemen SDM yang adaptif serta inklusif 
(Fajriyati et al., 2025; Idrus et al., 2023). Dalam lanskap ini, organisasi 
perlu mengelola keberagaman, mengatasi hambatan komunikasi, 
dan mengintegrasikan perspektif multikultural untuk menciptakan 
sinergi tim yang produktif.

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan SDM telah 
menciptakan budaya kerja baru di era digital. Aplikasi Human 
Resource Information System (HRIS) memainkan peran penting 
dalam mengintegrasikan proses administrasi, mulai dari rekrutmen, 
seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pengelolaan data karyawan 
(Wijaya, 2024; Basuki, 2023). Digitalisasi HR memungkinkan 
organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan secara lebih 
presisi dan merespons perubahan dengan lebih cepat. Selain itu, 
teknologi mempercepat proses pengembangan karyawan melalui 
pembelajaran daring, pelatihan berbasis modul, dan monitoring 
kinerja berbasis data. Automasi dan kecerdasan buatan (artificial 
intelligence/AI) semakin banyak diterapkan dalam proses HR, seperti 
rekrutmen berbasis algoritma, payroll otomatis, hingga analisis 
prediktif untuk retensi karyawan (Shaddiq et al., 2023). Pemanfaatan 
teknologi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, 
tetapi juga menuntut HR profesional untuk menguasai teknologi 
digital secara mendalam agar mampu mengelola perubahan dan 
mengoptimalkan peran strategisnya dalam organisasi.

Konflik dalam organisasi dapat bersumber dari berbagai faktor, 
seperti perbedaan motivasi, tujuan, kebijakan, hingga persepsi 
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antar anggota atau divisi (Kamaludin, 2022). Dalam konteks 
digitalisasi, konflik juga dapat timbul akibat adanya kesenjangan 
keterampilan digital serta resistensi terhadap perubahan teknologi. 
Selain itu, konflik keagenan (agency conflict) sering muncul akibat 
asimetri informasi antara prinsipal (pemegang saham) dan agen 
(manajemen), di mana manajemen biasanya menguasai lebih banyak 
informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham 
(Kurniawan & Mahardika, 2021; Sigalingging et al., 2025). Masalah 
ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan dan memicu potensi 
konflik internal.

Manajemen SDM yang efektif berperan penting dalam 
memitigasi berbagai bentuk konflik tersebut. Salah satu strategi 
utama adalah meningkatkan transparansi informasi dan memastikan 
keselarasan tujuan antara manajemen, karyawan, dan pemangku 
kepentingan (Pahira & Rinaldy, 2023). Digitalisasi menyediakan 
platform komunikasi yang memungkinkan keterbukaan informasi 
dan dialog interaktif, sehingga konflik dapat diidentifikasi dan 
diselesaikan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, pemanfaatan 
teknologi informasi dalam manajemen konflik menyediakan alat 
analisis data yang inovatif untuk mengidentifikasi tren konflik, pola 
interaksi, dan sumber masalah secara real time (Hidayah et al., 2023). 
Dashboard analitik dan sistem pelaporan digital memungkinkan 
manajemen untuk melakukan intervensi dini, merancang strategi 
penyelesaian yang lebih terarah, serta mengevaluasi efektivitas 
kebijakan penanganan konflik secara berkelanjutan.

Globalisasi turut mempercepat integrasi pasar tenaga kerja dan 
memperkenalkan kompleksitas baru dalam manajemen keberagaman 
budaya. Perbedaan nilai, kebiasaan, dan harapan antar budaya 
memerlukan pendekatan SDM yang lebih inklusif untuk membangun 
kolaborasi antarbudaya yang produktif (Sewang et al., 2024). Adaptasi 
strategi pengelolaan SDM menjadi kunci agar organisasi dapat 
merangkul keberagaman, meningkatkan toleransi, dan menciptakan 
iklim kerja yang harmonis di tengah arus globalisasi. Era digitalisasi 
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juga menuntut pengembangan keterampilan digital pada tenaga 
kerja. Kompetensi seperti literasi teknologi, kemampuan analisis 
data, keamanan siber, dan komunikasi virtual menjadi semakin 
penting untuk mendukung kelancaran operasional organisasi 
(Winanda & Veri, 2025). Selain peluang, digitalisasi juga membawa 
tantangan berupa risiko keamanan data dan privasi, sehingga 
organisasi perlu menerapkan kebijakan keamanan informasi yang 
ketat dan berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi dan globalisasi 
memaksa organisasi untuk terus berinovasi dalam pengelolaan 
konflik, kolaborasi, dan SDM. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi, 
penguatan keterampilan digital, serta penyesuaian kebijakan SDM 
berbasis data dan inklusivitas akan menjadi fondasi utama dalam 
membangun organisasi yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing 
tinggi di era transformasi digital.
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DINAMIKA KONFLIK 
ORGANISASI

A.	 Sumber dan Jenis Konflik dalam 
Organisasi

Konflik merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam dinamika 
organisasi modern. Berbagai faktor dapat menjadi pemicu konflik, 
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu sumber 
utama konflik dalam organisasi adalah perbedaan motivasi individu. 
Setiap anggota organisasi memiliki latar belakang, kepentingan, 
dan tujuan yang berbeda, sehingga sering kali muncul perbedaan 
dalam cara memahami serta menanggapi situasi kerja (Kamaludin, 
2022). Perbedaan ini dapat berdampak pada tingkat motivasi dalam 
menjalankan tugas, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan 
ketidaksepahaman bahkan perselisihan di antara anggota tim. Selain 
motivasi, perbedaan tujuan antar individu atau divisi juga menjadi 
faktor penting yang dapat memicu konflik. Setiap unit kerja dalam 
organisasi biasanya memiliki target dan prioritas tersendiri, yang 
tidak selalu sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. 
Ketidaksinkronan antara tujuan individu, kelompok, dan organisasi 
dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, terlebih bila 
tidak ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara divisi 
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(Kamaludin, 2022). Dalam banyak kasus, kebijakan perusahaan yang 
tidak konsisten atau terlalu sentralistik juga memperbesar potensi 
konflik antarbagian dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Selain faktor internal, konflik juga dapat muncul akibat adanya 
asimetri informasi antara prinsipal (pemegang saham) dan agen 
(manajemen) yang dikenal sebagai masalah keagenan. Manajer 
sering kali memiliki akses lebih luas terhadap informasi strategis 
perusahaan dibandingkan pemegang saham atau pihak eksternal 
lainnya (Kurniawan & Mahardika, 2021; Sigalingging et al., 2025). 
Ketimpangan informasi ini dapat menimbulkan kecurigaan dan 
ketidakpercayaan, sehingga berpotensi memicu konflik terkait 
pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, dan pembagian 
keuntungan. Untuk meminimalkan masalah keagenan, perusahaan 
harus meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, 
dan memastikan adanya keselarasan tujuan antara manajemen dan 
pemilik modal (Pahira & Rinaldy, 2023).

Faktor budaya dan nilai yang berbeda di antara anggota organisasi 
juga menjadi sumber konflik potensial yang signifikan. Dalam era 
globalisasi dan digitalisasi, organisasi semakin multikultural dan 
multietnis sehingga perbedaan nilai, norma, serta gaya komunikasi 
sering kali muncul di lingkungan kerja (Idrus et al., 2023). Bila 
tidak dikelola dengan baik, perbedaan budaya dapat menyebabkan 
kesalahpahaman, diskriminasi, atau eksklusi sosial di antara anggota 
tim. Oleh sebab itu, kebijakan sumber daya manusia (SDM) yang 
mempromosikan inklusivitas, penghargaan terhadap keragaman, 
dan toleransi menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan 
kerja yang harmonis dan produktif (Sewang et al., 2024).

Konflik kepentingan juga sering kali muncul karena adanya 
perbedaan motivasi individu dalam menjalankan tugas, serta 
kebijakan yang berbeda antar divisi yang berpotensi menimbulkan 
persaingan tidak sehat (Kamaludin, 2022). Misalnya, divisi 
pemasaran mungkin lebih fokus pada pertumbuhan penjualan 
tanpa memperhatikan kapasitas produksi, sementara divisi produksi 
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menekankan pada efisiensi biaya dan kualitas produk. Jika kedua 
divisi tidak berkoordinasi dengan baik, konflik kepentingan dapat 
terjadi dan menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain 
itu, perubahan kebijakan organisasi, baik yang berkaitan dengan 
struktur, prosedur kerja, maupun sistem insentif, juga dapat memicu 
resistensi dan konflik di antara karyawan. Perubahan yang tidak 
dikomunikasikan secara transparan atau tanpa melibatkan partisipasi 
karyawan biasanya menimbulkan ketidakpastian, keresahan, bahkan 
perlawanan terbuka (Basuki, 2023; Dewi et al., 2024).

Untuk mengatasi berbagai sumber konflik tersebut, organisasi 
perlu menerapkan strategi manajemen konflik yang komprehensif, 
mulai dari penguatan komunikasi terbuka, pelatihan keterampilan 
komunikasi lintas budaya, hingga penetapan kebijakan SDM yang 
adil dan inklusif (Hidayah et al., 2023). Transparansi informasi, 
pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan 
keputusan, serta sistem penghargaan berbasis kinerja dapat 
memperkecil potensi konflik dan meningkatkan kohesi tim. Selain itu, 
pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan komunikasi 
internal dapat mempercepat deteksi dini serta penyelesaian konflik. 
Globalisasi dan digitalisasi juga mendorong organisasi untuk terus 
beradaptasi melalui pengembangan kebijakan SDM yang responsif 
terhadap keragaman, perubahan nilai, dan dinamika pasar tenaga 
kerja global (Fajriyati et al., 2025). Pendekatan inklusif dan adaptif 
dalam manajemen SDM menjadi kunci untuk menjaga harmoni, 
meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi di tengah 
lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan beragam. Dengan 
demikian, pengelolaan konflik yang efektif merupakan syarat utama 
bagi keberhasilan organisasi modern. Identifikasi sumber konflik, 
penerapan kebijakan SDM yang inklusif, serta penguatan transparansi 
dan komunikasi menjadi fondasi penting untuk membangun 
organisasi yang adaptif, harmonis, dan berdaya saing tinggi..
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B.	 Siklus dan Dampak Konflik

Dalam konteks organisasi modern, konflik tidak hanya disebabkan 
oleh perbedaan motivasi, tujuan, kebijakan, atau persepsi, tetapi 
juga diperkuat oleh kompleksitas arus informasi, komunikasi, proses 
pengambilan keputusan, dan pembagian wewenang (Sosialisman et 
al., 2023). Kompleksitas ini dapat memperbesar peluang terjadinya 
miskomunikasi atau tumpang tindih otoritas yang berujung pada 
potensi konflik, baik secara vertikal maupun horizontal dalam 
struktur organisasi. Siklus konflik dalam organisasi seringkali dimulai 
dari ketidaksepakatan kecil yang, jika tidak segera ditangani, dapat 
meningkat menjadi konfrontasi terbuka. Eskalasi konflik ini dapat 
berdampak pada efisiensi operasional dan mengancam kohesi tim 
(Muhsin, 2017). Ketidaktuntasan dalam menangani konflik tidak 
hanya merusak hubungan kerja, tetapi juga menurunkan motivasi 
dan produktivitas, serta dapat memicu keluarnya karyawan kunci 
yang memiliki peran vital dalam organisasi (Anwar, 2018).

Dampak negatif konflik yang tidak dikelola secara konstruktif 
juga mencakup menurunnya semangat kerja, meningkatnya stres, 
dan terciptanya lingkungan kerja yang tidak kondusif. Oleh karena 
itu, manajemen konflik yang proaktif dan strategis sangat diperlukan 
untuk meminimalkan kerugian dan, lebih jauh lagi, mengubah 
potensi konflik menjadi peluang bagi inovasi, pembelajaran, dan 
perbaikan proses bisnis (Idrus et al., 2023; Pahira & Rinaldy, 2023). 
Pendekatan ini menekankan pentingnya deteksi dini sumber konflik, 
analisis akar masalah, serta implementasi solusi yang melibatkan 
berbagai pihak secara partisipatif.

Manajemen konflik yang efektif tidak hanya bertujuan 
meredakan ketegangan, tetapi juga memanfaatkan perbedaan 
pendapat dan perspektif sebagai katalisator pembelajaran organisasi 
dan peningkatan kinerja kolektif (Deca & Pitriani, 2024). Dengan 
mengadopsi budaya terbuka dan inklusif, organisasi dapat mendorong 
keterlibatan aktif seluruh anggota tim dalam proses pemecahan 

KONFLIK DAN KOLABORASI:  
Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola  dalam Organisasi Modern32



masalah, sehingga setiap konflik dapat menjadi momentum untuk 
memperkuat sinergi dan inovasi. Hal ini penting untuk menciptakan 
organisasi yang adaptif, siap menghadapi perubahan, dan tangguh di 
tengah tekanan pasar yang dinamis.

Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi di antara anggota 
dengan jabatan setara, sering kali dipicu oleh perbedaan persepsi, 
kepentingan, atau persaingan antar individu dalam satu tim atau 
divisi (Kamaludin, 2022). Jika tidak diatasi dengan cermat, konflik 
horizontal dapat menghambat kinerja individu maupun kelompok, 
serta menurunkan efektivitas kolaborasi internal. Resolusi konflik 
horizontal membutuhkan strategi yang menekankan pada komunikasi 
terbuka, mediasi, serta pembentukan norma dan aturan main yang 
jelas. Selain konflik horizontal, konflik peran juga merupakan sumber 
signifikan yang dapat mengganggu efektivitas organisasi. Konflik 
peran muncul akibat pertentangan tugas, ketidakjelasan tanggung 
jawab, atau ketidakpastian unjuk kerja, sehingga menciptakan 
kebingungan dan stres di antara anggota organisasi (Asih et al., 
2018). Ketidakjelasan peran sering kali terjadi dalam organisasi yang 
mengalami restrukturisasi, perubahan strategi, atau pengembangan 
proyek baru yang menuntut adaptasi cepat. Untuk mengatasi 
konflik peran, organisasi harus memperjelas deskripsi pekerjaan, 
mengoptimalkan komunikasi antar tim, serta menyediakan 
pelatihan yang relevan. Jenis konflik lain yang relevan adalah konflik 
penghindaran-penghindaran (avoidance-avoidance conflict), yaitu 
situasi di mana individu dihadapkan pada dua atau lebih pilihan 
yang sama-sama tidak diinginkan. Kondisi ini dapat menimbulkan 
tekanan psikologis signifikan dan mempengaruhi kesejahteraan serta 
penyesuaian individu dalam lingkungan kerja (Asih et al., 2018).

Konflik semacam ini sering muncul dalam situasi organisasi 
yang menuntut pengambilan keputusan sulit, seperti pemotongan 
anggaran, pengurangan tenaga kerja, atau perubahan kebijakan yang 
kurang populer. Pentingnya manajemen konflik yang efektif semakin 
terasa di era digital dan globalisasi, di mana arus informasi berjalan 
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sangat cepat dan struktur organisasi menjadi semakin datar serta 
fleksibel. Organisasi perlu mengadopsi mekanisme resolusi konflik 
yang berbasis teknologi, seperti platform komunikasi digital, alat 
survei internal, dan sistem pelaporan berbasis data untuk memantau 
dinamika konflik secara real time (Hidayah et al., 2023). Pendekatan 
berbasis data dapat membantu manajemen dalam mendeteksi tren 
konflik, merancang intervensi yang tepat, dan mengevaluasi efektivitas 
strategi penyelesaian konflik secara berkelanjutan. Dengan demikian, 
pengelolaan konflik yang proaktif, partisipatif, dan berbasis data 
merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi modern. 
Tidak hanya meminimalkan dampak negatif, manajemen konflik 
yang strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan 
potensi inovasi dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, 
adaptif, dan berdaya saing tinggi.

C.	 Konflik Internal vs Konflik Eksternal

Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika organisasi, 
baik dalam bentuk internal maupun eksternal. Konflik internal sering 
kali disebabkan oleh miskomunikasi, ketidakjelasan peran, perebutan 
sumber daya, serta ketidakseimbangan kekuasaan antar bagian 
dalam organisasi (Pangaribua et al., 2025). Misalnya, ketidakjelasan 
tanggung jawab dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang, 
sementara perebutan sumber daya yang terbatas, seperti anggaran 
atau fasilitas kerja, berpotensi menimbulkan persaingan tidak 
sehat antardivisi atau individu. Selain itu, ketimpangan kekuasaan 
atau distribusi otoritas yang tidak proporsional dapat memicu rasa 
ketidakadilan dan menurunkan moral anggota tim.

Di sisi lain, konflik eksternal kerap dipicu oleh tekanan 
lingkungan luar, seperti persaingan pasar yang semakin ketat, 
perubahan regulasi pemerintah, atau ketegangan sosial akibat isu-isu 
di masyarakat (Pramono & Munandar, 2020). Persaingan pasar dapat 
memaksa organisasi melakukan penyesuaian strategi bisnis secara 
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cepat, yang berpotensi menimbulkan konflik dengan mitra bisnis, 
pemasok, maupun pelanggan. Demikian juga, perubahan regulasi 
yang mendadak menuntut penyesuaian operasional, dan bila tidak 
diantisipasi dengan baik dapat memengaruhi kelangsungan usaha 
serta reputasi organisasi. Ketegangan sosial, misalnya akibat pandemi 
atau isu lingkungan, juga dapat memicu tekanan terhadap organisasi 
dari eksternal yang berdampak pada operasional internal.

Kedua jenis konflik ini membutuhkan pendekatan penanganan 
yang berbeda. Konflik internal biasanya dapat diselesaikan 
melalui intervensi mediasi, penguatan komunikasi internal, atau 
pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang 
transparan dan berkeadilan (Pangaribua et al., 2025). Pengembangan 
budaya organisasi yang terbuka terhadap umpan balik, pelatihan 
komunikasi efektif, dan penetapan mekanisme penyelesaian 
konflik yang adil sangat penting untuk meminimalkan dampak 
konflik internal. Sebaliknya, konflik eksternal memerlukan analisis 
lingkungan yang cermat, kemampuan adaptasi terhadap dinamika 
pasar dan regulasi, serta pengembangan strategi responsif yang 
mendukung keberlanjutan organisasi di tengah perubahan eksternal 
(Damanik et al., 2013).

Meskipun konflik sering kali dipandang sebagai hal negatif, 
berbagai studi menegaskan bahwa konflik dapat menjadi pendorong 
perkembangan organisasi apabila dikelola dengan baik. Konflik dapat 
memicu inovasi, mendorong adaptasi terhadap perubahan, serta 
meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan 
baru (Nasrudin et al., 2021). Dengan demikian, konflik tidak selalu 
berdampak destruktif, melainkan dapat bermakna positif, netral, atau 
negatif tergantung pada pola penanganannya (Fauzi, 2023). Efektivitas 
manajemen konflik menjadi sangat krusial dalam mengubah potensi 
destruktif menjadi konstruktif. Hal ini memerlukan kepemimpinan 
yang mampu mengarahkan anggota, memotivasi tim, serta 
membangun saluran komunikasi yang efisien guna meredam friksi 
antar anggota (Rosidar & Dara, 2022). Kepemimpinan yang efektif 
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akan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, mendorong 
partisipasi, serta memfasilitasi penyelesaian masalah secara 
partisipatif. Komunikasi organisasi yang efektif terbukti menjadi 
fondasi utama dalam mencegah terjadinya konflik di lingkungan 
kerja, meminimalisasi kesalahpahaman, dan memperkuat koordinasi 
antar unsur organisasi—baik sumber daya manusia, modal, maupun 
teknologi (Kamaludin, 2022; Siregar & Usriyah, 2021). Komunikasi 
yang baik, baik secara vertikal maupun horizontal, tidak hanya 
memastikan kejelasan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan 
dan mempererat hubungan kerja. Sebaliknya, hambatan komunikasi 
yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan atau disalahpahami 
dapat menimbulkan konflik karena anggota organisasi memiliki 
sudut pandang yang berbeda dan mungkin sulit menerima perspektif 
orang lain (Siregar & Usriyah, 2021).

Untuk mengantisipasi dan mengelola konflik secara efektif, 
organisasi perlu mengembangkan sistem komunikasi yang 
transparan, menetapkan prosedur kerja yang jelas, dan memperkuat 
integrasi antara berbagai elemen organisasi. Penerapan teknologi 
informasi, seperti aplikasi manajemen proyek atau platform 
komunikasi daring, dapat mempercepat aliran informasi dan 
mengurangi potensi miskomunikasi. Dalam konteks perubahan 
lingkungan bisnis dan sosial yang semakin cepat, organisasi juga 
harus memperkuat kemampuan adaptasi dan inovasi sebagai 
respons terhadap sumber konflik eksternal. Evaluasi rutin terhadap 
kebijakan, pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan 
keputusan, serta pengembangan program pelatihan adaptif menjadi 
strategi penting untuk meningkatkan resiliensi organisasi. Dengan 
demikian, konflik—baik internal maupun eksternal dapat menjadi 
katalisator positif bagi pertumbuhan dan pembelajaran organisasi 
apabila dikelola secara efektif melalui kepemimpinan yang visioner, 
komunikasi yang terbuka, serta strategi penanganan yang adaptif.
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D.	 Studi Kasus Konflik pada Isu Lingkungan, 
Sosial, dan Tata Kelola

Isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and 
Governance/ESG) telah menjadi medan konflik yang sangat krusial 
bagi banyak organisasi, khususnya yang beroperasi di sektor-sektor 
sensitif seperti pertambangan, energi, dan manufaktur. Di sektor-
sektor ini, dampak operasional perusahaan sering bersinggungan 
langsung dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar, 
sehingga menimbulkan kerentanan terhadap konflik dengan 
pemangku kepentingan eksternal. Konflik semacam ini kerap berakar 
pada perbedaan prioritas antara tujuan ekonomi perusahaan dengan 
tuntutan keberlanjutan dari komunitas lokal, kelompok aktivis, 
maupun pemerintah (Amran & Taher, 2021). Ketidakseimbangan 
antara kepentingan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan sering 
mendorong munculnya berbagai bentuk resistensi, mulai dari boikot 
konsumen, gugatan hukum, hingga kerugian reputasi yang signifikan. 
Perusahaan yang gagal mengelola isu ESG secara transparan dan 
responsif berisiko kehilangan kepercayaan publik dan pemangku 
kepentingan strategis. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip 
ESG ke dalam strategi inti perusahaan tidak lagi sekadar menjadi 
tuntutan regulasi, melainkan juga esensial untuk manajemen risiko 
dan penciptaan nilai berkelanjutan di era modern (Siregar & Usriyah, 
2021).

Penerapan kebijakan ESG yang kuat terbukti mampu menjadi 
strategi mitigasi konflik yang efektif. Dengan menempatkan 
keberlanjutan sebagai prioritas, perusahaan dapat membangun 
kepercayaan pemangku kepentingan, mengurangi risiko resistensi, 
serta menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi. Contohnya, 
perusahaan yang secara proaktif mengurangi jejak karbon 
atau berkontribusi pada program sosial masyarakat cenderung 
membangun citra positif, sehingga mendapatkan dukungan dari 
komunitas lokal dan mengurangi tekanan eksternal (Amran & 
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Taher, 2021). Kebijakan ESG yang terintegrasi juga memfasilitasi 
pencapaian keunggulan kompetitif melalui inovasi dan adaptasi 
terhadap perubahan pasar serta regulasi. Di samping itu, integrasi 
ESG membantu mengurangi ketidakpastian peran dan konflik peran 
di lingkungan kerja. Komunikasi formal yang lebih baik dengan 
karyawan, melalui sosialisasi kebijakan, pelaporan keberlanjutan, 
serta pelatihan, dapat menurunkan stres kerja dan memperjelas 
ekspektasi (Asih et al., 2018). Peningkatan komunikasi ini, baik secara 
formal maupun informal, membangun hubungan antarindividu 
yang harmonis, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, 
dan meningkatkan motivasi serta semangat karyawan dalam 
menjalankan pekerjaannya (Lestari & Kasmirudin, 2017; Asih et 
al., 2018). Komunikasi organisasi yang efektif, termasuk melalui 
saluran formal, sangat krusial dalam pencegahan dan penyelesaian 
konflik. Saluran komunikasi yang jelas memfasilitasi pertukaran 
informasi akurat, memungkinkan pemahaman akar permasalahan 
secara komprehensif, serta meningkatkan efektivitas proses mediasi 
dan negosiasi (Siregar & Usriyah, 2021). Komunikasi yang baik 
juga memperkuat koordinasi antar unsur organisasi—seperti 
sumber daya manusia, modal, dan teknologi—sehingga seluruh 
elemen dapat bersinergi dalam mencapai target organisasi secara 
efisien (Kamaludin, 2022). Sebaliknya, hambatan komunikasi yang 
menyebabkan pesan tidak tersampaikan atau disalahpahami dapat 
memicu konflik, karena individu mungkin kesulitan menerima sudut 
pandang lain dan cenderung mempertahankan posisinya (Siregar & 
Usriyah, 2021).

Transparansi dalam pelaporan keberlanjutan, terutama 
terkait pengungkapan emisi karbon dan dampak lingkungan, 
semakin esensial dalam konteks ESG. Transparansi ini tidak hanya 
menginformasikan karyawan dan masyarakat, tetapi juga menjadi 
faktor krusial bagi investor dalam menilai risiko masa depan dan 
potensi biaya yang timbul akibat tekanan dari aktivis lingkungan 
serta perubahan kebijakan (Alfayerds & Setiawan, 2021). Laporan 
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keberlanjutan yang komprehensif dan akurat mampu meningkatkan 
kepercayaan investor, memperkuat reputasi perusahaan, sekaligus 
memitigasi risiko non-keuangan yang semakin relevan dalam 
pengambilan keputusan investasi. Pada akhirnya, integrasi prinsip-
prinsip ESG ke dalam strategi inti organisasi membantu menciptakan 
lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan motivasi dan loyalitas 
karyawan, serta membangun hubungan yang konstruktif dengan 
pemangku kepentingan eksternal. Pendekatan ini menegaskan 
bahwa manajemen isu lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak 
hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga merupakan 
kunci keberhasilan jangka panjang dan keunggulan kompetitif di era 
modern.
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4

STRATEGI MANAJEMEN 
KONFLIK

A.	 Identifikasi dan Analisis Konflik

Setelah memahami ragam konflik internal dan eksternal beserta 
dampaknya terhadap organisasi, sebagaimana telah dijelaskan pada 
Bab 3, langkah krusial pertama dalam strategi manajemen konflik 
adalah melakukan identifikasi dini dan analisis mendalam terhadap 
konflik yang muncul. Identifikasi dan analisis yang tepat waktu 
memungkinkan organisasi mengenali akar permasalahan secara 
sistematis, sehingga dapat mencegah eskalasi konflik yang dapat 
merugikan kinerja organisasi (Pangaribua et al., 2025). Proses ini 
menjadi fondasi penting, sebab konflik yang tidak segera teridentifikasi 
berpotensi berkembang menjadi lebih kompleks, sulit dikendalikan, 
dan memberikan dampak negatif yang meluas. Identifikasi konflik 
dilakukan melalui pengamatan terhadap berbagai indikator awal yang 
sering kali tampak dalam keseharian organisasi. Indikator tersebut 
meliputi munculnya miskomunikasi, ketidakjelasan peran, perebutan 
sumber daya, serta ketidakseimbangan kekuasaan antar bagian (Asih 
et al., 2018; Pangaribua et al., 2025). Misalnya, adanya tumpang tindih 
wewenang atau kesenjangan distribusi tugas dapat menjadi sinyal awal 
terjadinya konflik internal. Selain itu, ketidakpuasan terhadap sistem 
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penghargaan atau akses terhadap sumber daya juga dapat memicu 
perselisihan antar individu maupun kelompok dalam organisasi.

Setelah konflik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah 
melakukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor 
penyebab konflik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
Analisis konflik mencakup pemetaan aktor dan kepentingan yang 
terlibat, baik di dalam maupun di luar organisasi. Faktor internal 
dapat berupa perbedaan motivasi, nilai, ataupun tujuan, sedangkan 
faktor eksternal biasanya berkaitan dengan tekanan lingkungan, 
perubahan regulasi, atau dinamika pasar yang menuntut penyesuaian 
strategi organisasi (Pramono & Munandar, 2020). Pendekatan analisis 
konflik juga mencakup evaluasi dimensi konflik—seperti dimensi 
struktural, prosedural, hingga situasional—untuk menentukan 
strategi penanganan yang optimal. Dimensi struktural mengacu pada 
aspek formal organisasi, seperti struktur hierarki, sistem otoritas, 
dan tata kelola internal. Konflik struktural, misalnya, dapat diatasi 
dengan revisi prosedur kerja atau restrukturisasi organisasi bila 
diperlukan (Damanik et al., 2013). Sementara itu, dimensi prosedural 
menyoroti kejelasan aturan, prosedur, dan mekanisme pengambilan 
keputusan yang berlaku dalam organisasi. Ketidakjelasan atau 
ketidakadilan prosedur kerap menjadi penyebab munculnya konflik 
yang melibatkan banyak pihak. Analisis dimensi situasional, di sisi 
lain, melibatkan pemetaan kondisi atau konteks spesifik terjadinya 
konflik, seperti situasi krisis, perubahan teknologi, atau tekanan 
eksternal lainnya.

Dengan analisis yang komprehensif, organisasi dapat 
menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat, mulai dari 
penerapan prosedur baku sanksi, pemetaan ulang peran, hingga 
pengembangan mekanisme mediasi dan negosiasi. Misalnya, 
konflik akibat miskomunikasi dapat diselesaikan melalui pelatihan 
komunikasi atau pembentukan forum dialog rutin. Sementara konflik 
akibat perubahan regulasi eksternal menuntut organisasi melakukan 
adaptasi kebijakan dan memperkuat jejaring dengan pemangku 
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kepentingan eksternal (Damanik et al., 2013). Identifikasi dan analisis 
konflik bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk meredam konflik 
destruktif, melainkan juga sebagai fondasi untuk mengubah konflik 
menjadi peluang konstruktif bagi organisasi. Proses ini dapat memicu 
inovasi, perbaikan proses bisnis, serta penguatan budaya organisasi 
yang adaptif (Fauzi, 2023). Dengan demikian, organisasi tidak hanya 
mampu mencegah dampak negatif konflik, tetapi juga memanfaatkan 
konflik sebagai sumber pembelajaran dan pengembangan kapasitas 
kolektif.

Penting untuk menekankan bahwa efektivitas identifikasi 
dan analisis konflik sangat bergantung pada keterbukaan budaya 
organisasi dan dukungan kepemimpinan. Pemimpin yang visioner 
harus mendorong komunikasi dua arah, menciptakan lingkungan 
yang aman untuk menyampaikan keluhan, serta mendorong 
partisipasi aktif seluruh anggota dalam proses pemetaan masalah. 
Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi survei 
internal atau sistem pelaporan daring, dapat mempercepat deteksi 
dini dan memudahkan proses analisis data konflik secara real time 
(Hidayah et al., 2023). Dengan fondasi identifikasi dini dan analisis 
konflik yang kuat, organisasi dapat membangun sistem manajemen 
konflik yang proaktif, adaptif, dan berorientasi solusi. Strategi ini pada 
akhirnya akan memperkuat resiliensi organisasi dalam menghadapi 
perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis.

B.	 Strategi Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik merupakan tahap krusial dalam manajemen 
organisasi, terutama setelah melakukan identifikasi dan analisis 
konflik sebagaimana dibahas pada subbab sebelumnya. Strategi 
pencegahan difokuskan pada upaya proaktif untuk meminimalisir 
faktor-faktor pemicu sejak dini, mencegah konflik berkembang 
menjadi masalah destruktif yang dapat mengancam stabilitas dan 
kinerja organisasi (Fauzi, 2023; Pangaribua et al., 2025). Pencegahan 
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yang efektif tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga 
menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. 
Langkah utama dalam pencegahan konflik adalah peningkatan 
komunikasi organisasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, baik 
secara vertikal maupun horizontal, berfungsi sebagai fondasi utama 
untuk mencegah kesalahpahaman, memperjelas ekspektasi, serta 
memperkuat koordinasi di antara seluruh unsur organisasi—sumber 
daya manusia, modal, hingga teknologi (Kamaludin, 2022; Siregar 
& Usriyah, 2021). Komunikasi terbuka memfasilitasi pertukaran 
informasi akurat, memastikan pesan tersampaikan dengan baik, serta 
membangun kepercayaan antar individu dan tim.

Selain komunikasi, klarifikasi peran dan tanggung jawab 
melalui komunikasi formal sangat penting untuk mengurangi 
ketidakpastian peran dan mencegah konflik peran. Ketidakjelasan 
peran sering menjadi sumber stres kerja dan ketidakharmonisan 
dalam tim. Dengan memperjelas tugas, tanggung jawab, serta batasan 
kewenangan masing-masing anggota, organisasi dapat menurunkan 
potensi tumpang tindih pekerjaan dan membangun relasi kerja yang 
lebih sehat (Asih et al., 2018; Lestari & Kasmirudin, 2017). Rapat 
rutin, manual prosedur kerja, serta sistem evaluasi kinerja merupakan 
beberapa bentuk komunikasi formal yang dapat dimanfaatkan untuk 
klarifikasi peran. Pentingnya kepemimpinan visioner tidak dapat 
diabaikan dalam upaya pencegahan konflik. Pemimpin visioner 
mampu mengarahkan, memotivasi, serta membangun saluran 
komunikasi yang efisien untuk meredam friksi antar anggota 
(Rosidar & Dara, 2022). Selain itu, pemimpin yang visioner mampu 
membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap umpan balik, 
mengakomodasi perbedaan pendapat, serta mendorong kolaborasi 
dalam memecahkan masalah. Kepemimpinan yang efektif juga 
berperan dalam menanamkan nilai-nilai organisasi, seperti saling 
menghormati, keadilan, dan toleransi, sehingga tercipta lingkungan 
kerja yang kondusif dan minim konflik.
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Penerapan strategi pencegahan konflik secara konsisten akan 
memberikan dampak positif bagi organisasi. Komunikasi yang 
lancar dan peran yang jelas berkontribusi pada peningkatan motivasi 
dan kepuasan kerja karyawan, memperkuat kohesi tim, serta 
mempercepat pencapaian tujuan organisasi (Siregar & Usriyah, 2021). 
Selain itu, lingkungan kerja yang harmonis dan bebas konflik akan 
mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat 
daya saing organisasi di tengah perubahan lingkungan bisnis yang 
cepat. Pencegahan konflik juga dapat diwujudkan melalui pelatihan 
keterampilan komunikasi, pengembangan program mentoring, serta 
pembentukan forum diskusi rutin. Pelatihan komunikasi membantu 
anggota organisasi mengembangkan kemampuan mendengar aktif, 
empati, dan asertivitas, yang sangat penting dalam menangani 
perbedaan pendapat. Program mentoring dapat memperkuat 
hubungan antara karyawan senior dan junior, memfasilitasi transfer 
pengetahuan, serta memperkecil kesenjangan generasi yang kadang 
menjadi sumber konflik (Lestari & Kasmirudin, 2017).

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi 
internal juga dapat mempercepat deteksi dini potensi konflik. 
Platform digital seperti aplikasi manajemen proyek, e-mail, atau chat 
grup internal memudahkan penyebaran informasi, memungkinkan 
respons cepat terhadap isu-isu yang berkembang, serta mendukung 
pengambilan keputusan berbasis data (Kamaludin, 2022). Dengan 
menerapkan seluruh strategi ini secara konsisten, organisasi tidak 
hanya mencegah munculnya konflik, tetapi juga mentransformasi 
potensi destruktif menjadi peluang konstruktif untuk pertumbuhan 
dan pembelajaran. Pencegahan yang terintegrasi dengan manajemen 
konflik secara menyeluruh akan memperkuat resiliensi organisasi 
dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal.
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C.	 Resolusi dan Transformasi Konflik

Setelah strategi pencegahan konflik dibahas pada subbab sebelumnya, 
langkah berikutnya dalam manajemen konflik organisasi adalah 
resolusi dan transformasi konflik. Resolusi konflik menekankan 
pendekatan reaktif, yaitu menyelesaikan perselisihan yang sudah 
terjadi agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. 
Transformasi konflik, di sisi lain, menitikberatkan pada upaya 
mengubah konflik destruktif menjadi kekuatan konstruktif yang 
mampu mendorong inovasi dan penguatan organisasi (Fauzi, 2023; 
Pangaribua et al., 2025). Resolusi konflik dapat dilakukan melalui 
sejumlah metode, di antaranya mediasi, negosiasi, dan musyawarah. 
Mediasi melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu pihak-
pihak yang berselisih mencapai kesepakatan, sementara negosiasi dan 
musyawarah memungkinkan dialog langsung untuk menemukan 
solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam proses 
ini, komunikasi efektif menjadi faktor kunci yang memfasilitasi 
pertukaran informasi, klarifikasi kepentingan, serta penciptaan 
suasana dialog yang produktif (Damanik et al., 2013; Siregar & Usriyah, 
2021). Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu mengurangi 
kesalahpahaman serta mempercepat tercapainya konsensus.

Peran pemimpin sangat sentral dalam proses resolusi konflik. 
Pemimpin tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga 
bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur baku seperti 
pemberian sanksi, konsiliasi, atau pembentukan tim ad hoc untuk 
menangani konflik khusus. Selain itu, pemimpin harus mampu 
memetakan dimensi konflik yang terjadi baik struktural, prosedural, 
maupun situasional—agar dapat menentukan solusi yang paling tepat 
dan efektif (Damanik et al., 2013). Misalnya, konflik struktural sering 
memerlukan restrukturisasi organisasi atau penyesuaian sistem 
otoritas, sementara konflik prosedural dapat diatasi dengan merevisi 
aturan kerja atau memperjelas mekanisme pengambilan keputusan. 
Transformasi konflik merupakan tahapan lanjut yang bertujuan 
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untuk mengubah konflik dari faktor penghambat menjadi peluang 
pengembangan organisasi. Transformasi ini dapat dicapai dengan 
meningkatkan komunikasi formal, memperjelas peran dan tanggung 
jawab, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis (Asih et al., 
2018; Lestari & Kasmirudin, 2017). Komunikasi formal yang baik, 
seperti rapat rutin, notulensi, dan pelaporan berkala, membantu 
mengurangi stres kerja akibat ketidakpastian peran dan memperkuat 
rasa saling percaya antar anggota tim. Selain itu, transformasi konflik 
juga melibatkan pembelajaran organisasi secara kolektif, yaitu 
menggunakan pengalaman konflik sebagai dasar untuk memperbaiki 
kebijakan, proses, maupun budaya kerja.

Langkah-langkah transformasi konflik ini tidak hanya 
menyelesaikan isu yang sedang terjadi, tetapi juga memperkuat 
ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. 
Organisasi yang berhasil mentransformasi konflik menjadi peluang 
cenderung lebih inovatif, adaptif, dan memiliki budaya kerja yang 
inklusif. Hal ini tercermin dari tingginya partisipasi karyawan dalam 
proses pemecahan masalah, meningkatnya kolaborasi lintas divisi, 
serta kemauan untuk berubah dan belajar dari pengalaman konflik 
(Fauzi, 2023). Kunci keberhasilan baik resolusi maupun transformasi 
konflik terletak pada efektivitas komunikasi. Organisasi harus 
memastikan bahwa setiap anggota memiliki akses pada saluran 
komunikasi yang jelas, dua arah, dan responsif (Siregar & Usriyah, 
2021). Selain komunikasi, kepemimpinan visioner juga sangat 
penting. Pemimpin visioner mampu menginspirasi perubahan 
positif, memberikan teladan dalam menyelesaikan konflik secara adil, 
serta membangun budaya keterbukaan dan kepercayaan.

Penerapan teknologi informasi dalam proses resolusi dan 
transformasi konflik juga semakin vital di era digital. Aplikasi 
komunikasi daring, platform diskusi internal, serta sistem pelaporan 
digital memungkinkan deteksi dini konflik, dokumentasi proses 
penyelesaian, dan monitoring hasil implementasi solusi secara real 
time (Kamaludin, 2022; Hidayah et al., 2023). Dengan demikian, 
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kombinasi strategi resolusi dan transformasi konflik yang didukung 
komunikasi efektif dan kepemimpinan visioner akan memperkuat 
daya tahan organisasi, meningkatkan kohesi, dan mendorong 
pencapaian tujuan strategis secara berkelanjutan. Topik mengenai 
pentingnya komunikasi efektif akan dibahas lebih lanjut pada subbab 
berikutnya untuk memperdalam pemahaman tentang fondasi 
keberhasilan manajemen konflik dalam organisasi.

D.	 Peran Komunikasi Efektif dan Transparansi

Komunikasi efektif merupakan fondasi utama dalam mencegah 
dan menangani konflik di lingkungan organisasi. Komunikasi yang 
baik, baik secara vertikal (antara atasan dan bawahan) maupun 
horizontal (antar sesama karyawan atau antar divisi), memastikan 
kejelasan pesan sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman yang 
sering kali menjadi pemicu utama konflik (Siregar & Usriyah, 2021). 
Kejelasan pesan ini sangat penting dalam menjaga alur informasi dan 
menjalankan koordinasi yang efektif agar setiap anggota organisasi 
memahami peran, tanggung jawab, dan ekspektasi yang diemban. 
Selain itu, komunikasi efektif berperan penting dalam mengurangi 
ketidakpastian peran, mengatasi konflik peran, dan menurunkan 
tingkat stres kerja. Ketidakjelasan peran dan ekspektasi sering kali 
menimbulkan kebingungan serta beban psikologis yang dapat 
menurunkan produktivitas dan semangat kerja. Melalui komunikasi 
yang terbuka dan terstruktur, baik melalui rapat, memo, maupun 
sistem informasi internal, organisasi dapat memperjelas tugas dan 
tanggung jawab sehingga mengurangi potensi gesekan antarindividu 
(Asih et al., 2018; Lestari & Kasmirudin, 2017).

Komunikasi yang baik juga membangun hubungan harmonis 
antar karyawan. Dalam lingkungan kerja yang penuh dengan 
interaksi dan ketergantungan, hubungan interpersonal yang sehat 
menjadi kunci terciptanya suasana kerja yang kondusif, kolaboratif, 
dan inovatif. Budaya saling menghormati, keterbukaan terhadap 
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saran, serta kemampuan mendengar aktif merupakan bagian tak 
terpisahkan dari komunikasi efektif yang dapat memperkuat kohesi 
tim dan menjaga moral karyawan (Asih et al., 2018). Transparansi 
merupakan aspek penting dalam komunikasi organisasi, terutama 
dalam pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan isu-isu strategis. 
Transparansi, seperti dalam pelaporan emisi karbon dan dampak 
lingkungan, tidak hanya menjadi kewajiban regulasi tetapi juga 
memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Informasi 
yang akurat mengenai risiko masa depan, baik terkait aspek keuangan, 
lingkungan, maupun sosial, memungkinkan stakeholder—termasuk 
investor, pelanggan, dan masyarakat—untuk mengambil keputusan 
yang lebih baik dan memperkuat manajemen risiko organisasi 
(Alfayerds & Setiawan, 2021).

Di era ESG (Environmental, Social, and Governance), 
transparansi dalam pelaporan keberlanjutan semakin menjadi 
sorotan. Perusahaan yang secara proaktif mengungkapkan data emisi 
karbon, program kepedulian sosial, dan praktik tata kelola yang baik 
cenderung memperoleh reputasi positif, menarik minat investor, serta 
membangun kemitraan strategis yang lebih luas (Amran & Taher, 
2021). Transparansi juga berperan sebagai alat mitigasi risiko reputasi, 
mengingat tekanan publik dan regulasi terkait isu lingkungan dan 
sosial semakin meningkat. Komunikasi efektif dan transparansi secara 
bersama-sama menciptakan lingkungan kerja positif, memperkuat 
koordinasi sumber daya, serta mempercepat pengambilan keputusan 
strategis. Koordinasi yang baik antara sumber daya manusia, modal, 
dan teknologi sangat dipengaruhi oleh arus komunikasi yang lancar 
dan keterbukaan informasi (Kamaludin, 2022). Dalam praktiknya, 
penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi kolaborasi daring, 
platform pelaporan real time, dan sistem manajemen dokumen digital 
dapat mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan 
komunikasi, serta memastikan bahwa setiap anggota organisasi 
memiliki akses yang sama terhadap data dan informasi penting.
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Lingkungan kerja yang didukung oleh komunikasi efektif dan 
transparansi memiliki ketahanan lebih baik dalam menghadapi 
tantangan eksternal maupun internal. Organisasi yang terbiasa 
mengedepankan keterbukaan dan kejelasan informasi mampu 
merespons perubahan dengan lebih cepat, mengelola konflik 
dengan lebih bijaksana, dan meminimalisasi dampak negatif dari 
ketidakpastian (Siregar & Usriyah, 2021). Ketahanan organisasi 
bukan hanya soal bertahan dari tekanan, melainkan juga tentang 
kemampuan untuk tumbuh dan berinovasi melalui sinergi 
yang terbangun dari komunikasi yang sehat. Dengan demikian, 
komunikasi efektif dan transparansi tidak hanya berfungsi sebagai 
alat pencegahan dan penanganan konflik, tetapi juga menjadi pilar 
utama dalam membangun ketahanan dan keunggulan organisasi di 
era modern yang penuh tantangan dan dinamika.

E.	  Mediasi dan Negosiasi dalam Konflik 
Organisasi

Sebagai lanjutan dari strategi resolusi konflik, mediasi dan negosiasi 
merupakan dua pendekatan krusial yang digunakan dalam organisasi 
modern untuk mencapai solusi damai, win-win, dan berkelanjutan. 
Kedua pendekatan ini dirancang untuk mengelola konflik secara 
konstruktif, menghindari eskalasi destruktif, serta membangun 
hubungan kerja yang lebih harmonis ke depannya. Mediasi 
adalah proses resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga netral 
dikenal sebagai mediator yang memfasilitasi komunikasi antara 
pihak-pihak yang berkonflik dan membantu mereka mencapai 
kesepakatan bersama (López, 2021). Peran mediator sangat vital 
dalam menjaga objektivitas, memastikan proses diskusi berjalan adil, 
serta mendorong dialog yang terbuka dan konstruktif. Intervensi 
mediator menjadi sangat penting ketika pihak-pihak yang berkonflik 
sudah menemui jalan buntu, sehingga memerlukan fasilitator untuk 
membangun kembali kepercayaan dan membuka peluang kompromi 
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(Fauzi, 2023). Proses mediasi juga efektif dalam menjaga hubungan 
profesional dan mencegah rusaknya iklim organisasi akibat konflik 
yang berkepanjangan.

Negosiasi, di sisi lain, merupakan pendekatan yang 
memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berinteraksi 
langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi memberdayakan 
masing-masing individu atau kelompok untuk mengekspresikan 
kebutuhan, kepentingan, dan harapan mereka secara terbuka 
(Mukhtar et al., 2020). Melalui diskusi dan tawar-menawar, para 
pihak berupaya mencari titik temu yang saling menguntungkan dan 
dapat diterima bersama. Negosiasi sangat penting karena mendorong 
keterlibatan aktif semua pihak, memperkuat rasa kepemilikan 
atas solusi yang dihasilkan, serta mengurangi resistensi terhadap 
implementasinya. Baik mediasi maupun negosiasi, keduanya 
menggarisbawahi pentingnya komunikasi interpersonal yang efektif. 
Komunikasi yang terbuka, jelas, dan asertif memperkuat hubungan 
profesional, memperjelas pembagian tugas, serta meminimalkan 
potensi konflik di masa mendatang (Pienrasmi et al., 2024). Selain 
itu, kemampuan mendengarkan secara aktif dan empati dalam proses 
komunikasi sangat penting untuk memahami perspektif lawan bicara, 
membangun saling pengertian, dan menghasilkan kesepahaman 
yang konstruktif (Suhendra & Pratiwi, 2024). Komunikasi yang 
efektif juga membantu mencegah miskomunikasi yang seringkali 
menjadi akar permasalahan, serta menjadi instrumen utama dalam 
mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif (Siregar & 
Usriyah, 2021).

Penerapan komunikasi organisasi yang tepat sangat esensial dalam 
upaya pencegahan maupun resolusi konflik. Saluran komunikasi yang 
terbuka—baik formal maupun informal—dan pelatihan komunikasi 
berkala dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi untuk 
bernegosiasi dan bermediasi secara efektif. Pelatihan komunikasi 
tidak hanya mengasah keterampilan berbicara dan mendengarkan, 
tetapi juga menumbuhkan budaya organisasi yang menghargai 
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keberagaman pendapat, keterbukaan, dan kolaborasi (Pienrasmi 
et al., 2024). Pendekatan resolusi konflik melalui mediasi dan 
negosiasi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai serta pendapat 
para pemangku kepentingan yang beragam. Dengan demikian, 
solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif secara fungsional, 
tetapi juga beretika dan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait. 
Rahmawati et al. (2024) menekankan pentingnya mengakomodasi 
perspektif stakeholder untuk mencapai solusi yang seimbang dan 
berkelanjutan, terutama dalam organisasi yang dinamis dan plural. 
Selain itu, kejelasan pesan dan kemampuan mendengarkan secara 
aktif merupakan dua keterampilan utama yang dapat memfasilitasi 
tercapainya kesepahaman serta resolusi yang konstruktif di tempat 
kerja (Suhendra & Pratiwi, 2024). Praktik komunikasi efektif ini 
mendukung proses negosiasi dan mediasi sehingga setiap pihak 
merasa didengar, dihargai, dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif 
dalam penyelesaian konflik.

Dalam implementasinya, organisasi perlu menyediakan berbagai 
sarana, seperti forum dialog, ruang musyawarah, atau platform 
digital, untuk memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi. Selain 
itu, penunjukan mediator internal atau eksternal yang memiliki 
kompetensi dan integritas tinggi juga dapat mempercepat tercapainya 
resolusi. Proses dokumentasi hasil mediasi atau negosiasi pun 
penting untuk memastikan kesepakatan yang telah dicapai dapat 
diimplementasikan dengan baik dan mengurangi potensi sengketa 
di kemudian hari. Dengan demikian, mediasi dan negosiasi bukan 
hanya teknik penyelesaian konflik, melainkan juga strategi untuk 
membangun budaya organisasi yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif 
terhadap perubahan. Melalui penerapan komunikasi efektif, pelibatan 
stakeholder, serta penekanan pada etika dan nilai organisasi, resolusi 
konflik dapat menjadi katalisator penguatan hubungan kerja, inovasi, 
dan keberlanjutan organisasi.
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5

TATA KELOLA YANG BAIK 
(GOOD GOVERNANCE)

A.	 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Organisasi

Dalam konteks organisasi modern, penerapan prinsip-prinsip 
tata kelola—yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan 
inklusivitas—merupakan fondasi utama dalam membangun 
lingkungan kerja yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip 
ini tidak hanya meredam potensi konflik dengan memperjelas peran 
dan tanggung jawab melalui komunikasi yang efektif, tetapi juga 
memperkuat budaya organisasi yang tangguh dalam koordinasi 
sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Dengan demikian, 
tata kelola yang baik mampu mentransformasikan tantangan konflik 
menjadi peluang pengembangan.

1.	 Transparansi: Pondasi Keterbukaan dan Kepercayaan
Transparansi berarti menyediakan informasi yang relevan 
secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam 
praktiknya, ini mencakup publikasi notulen rapat, laporan 
keuangan, serta prosedur evaluasi kinerja yang mudah diakses. 
Dengan demikian, anggota organisasi memperoleh pemahaman 
yang jelas tentang proses pengambilan keputusan dan arah 
kebijakan. Kondisi ini menekan munculnya asumsi keliru 
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dan spekulasi yang sering menjadi pemicu konflik. Selain itu, 
keterbukaan informasi menumbuhkan rasa kepercayaan di 
antara anggota organisasi, karena mereka merasa dilibatkan 
dan dihargai dalam proses pengelolaan organisasi (Alfayerds & 
Setiawan, 2021).

2.	 Akuntabilitas: Jaminan Tanggung Jawab dan Integritas
Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu atau unit dalam 
organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan 
keputusan yang diambil. Mekanisme pelaporan yang transparan, 
evaluasi berkala, dan sanksi atau penghargaan yang jelas adalah 
bentuk konkret penerapannya. Dengan akuntabilitas yang kuat, 
setiap pihak menyadari bahwa tindakan mereka akan dievaluasi 
berdasarkan standar dan ketentuan yang telah disepakati bersama. 
Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan, tetapi 
juga menumbuhkan perilaku etis dan profesional. Pada akhirnya, 
akuntabilitas menjadi penghalang utama terhadap potensi 
konflik yang timbul akibat ketidakadilan atau ketidakseimbangan 
dalam pelaksanaan tugas dan distribusi sumber daya (Siregar & 
Usriyah, 2021).

3.	 Partisipasi: Membangun Kolaborasi dan Rasa Kepemilikan
Partisipasi mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku 
kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan 
membuka ruang dialog—baik melalui forum diskusi, survei 
internal, maupun tim lintas fungsi—organisasi akan mendapatkan 
beragam perspektif yang lebih representatif. Pendekatan ini tidak 
hanya menciptakan keputusan yang lebih inklusif, tetapi juga 
menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. 
Ketika suara anggota organisasi didengar dan dihargai, resistensi 
terhadap perubahan berkurang dan komitmen terhadap 
implementasi keputusan meningkat (Amran & Taher, 2021).

KONFLIK DAN KOLABORASI:  
Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola  dalam Organisasi Modern54



4.	 Inklusivitas: Memperkuat Keadilan dan Keberagaman
Inklusivitas berarti memastikan semua pihak, tanpa memandang 
gender, usia, latar belakang etnis, atau jabatan, memiliki akses 
yang sama untuk berkontribusi dalam organisasi. Organisasi 
inklusif menghargai keberagaman dan memanfaatkan potensi 
unik setiap individu. Hal ini tidak hanya memperkaya ide dan 
solusi, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan kesetaraan. 
Ketika karyawan merasa diterima dan diakui, semangat kerja 
dan loyalitas meningkat, sementara potensi konflik akibat rasa 
tidak adil atau eksklusi menurun (Kamaludin, 2022).

5.	 Sinergi Empat Prinsip: Konflik sebagai Peluang Transformasi
Ketika transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas 
diterapkan secara terpadu, organisasi tidak hanya mengurangi 
risiko konflik, tetapi juga mampu mengubah konflik menjadi 
momentum transformasi. Misalnya, konflik internal dapat 
menjadi panggilan untuk melakukan evaluasi prosedur yang tidak 
efektif, merancang alur kerja baru, atau memperbaiki komunikasi 
lintas unit. Transparansi memungkinkan terbukanya data dan 
konteks, partisipasi dan inklusivitas menjamin keterlibatan 
pemangku kepentingan yang luas, sementara akuntabilitas 
memastikan hasil solusi memiliki pertanggungjawaban yang 
jelas.

6.	 Koordinasi Sumber Daya: Sinergi Efisiensi dan Responsivitas
Organisasi yang menerapkan tata kelola dengan baik mampu 
menyelaraskan sumber daya manusia, modal, dan teknologi 
secara efektif. Transparansi menentukan prioritas investasi dan 
alokasi anggaran, akuntabilitas memastikan penggunaan sesuai 
rencana, sedangkan partisipasi dan inklusivitas melibatkan 
berbagai pihak dalam merumuskan kebutuhan dan strategi. 
Hasilnya adalah koordinasi yang adaptif, responsif terhadap 
tantangan, dan minim konflik antar unit atau divisi.
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7.	 Strategi Implementasi Praktis
Beberapa langkah konkret yang dapat diterapkan antara lain:
•	 Mengembangkan sistem informasi manajemen internal yang 

memungkinkan akses real-time terhadap data kebijakan, 
keuangan, dan kinerja.

•	 Menetapkan audit internal dan eksternal secara berkala 
untuk memperkuat akuntabilitas.

•	 Menyelenggarakan forum dialog, focus group discussion, 
atau survei partisipatif untuk mengumpulkan masukan dari 
seluruh lapisan organisasi.

•	 Merumuskan kebijakan inklusi berupa pelatihan keberagaman, 
pembentukan tim lintas demografis, dan promosi kesetaraan 
dalam pengembangan karier.

Secara keseluruhan, tata kelola organisasi yang baik berbasis 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas menciptakan 
fondasi kuat bagi stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip-
prinsip ini tidak hanya memitigasi konflik, tetapi juga menjadikannya 
sebagai peluang untuk perbaikan dan inovasi. Organisasi yang 
menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut akan tumbuh menjadi 
entitas yang adaptif, responsif, dan unggul dalam daya saing.

B.	 Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, 
dan Inklusivitas

Membangun dari prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang telah 
diuraikan sebelumnya, penerapan transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, dan inklusivitas menjadi kunci dalam menciptakan 
organisasi yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini 
tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi telah terbukti secara 
empiris mampu memperkuat koordinasi sumber daya, membangun 
kepercayaan, serta membentuk budaya organisasi yang harmonis 
dan produktif (Alfayerds & Setiawan, 2021; Siregar & Usriyah, 2021; 
Amran & Taher, 2021; Kamaludin, 2022).
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Transparansi: Fondasi Keterbukaan dan Kepercayaan
Transparansi dalam tata kelola organisasi berarti bahwa aliran 
informasi, baik terkait kebijakan, keputusan, maupun dampak 
operasional, dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pemangku 
kepentingan. Salah satu contoh konkret dari prinsip ini adalah 
pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan untuk 
membangun kepercayaan stakeholder dan masyarakat luas (Alfayerds 
& Setiawan, 2021). Transparansi semacam ini penting tidak hanya 
dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga 
dalam ranah internal organisasi, seperti keterbukaan mengenai 
kinerja keuangan, proses rekrutmen, hingga mekanisme promosi 
jabatan. Informasi yang jelas dan mudah diakses akan mengurangi 
prasangka dan spekulasi yang sering menjadi sumber konflik, serta 
menumbuhkan kepercayaan di antara anggota organisasi dan para 
pemangku kepentingan eksternal (Rahayu & Syah, 2023).

Akuntabilitas: Menjamin Pertanggungjawaban dan Integritas
Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut setiap individu, tim, 
maupun unit organisasi untuk bertanggung jawab secara jelas atas 
setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan adanya sistem 
pelaporan yang baik, audit internal maupun eksternal, serta mekanisme 
evaluasi kinerja yang objektif, akuntabilitas dapat diwujudkan secara 
sistematis. Organisasi yang menegakkan akuntabilitas akan mampu 
menekan perilaku oportunistik, meningkatkan integritas, serta 
menciptakan sistem reward and punishment yang adil (Siregar & 
Usriyah, 2021). Dalam jangka panjang, akuntabilitas juga berdampak 
pada peningkatan kinerja dan reputasi organisasi, karena setiap proses 
dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan 
kepada stakeholder (Pratama & Raharjo, 2023).

Partisipasi: Mendorong Keterlibatan dan Kolaborasi
Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari 
seluruh anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. 
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Melalui forum diskusi, focus group, maupun survei internal, organisasi 
dapat mengakomodasi berbagai suara dan perspektif. Partisipasi tidak 
hanya memperkaya kualitas keputusan, tetapi juga meningkatkan rasa 
memiliki (sense of belonging) dan komitmen terhadap implementasi 
kebijakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa organisasi dengan 
tingkat partisipasi tinggi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan 
dan lebih cepat dalam menyelesaikan konflik internal (Amran & 
Taher, 2021; Wijaya & Putri, 2023). Keterlibatan karyawan juga 
penting dalam proses inovasi dan pengembangan organisasi, karena 
ide-ide segar sering kali muncul dari kolaborasi lintas level dan divisi.

Inklusivitas: Menjamin Kesetaraan dan Mengurangi Konflik
Inklusivitas dalam organisasi berarti memberikan ruang dan 
kesempatan yang setara bagi seluruh anggota, tanpa memandang 
latar belakang, gender, usia, atau status sosial ekonomi. Organisasi 
yang inklusif tidak hanya mencegah diskriminasi, tetapi juga 
memastikan bahwa setiap suara dihargai dan dipertimbangkan dalam 
setiap kebijakan. Hal ini penting untuk menciptakan rasa keadilan 
dan mengurangi potensi konflik yang timbul akibat marginalisasi 
kelompok tertentu (Siregar & Usriyah, 2021). Inklusivitas juga 
terkait dengan pencapaian tujuan organisasi yang lebih luas, karena 
keberagaman perspektif dan pengalaman dapat menghasilkan solusi 
yang lebih inovatif dan relevan dengan tantangan global (Kamaludin, 
2022).

Koordinasi Sumber Daya dan Penguatan Budaya Organisasi
Keempat prinsip di atas saling terkait dan memperkuat koordinasi 
sumber daya organisasi—baik manusia, modal, maupun teknologi. 
Transparansi mendorong keterbukaan informasi sehingga proses 
alokasi sumber daya bisa dilakukan secara adil dan efisien. 
Akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya 
dapat dipertanggungjawabkan, meminimalkan risiko penyalahgunaan 
atau inefisiensi. Partisipasi dan inklusivitas membuka peluang 
kolaborasi yang lebih luas, sehingga potensi setiap individu dapat 
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dimaksimalkan untuk kepentingan organisasi (Amran & Taher, 
2021; Kamaludin, 2022). Dalam konteks ini, budaya organisasi yang 
harmonis dan integratif terbentuk secara alami, di mana konflik 
menjadi bagian dari proses pembelajaran dan inovasi, bukan sebagai 
penghalang kemajuan (Rahayu & Syah, 2023).

Implementasi Praktis dan Tantangan
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola ini, organisasi perlu 
mengembangkan sistem informasi yang terbuka, membangun 
mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif, serta 
menginisiasi program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang 
inklusif. Tantangan yang sering dihadapi meliputi resistensi terhadap 
perubahan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman 
tentang pentingnya tata kelola yang baik. Mengatasi tantangan ini 
memerlukan komitmen dari pimpinan tertinggi hingga ke level 
operasional, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan 
(Pratama & Raharjo, 2023).

Dengan mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, dan inklusivitas secara konsisten, organisasi akan mampu 
membangun fondasi yang kokoh untuk stabilitas, pertumbuhan, 
dan daya saing berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya 
meminimalkan konflik, tetapi juga mengoptimalkan potensi seluruh 
sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

C.	 Integrasi ESG dalam Tata Kelola

Membangun dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, dan inklusivitas yang telah dibahas sebelumnya, integrasi 
Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola 
organisasi menjadi strategi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan 
daya saing di era modern. ESG bukan sekadar tren global, melainkan 
pendekatan strategis yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, 
dan tata kelola ke dalam setiap proses pengambilan keputusan 
organisasi (Alfayerds & Setiawan, 2021; Siregar & Usriyah, 2021). 

59TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)



Integrasi ESG menuntut organisasi untuk tidak hanya berorientasi 
pada profit, tetapi juga memperhatikan dampak operasional terhadap 
lingkungan dan kesejahteraan sosial, sekaligus menegakkan tata 
kelola yang baik.

Transparansi ESG: Keterbukaan Informasi untuk Kepercayaan 
Stakeholder
Salah satu fondasi utama ESG adalah transparansi, terutama dalam 
pengungkapan data lingkungan seperti emisi karbon, penggunaan 
energi, dan pengelolaan limbah. Transparansi pengungkapan emisi 
karbon, misalnya, memberikan informasi akurat kepada para 
pemangku kepentingan mengenai risiko dan peluang yang dihadapi 
organisasi di masa depan (Alfayerds & Setiawan, 2021). Dengan 
keterbukaan tersebut, organisasi dapat membangun kepercayaan 
dengan investor, mitra bisnis, dan masyarakat luas karena mereka dapat 
menilai sejauh mana komitmen organisasi terhadap keberlanjutan. 
Praktik ini juga berperan dalam mengurangi konflik, baik internal 
maupun eksternal, karena semua pihak memperoleh akses terhadap 
data yang dapat diverifikasi secara independen (Rahayu & Syah, 
2023).

Akuntabilitas dalam ESG: Pertanggungjawaban atas Dampak 
dan Kinerja
Prinsip akuntabilitas dalam ESG menuntut adanya pertanggungjawaban 
yang jelas atas setiap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan 
oleh organisasi. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui penyusunan 
laporan keberlanjutan (sustainability report) yang terstandarisasi, 
audit eksternal atas kinerja ESG, serta mekanisme pelaporan dan 
evaluasi reguler yang transparan (Siregar & Usriyah, 2021). Organisasi 
yang menerapkan akuntabilitas ESG secara konsisten akan lebih siap 
menghadapi tekanan regulasi dan tuntutan pasar yang semakin kritis 
terhadap isu keberlanjutan. Studi terbaru bahkan menunjukkan 
bahwa perusahaan dengan akuntabilitas ESG yang tinggi cenderung 

KONFLIK DAN KOLABORASI:  
Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola  dalam Organisasi Modern60



memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang lebih baik (Pratama & 
Raharjo, 2023).

Partisipasi dan Inklusivitas: Kunci Keberhasilan Implementasi 
ESG
Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan 
dan implementasi kebijakan ESG menjadi elemen krusial. Partisipasi 
ini melibatkan tidak hanya manajemen puncak, tetapi juga karyawan, 
masyarakat sekitar, mitra usaha, hingga pelanggan. Melalui dialog 
terbuka, forum konsultasi, dan survei partisipatif, organisasi dapat 
mengidentifikasi isu-isu strategis yang relevan dan mendapatkan 
masukan konstruktif dalam merancang solusi yang efektif (Amran 
& Taher, 2021). Selain itu, inklusivitas memastikan bahwa kebijakan 
ESG tidak bersifat diskriminatif dan mampu mengakomodasi 
keberagaman perspektif, sehingga meminimalisir konflik dan 
memperkuat rasa keadilan dalam organisasi (Kamaludin, 2022; 
Wijaya & Putri, 2023).

Penguatan Koordinasi Sumber Daya dan Budaya Organisasi
Integrasi ESG berdampak langsung pada penguatan koordinasi sumber 
daya dalam organisasi. Transparansi dan akuntabilitas membantu 
memastikan bahwa alokasi sumber daya baik manusia, keuangan, 
maupun teknologi—dilakukan secara efisien dan bertanggung 
jawab. Sementara itu, partisipasi dan inklusivitas membuka peluang 
kolaborasi lintas fungsi dan unit, sehingga seluruh potensi organisasi 
dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan (Amran & 
Taher, 2021). Dalam konteks ini, budaya organisasi yang harmonis 
dan adaptif terbentuk secara natural, karena setiap individu merasa 
dihargai dan dilibatkan dalam perjalanan organisasi menuju 
keberlanjutan (Rahayu & Syah, 2023).

Manfaat Jangka Panjang Integrasi ESG dalam Tata Kelola
Penerapan ESG yang terintegrasi tidak hanya berdampak pada 
peningkatan reputasi dan loyalitas stakeholder, tetapi juga 
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meningkatkan daya saing organisasi di pasar global. Investor dan 
konsumen kini semakin mempertimbangkan kinerja ESG sebagai 
faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi dan pembelian 
(Pratama & Raharjo, 2023). Selain itu, organisasi yang proaktif 
dalam menerapkan ESG cenderung lebih tangguh menghadapi 
risiko eksternal, seperti perubahan regulasi, tuntutan pasar, hingga 
krisis lingkungan. Secara internal, ESG memperkuat budaya 
inovasi, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya 
menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Tantangan dan Rekomendasi Implementasi ESG
Meskipun manfaat ESG sangat jelas, implementasinya di lapangan 
sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan 
sumber daya, resistensi terhadap perubahan, serta kompleksitas 
pelaporan dan pengukuran kinerja ESG. Untuk mengatasi 
tantangan ini, organisasi perlu membangun kapasitas SDM melalui 
pelatihan, mengembangkan sistem informasi yang transparan, serta 
memperkuat kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen pada 
nilai-nilai keberlanjutan (Wijaya & Putri, 2023).

Integrasi ESG dalam tata kelola organisasi menjadi fondasi 
penting bagi pencapaian keberlanjutan jangka panjang. Melalui 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas, organisasi 
tidak hanya memperkuat koordinasi sumber daya dan budaya kerja 
harmonis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan stakeholder dan 
daya saing di tingkat global. Dengan demikian, ESG merupakan 
pilar utama dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik di era 
modern..

D.	 Studi Kasus Implementasi Good 
Governance

Studi kasus mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sangat 
relevan untuk dianalisis dalam rangka memahami bagaimana 

KONFLIK DAN KOLABORASI:  
Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola  dalam Organisasi Modern62



perusahaan-perusahaan terkemuka mampu mencapai kinerja 
berkelanjutan di tengah dinamika bisnis dan tuntutan para pemangku 
kepentingan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, efektivitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan 
kewajaran menjadi landasan penting dalam membentuk tata kelola 
yang sehat dan berdaya saing (Ifadhoh et al., 2025). Penerapan 
prinsip-prinsip ini bukan hanya sebatas memenuhi regulasi, tetapi 
juga merupakan manifestasi komitmen perusahaan terhadap praktik 
bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang baik telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan 
Menteri Negara BUMN yang menegaskan pentingnya lima prinsip 
utama, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian, dan kewajaran (Darmaileny et al., 2022). Regulasi ini 
mengarahkan perusahaan, khususnya BUMN, untuk patuh tidak 
hanya pada aspek legal-formal, tetapi juga pada nilai-nilai dasar 
etika berusaha. Implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten 
dapat mengurangi konflik agensi, meningkatkan kepercayaan publik, 
dan memaksimalkan penciptaan nilai bagi seluruh pemangku 
kepentingan (Xaviera & Rahman, 2023).

Prinsip transparansi menempati posisi sentral dalam tata 
kelola perusahaan. Transparansi menuntut adanya keterbukaan 
informasi yang memadai, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh 
pemangku kepentingan. Informasi yang dibuka meliputi aktivitas 
operasional, proses pengambilan keputusan, hingga penggunaan 
dana perusahaan (Calen et al., 2024; Sukardi et al., 2024). Penerapan 
transparansi yang efektif membangun kepercayaan publik dan 
memperkuat akuntabilitas organisasi. Contoh nyata dapat dilihat 
pada perusahaan yang secara rutin menerbitkan laporan keuangan 
terverifikasi dan laporan keberlanjutan (sustainability report) yang 
memuat pengungkapan komprehensif mengenai aspek lingkungan, 
sosial, dan tata kelola. Langkah ini bukan hanya memenuhi tuntutan 
regulasi, tapi juga menjadi sarana komunikasi strategis yang dapat 
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meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan publik (Calen 
et al., 2024).

Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap individu dan 
unit dalam organisasi bertanggung jawab atas tugas, wewenang, 
dan kewajiban yang diemban. Akuntabilitas terwujud melalui 
sistem pelaporan internal yang jelas, audit berkala, serta evaluasi 
kinerja berdasarkan indikator yang terukur (Ifadhoh et al., 2025). 
Dengan demikian, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil 
dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Akuntabilitas juga 
memainkan peranan penting dalam menjaga integritas manajemen 
serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan 
praktik korupsi. Dalam praktiknya, perusahaan yang menerapkan 
akuntabilitas tinggi cenderung memiliki reputasi yang baik dan 
mampu menarik kepercayaan investor serta mitra bisnis (Xaviera & 
Rahman, 2023).

Prinsip pertanggungjawaban menitikberatkan pada kepatuhan 
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta 
komitmen terhadap praktik bisnis yang etis. Hal ini tidak hanya 
mencakup aspek hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, seperti pelaksanaan program tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR) dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan. 
Dengan demikian, perusahaan diharapkan mampu memberikan 
kontribusi positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas 
(IFADHOH et al., 2025). Praktik pertanggungjawaban yang baik juga 
meningkatkan citra dan legitimasi perusahaan, sehingga lebih mudah 
diterima oleh komunitas dan stakeholder eksternal.

Prinsip kemandirian menekankan bahwa perusahaan harus 
beroperasi secara profesional tanpa intervensi yang tidak semestinya 
dari pihak mana pun, termasuk pemilik, pihak ketiga, atau pihak 
berkepentingan lainnya (Syahruddin et al., 2025). Kemandirian ini 
sangat penting agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan 
objektif dan didasarkan pada kepentingan terbaik organisasi, bukan 
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, dewan 
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komisaris dan manajemen harus mampu menegakkan prinsip 
independensi, termasuk dalam perekrutan, promosi jabatan, maupun 
penetapan kebijakan strategis.

Prinsip kewajaran atau fairness memastikan bahwa setiap 
pemangku kepentingan, baik investor, karyawan, pelanggan, 
maupun masyarakat umum, memperoleh perlakuan yang adil dan 
setara (Rahmawati et al., 2024). Penerapan prinsip ini mendorong 
terwujudnya sistem reward and punishment yang obyektif, serta 
menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. 
Perusahaan yang menjunjung tinggi kewajaran akan lebih mudah 
menjaga legitimasi dan reputasi, terutama di tengah persaingan bisnis 
yang ketat dan era keterbukaan informasi.

Studi kasus pada sejumlah perusahaan terkemuka di Indonesia 
menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola tersebut 
berdampak positif terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi. 
Misalnya, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara konsisten 
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi 
laporan keuangan dan audit eksternal yang teratur, serta penerapan 
sistem pengendalian internal yang ketat (Calen et al., 2024). 
Demikian pula, PT Telkom Indonesia menonjol dalam implementasi 
prinsip kemandirian dan kewajaran dengan membangun mekanisme 
pengambilan keputusan berbasis kolektif dan sistem meritokrasi 
untuk pengembangan SDM (Syahruddin et al., 2025). Secara 
keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik bukan hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga kebutuhan 
strategis untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, berintegritas, 
dan berdaya saing tinggi. Prinsip-prinsip tersebut saling menguatkan 
dalam meredakan konflik agensi, meningkatkan kepercayaan 
stakeholder, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang 
berkelanjutan.
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6

KOLABORASI DALAM 
ORGANISASI MODERN

A.	 Makna dan Pentingnya Kolaborasi

Kolaborasi dalam organisasi modern telah menjadi fondasi utama 
dalam mewujudkan tata kelola yang baik, efisien, dan berkelanjutan. 
Dalam konteks ini, kolaborasi didefinisikan sebagai suatu proses 
sinergi antarindividu, tim, maupun organisasi untuk mencapai 
tujuan bersama melalui pemanfaatan dan koordinasi sumber daya 
manusia, modal, teknologi, serta komunikasi yang efektif (Amran & 
Taher, 2021; Kamaludin, 2022). Kolaborasi tidak hanya menjadi solusi 
atas kompleksitas dan dinamika lingkungan bisnis saat ini, tetapi 
juga menjadi prasyarat utama bagi organisasi yang ingin bertahan 
dan beradaptasi di era globalisasi dan disrupsi digital. Pentingnya 
kolaborasi terletak pada kemampuannya dalam memperkuat 
komunikasi organisasi, meminimalkan potensi konflik, serta 
mendukung partisipasi inklusif yang esensial dalam proses tata kelola 
yang baik (Pienrasmi et al., 2024; Siregar & Usriyah, 2021). Dalam 
organisasi yang kolaboratif, pertukaran informasi dan ide terjadi 
secara terbuka dan transparan, sehingga setiap anggota memiliki 
pemahaman yang sama terhadap visi, misi, dan tujuan strategis 
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organisasi. Hal ini tentu memperkuat rasa kepemilikan (sense of 
belonging) dan tanggung jawab bersama di antara anggota organisasi.

Selain itu, kolaborasi efektif dapat meminimalkan potensi 
konflik, baik yang bersifat horizontal antarindividu dan tim, maupun 
yang bersifat vertikal antara manajemen dan karyawan. Komunikasi 
yang terbuka dan dialog konstruktif menjadi jembatan yang 
menghubungkan perbedaan pendapat dan kepentingan, sehingga 
konflik dapat dikelola secara positif dan tidak berkembang menjadi 
hambatan bagi kinerja organisasi (Pienrasmi et al., 2024). Dalam 
kerangka tata kelola yang baik, kolaborasi juga memungkinkan 
partisipasi yang lebih luas dan inklusif, di mana setiap individu, 
tanpa memandang latar belakang, jabatan, atau divisi, dapat 
berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. 
Selanjutnya, pendekatan kolaboratif sangat berperan dalam integrasi 
prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan 
organisasi. Kolaborasi lintas fungsi dan lintas sektor memungkinkan 
organisasi mengidentifikasi dan mengelola isu-isu ESG secara lebih 
efektif melalui kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan 
(Alfayerds & Setiawan, 2021). Misalnya, kolaborasi antara tim 
keuangan, divisi operasional, dan unit tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR) dapat mempercepat implementasi program 
pengurangan emisi karbon, optimalisasi penggunaan energi, dan 
pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Di sisi lain, kerja sama 
dengan komunitas lokal dan mitra eksternal juga penting untuk 
memperkuat aspek sosial dan tata kelola, seperti pemberdayaan 
masyarakat, inklusi sosial, serta pengembangan kapasitas sumber 
daya manusia.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dua nilai utama 
yang menjaga kolaborasi berjalan efektif dalam mengintegrasikan 
ESG. Transparansi dalam kolaborasi diwujudkan melalui keterbukaan 
informasi mengenai rencana, capaian, dan tantangan yang dihadapi 
organisasi dalam mewujudkan target ESG. Setiap anggota tim atau 
mitra eksternal didorong untuk mengakses data dan memberikan 
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masukan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih 
partisipatif dan objektif (Rahmawati et al., 2024). Sementara itu, 
akuntabilitas memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam 
kolaborasi bertanggung jawab atas peran dan tugasnya masing-
masing, serta hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan secara 
transparan kepada seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi 
yang terstruktur dan berkelanjutan juga membangun kepercayaan 
di antara stakeholder internal maupun eksternal. Stakeholder akan 
lebih yakin terhadap komitmen organisasi dalam mewujudkan tata 
kelola yang baik apabila mereka terlibat secara langsung dalam proses 
perencanaan hingga evaluasi program-program strategis. Kepercayaan 
ini penting untuk memperkuat reputasi dan legitimasi organisasi 
di mata publik, investor, pelanggan, dan pemerintah (Alfayerds & 
Setiawan, 2021). Budaya organisasi yang harmonis dan berkelanjutan 
juga terbentuk melalui kolaborasi yang sehat. Nilai-nilai dasar seperti 
saling menghargai, kerja sama, dan keterbukaan akan semakin 
mengakar dalam setiap aktivitas organisasi. Budaya ini menjadi 
modal sosial yang sangat penting dalam menghadapi tantangan 
eksternal, termasuk perubahan regulasi, tekanan pasar, hingga krisis 
global. Organisasi yang mampu memupuk budaya kolaboratif akan 
lebih adaptif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi perubahan 
lingkungan bisnis yang dinamis (Kamaludin, 2022).

Namun demikian, penerapan kolaborasi dalam organisasi 
modern tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan 
budaya kerja, resistensi terhadap perubahan, serta ketimpangan 
distribusi peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan 
kepemimpinan yang inklusif dan visioner, serta sistem penghargaan 
yang adil untuk mendorong partisipasi aktif seluruh anggota 
organisasi (Pienrasmi et al., 2024). Kolaborasi dalam organisasi 
modern adalah pilar utama dalam mewujudkan tata kelola yang 
baik dan keberlanjutan organisasi. Melalui sinergi sumber daya, 
komunikasi efektif, transparansi, dan akuntabilitas, kolaborasi tidak 
hanya meminimalkan konflik dan memperkuat partisipasi inklusif, 
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tetapi juga memfasilitasi integrasi prinsip-prinsip ESG. Dengan 
demikian, organisasi yang menumbuhkan budaya kolaborasi akan 
lebih mudah membangun kepercayaan stakeholder, memperkuat 
reputasi, dan mencapai kinerja berkelanjutan di era yang penuh 
tantangan.

B.	 Model-Model Kolaborasi Lintas Sektor 
dan Industri

Membangun dari pemahaman mendasar mengenai pentingnya 
kolaborasi yang telah dikemukakan sebelumnya, model-model 
kolaborasi lintas sektor dan industri melibatkan sinergi antara 
pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, serta organisasi lainnya. 
Sinergi ini mencakup koordinasi efektif dalam aspek sumber daya 
manusia, modal, teknologi, dan komunikasi. Menurut Amran 
dan Taher (2021), sinergi tersebut memungkinkan optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya serta pencapaian tujuan bersama yang 
sulit dicapai secara individu. Kamaludin (2022) menambahkan 
bahwa kolaborasi lintas sektor juga mendukung terciptanya inovasi 
kebijakan dan praktik yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial 
ekonomi. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif ini tidak hanya 
memperkuat efisiensi, tetapi juga memperluas ruang partisipasi aktor-
aktor yang selama ini berada di pinggiran pengambilan keputusan. 
Pendekatan inklusif ini berperan penting dalam meminimalkan 
potensi konflik antar pemangku kepentingan. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Pienrasmi et al. (2024), keterlibatan berbagai pihak 
dalam proses deliberasi dapat mendorong legitimasi kebijakan dan 
memperkuat komitmen bersama. Sementara itu, Siregar dan Usriyah 
(2021) menyoroti bahwa struktur kolaboratif memungkinkan integrasi 
prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam 
tata kelola organisasi dan proyek bersama. Hal ini tercermin dalam 
praktik tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi 
pada keberlanjutan baik dari segi lingkungan maupun sosial.
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Dengan latar tersebut, pemahaman mendalam terhadap model-
model kolaborasi menjadi sangat esensial. Lestari dan Kasmirudin 
(2017) menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung 
pada pemilihan model yang tepat, mengingat karakteristik isu, 
konteks lokal, dan kapabilitas pemangku kepentingan. Oleh karena 
itu, dalam subbab berikutnya yang membahas faktor-faktor penentu 
keberhasilan kolaborasi—akan sangat relevan bila terlebih dahulu 
mengenal model-model ini secara komprehensif. Secara umum, 
kolaborasi lintas sektor sering ditandai oleh enam elemen utama. 
Pertama, peran awal pemerintah sebagai inisiator atau fasilitator yang 
menetapkan agenda bersama dan menyediakan legitimasi. Kedua, 
partisipasi aktor non-negara—seperti sektor swasta, LSM, akademisi, 
dan komunitas lokal—yang membawa perspektif dan sumber daya 
yang berbeda. Ketiga, pengambilan keputusan secara kolaboratif 
yang mencakup mekanisme dialog, musyawarah, dan kesepakatan 
bersama. Keempat, pengaturan formal yang berupa regulasi, 
perjanjian, atau struktur kelembagaan yang mengatur interaksi dan 
tanggung jawab. Kelima, pembangunan konsensus yang menjadi 
fondasi stabilitas dalam pelaksanaan. Keenam, isu-isu kebijakan atau 
layanan publik yang menjadi fokus bersama. Mukhlis et al. (2018) 
menegaskan bahwa keenam elemen ini saling berinteraksi secara 
dinamis, membentuk kerangka kerja kolaborasi yang adaptif dan 
berkelanjutan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting dalam mencapai 
tujuan bersama yang melampaui kapasitas satu entitas. Sentanu 
et al. (2023) menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan 
berkelanjutan, tantangan seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan 
ketimpangan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, kolaborasi tidak 
hanya memperkuat efektivitas intervensi, tetapi juga memperluas 
akses dan dampak terhadap kelompok marginal. Konsep tata kelola 
kolaboratif (collaborative governance) menekankan pentingnya 
keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam 
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proses pengambilan keputusan—sehingga menciptakan kebijakan 
yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Hikmah et al. (2024.) 
melihat bahwa model ini sangat relevan dalam pengelolaan wilayah 
pesisir, di mana kompleksitas lingkungan dan kepentingan beragam 
memerlukan pendekatan lintas sektor yang fleksibel. Mallawi (2025) 
pun menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif memungkinkan 
integrasi pengetahuan lokal, keahlian teknis, serta sumber daya 
finansial dalam kerangka pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. 
Dengan demikian, memahami model-model kolaborasi lintas sektor 
dan industry serta elemen pembentuknya merupakan langkah 
krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan 
kolaborasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor-faktor 
tersebut akan memberikan peta jalan yang jelas dalam merancang 
dan mengimplementasikan kolaborasi yang efektif, inklusif, dan 
berkelanjutan.

C.	 Faktor Penentu Keberhasilan Kolaborasi

Membangun dari pembahasan mengenai model-model kolaborasi 
lintas sektor dan industri pada subbab sebelumnya, pemahaman 
mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan kolaborasi menjadi 
sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan bersama 
yang berkelanjutan. Secara umum, terdapat enam elemen utama 
yang menjadi fondasi keberhasilan kolaborasi lintas sektor, yaitu 
peran awal pemerintah, partisipasi aktor non-negara, pengambilan 
keputusan kolaboratif, pengaturan formal, pembangunan konsensus, 
serta isu-isu umum mengenai kebijakan atau layanan publik 
(Mukhlis et al., 2018). Keenam elemen ini saling berinteraksi secara 
dinamis dan membentuk struktur kolaborasi yang adaptif terhadap 
berbagai tantangan dan kebutuhan. Peran awal pemerintah sangat 
diperlukan untuk memberikan legitimasi dan arah strategis dalam 
proses kolaborasi. Pemerintah sering kali berperan sebagai inisiator, 
fasilitator, sekaligus regulator yang menjamin keberlangsungan proses 

KONFLIK DAN KOLABORASI:  
Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola  dalam Organisasi Modern72



kolaborasi. Namun, partisipasi aktor non-negara seperti sektor swasta, 
akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga non-pemerintah juga 
sangat krusial. Kolaborasi yang efektif harus mengedepankan prinsip 
inklusivitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan 
secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Amran & Taher, 2021; 
Kamaludin, 2022).

Sinergi antara berbagai pihak ditunjang oleh optimalisasi 
sumber daya manusia, modal, teknologi, dan komunikasi yang 
efektif. Hal ini dapat meminimalkan potensi konflik, memperkuat 
partisipasi inklusif, serta mendukung integrasi prinsip-prinsip ESG 
(Environmental, Social, and Governance) dalam tata kelola yang baik 
(Alfayerds & Setiawan, 2021; Pienrasmi et al., 2024; Rahmawati et al., 
2024; Siregar & Usriyah, 2021). ESG kini menjadi salah satu standar 
global dalam pengelolaan organisasi dan perusahaan, sehingga 
penerapan prinsip-prinsip ESG melalui kolaborasi lintas sektor 
merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menjawab 
tantangan pembangunan berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut juga 
sejalan dengan kerangka Penta-Helix, yang menekankan kolaborasi 
antara lima pilar utama, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku 
industri, masyarakat, dan lembaga/organisasi terkait. Model Penta-
Helix dinilai sangat efektif dalam mengatasi isu-isu kompleks, seperti 
pengelolaan limbah berbahaya dan pembangunan berkelanjutan, 
karena mampu mengintegrasikan berbagai perspektif, sumber 
daya, dan keahlian (Virlya et al., 2023). Dalam praktiknya, model 
ini telah banyak diadopsi dalam pengembangan inovasi daerah, 
penanggulangan bencana, dan pengelolaan lingkungan.

Pentingnya kolaborasi lintas sektor juga tercermin dalam 
upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat pemerintah 
daerah maupun institusi swasta. Kerja sama internal dan eksternal, 
kebersamaan, serta sinergi menjadi elemen krusial yang mendukung 
pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dibuktikan melalui penghargaan 
Innovative Government Award (IGA) dan keberhasilan program 
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inovasi yang lahir dari proses kolaboratif lintas sektor (Hikmah et 
al., 2023.). Di sisi lain, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung 
pada beberapa faktor pendukung utama, antara lain motivasi yang 
kuat dari seluruh pihak, tingkat interdependensi atau ketergantungan 
yang tinggi, kepercayaan antarpihak, serta kepemimpinan yang 
efektif dan visioner (Ibal et al., 2023). Motivasi yang kuat diperlukan 
agar seluruh aktor dapat terlibat secara aktif dan konsisten dalam 
proses kolaborasi. Interdependensi antarpihak mendorong terjadinya 
pertukaran pengetahuan, teknologi, serta sumber daya lainnya 
yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat 
kepercayaan yang tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting, 
karena kepercayaan akan memperlancar komunikasi, memperkuat 
komitmen, dan mengurangi risiko konflik atau kegagalan kolaborasi. 
Kepemimpinan yang efektif juga menjadi faktor kunci, di mana 
seorang pemimpin kolaboratif harus mampu menjalankan fungsi 
fasilitator, mediator, sekaligus motivator bagi seluruh anggota (Ibal 
et al., 2023). Selain faktor-faktor di atas, insentif dan penghargaan 
juga memegang peran penting dalam mendukung ekosistem inovasi 
yang kolaboratif. Insentif yang diberikan, baik dalam bentuk finansial 
maupun non-finansial, akan memotivasi individu dan organisasi 
untuk berpartisipasi aktif, berinovasi, dan berbagi pengetahuan. 
Penghargaan juga berkontribusi dalam membangun budaya kerja yang 
kolaboratif dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat mempercepat 
pencapaian tujuan bersama (Hikmah et al., 2021.; Nugroho, 2020). 
Dengan demikian, faktor-faktor penentu keberhasilan kolaborasi 
lintas sektor tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural dan 
prosedural, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan 
budaya. Keberhasilan kolaborasi memerlukan keterpaduan berbagai 
elemen, mulai dari peran pemerintah, partisipasi aktif semua 
pihak, mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, hingga 
kepemimpinan kolaboratif yang mampu membangun kepercayaan 
dan motivasi. Hal ini akan menjadi landasan penting dalam studi 
kasus kolaborasi yang akan dibahas pada subbab berikutnya, di mana 
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implementasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut dapat diamati secara 
lebih mendalam (Lestari & Kasmirudin, 2017).

D.	 Studi Kasus Kolaborasi untuk Isu 
Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

Membangun dari pemaparan faktor penentu keberhasilan kolaborasi 
lintas sektor dan industri, bagian ini menguraikan beberapa studi kasus 
nyata yang mengilustrasikan implementasi kolaborasi lintas sektor 
dalam menangani isu lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia. 
Studi kasus ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen utama 
seperti sinergi sumber daya, partisipasi inklusif, dan pembangunan 
konsensus (Mukhlis et al., 2018) memberikan kontribusi nyata 
terhadap hasil yang berkelanjutan, serta memberikan pembelajaran 
penting bagi perancangan kebijakan dan pengelolaan program di 
masa mendatang.

Studi kasus pertama adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun (B3) rumah sakit di Jakarta yang mengadopsi kerangka 
Penta-Helix. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi aktif antara 
pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan lembaga-lembaga 
terkait guna mengatasi permasalahan limbah B3 secara holistik 
(Virlya et al., 2023). Pada praktiknya, setiap aktor memainkan peran 
strategis sesuai kapasitasnya pemerintah menyediakan regulasi dan 
pengawasan, akademisi memberi masukan keilmuan serta inovasi 
teknologi, industri menyediakan fasilitas pengolahan, masyarakat 
melakukan pengawasan partisipatif, sedangkan lembaga non-
pemerintah mengedukasi serta menjalankan advokasi. Komunikasi 
yang intensif dan efektif menjadi kunci utama dalam meminimalkan 
potensi konflik, sekaligus membangun kesepahaman di antara para 
pemangku kepentingan (Siregar & Usriyah, 2021). Tidak hanya itu, 
penerapan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas, 
transparansi, dan partisipasi aktif (Calen et al., 2024; Sukardi et 
al., 2024) secara nyata meningkatkan efektivitas serta efisiensi 
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pengelolaan limbah B3, sehingga risiko pencemaran lingkungan 
dapat ditekan secara signifikan.

Studi kasus kedua dapat dilihat pada praktik kolaborasi di 
Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana Bappedalitbang berhasil 
meraih Innovative Governance Award (IGA) berkat penerapan 
kolaborasi internal dan eksternal yang menekankan sinergi antara 
sumber daya manusia, modal, serta teknologi. Kolaborasi ini 
didukung oleh pemberian insentif dan penghargaan, yang terbukti 
mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas seluruh pihak 
yang terlibat (Hikmah et al., 2023.; Nugroho, 2020). Keterlibatan 
berbagai aktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 
program mendorong terciptanya budaya organisasi yang harmonis, 
meningkatkan kepercayaan antara stakeholder, dan memperkuat 
integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) 
dalam tata kelola pemerintahan daerah (Alfayerds & Setiawan, 2021; 
Rahmawati et al., 2024). Transparansi dan partisipasi menjadi pilar 
utama dalam membangun kredibilitas organisasi publik di mata 
masyarakat.

Studi kasus ketiga menyoroti program pembangunan 
berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar, yang menjadi bukti kuat 
terhadap pengaruh tata kelola kolaboratif. Keterlibatan pemerintah, 
sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan 
bersama, didukung oleh akuntabilitas yang jelas, menciptakan fondasi 
yang kokoh untuk keberhasilan program (Hikmah et al., 2921.; 
Mallawi, 2025). Faktor-faktor seperti motivasi tinggi, interdependensi 
antarpihak, kepercayaan yang terbangun, serta kepemimpinan 
kolaboratif (Ibal et al., 2023) menjadi katalis utama bagi tercapainya 
tujuan pembangunan berkelanjutan dan implementasi ESG 
(Syahruddin et al., 2025; Xaviera & Rahman, 2023). Program ini juga 
menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu merespons 
tantangan lokal secara adaptif dan berkelanjutan.

Ketiga studi kasus di atas menegaskan bahwa keberhasilan 
kolaborasi lintas sektor tidak dapat dilepaskan dari penerapan 
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prinsip-prinsip partisipasi inklusif, komunikasi efektif, konsensus, 
serta insentif yang tepat. Praktik kolaborasi yang dilakukan Dinas 
Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama lembaga pendidikan, 
komunitas, dan dunia usaha dalam sosialisasi pengelolaan sampah, 
misalnya, memperlihatkan pentingnya komunikasi dan kesiapan 
pelaksana kebijakan (Kosaza et al., 2024.). Kegiatan kolaboratif ini 
tidak hanya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, tetapi juga 
menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap perubahan perilaku 
masyarakat dan efektivitas program.

Di sisi lain, daerah pesisir seperti Makassar membutuhkan tata 
kelola kolaboratif yang mengedepankan peran aktif pemerintah, 
sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 
serta mekanisme akuntabilitas (Mallawi, 2025). Pendekatan ini 
semakin relevan dalam menghadapi dinamika lingkungan lokal yang 
kompleks, sehingga kolaborasi multi-aktor dari unsur pemerintah, 
swasta, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi kunci lahirnya 
kebijakan lintas-sektoral yang efektif (Setiawan et al., 2025). Sinergi 
antara pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan penguatan 
kesadaran komunitas dapat mempercepat pencapaian target SDGs 
di tingkat lokal. Secara keseluruhan, studi kasus-studi kasus ini 
menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor yang sukses bergantung 
pada integrasi faktor-faktor penentu yang telah dibahas sebelumnya. 
Pengalaman empiris tersebut sekaligus memberikan rekomendasi 
praktis bagi organisasi dan pemerintah untuk mengadopsi 
pendekatan kolaboratif yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan 
dalam menghadapi tantangan lingkungan, sosial, maupun tata kelola 
di era modern.
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7

KEPEMIMPINAN, BUDAYA 
ORGANISASI, DAN 

TRANSFORMASI DIGITAL

A.	 Kepemimpinan Visioner, Etis, dan 
Adaptif

Membangun dari pembahasan mengenai faktor-faktor keberhasilan 
kolaborasi lintas sektor pada Bab sebelumnya, khususnya penekanan 
pada pentingnya kepemimpinan efektif dalam membangun sinergi 
dan kepercayaan (Ibal et al., 2023), subbab ini menyoroti peran 
strategis kepemimpinan visioner, etis, dan adaptif sebagai fondasi 
utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang berkelanjutan. 
Dalam konteks era ESG (Environmental, Social, and Governance) 
dan transformasi digital yang penuh dinamika, karakteristik 
kepemimpinan ini menjadi semakin relevan untuk memastikan daya 
saing dan ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan global.

Kepemimpinan visioner adalah kemampuan seorang pemimpin 
dalam merumuskan visi jangka panjang yang tidak hanya selaras 
dengan tujuan bersama, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam seluruh proses 
organisasi. Calen et al. (2024) dan Sukardi et al. (2024) menegaskan 
bahwa visi yang jelas dan terarah mampu menjadi kompas strategis 
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bagi organisasi, memastikan seluruh sumber daya bergerak secara 
sinergis menuju tujuan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, 
pemimpin visioner mampu mengartikulasikan masa depan organisasi 
dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, 
serta mendorong seluruh anggota organisasi untuk berinovasi dan 
beradaptasi terhadap perubahan. Integrasi prinsip good governance 
yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas—
merupakan bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan visioner, 
sehingga organisasi mampu membangun kepercayaan publik dan 
memperkuat legitimasi sosialnya (Calen et al., 2024).

Selain visi strategis, kepemimpinan etis menjadi dimensi 
penting dalam memastikan keberlanjutan organisasi. Kepemimpinan 
etis menekankan pada integritas, kejujuran, serta pengambilan 
keputusan yang berlandaskan nilai-nilai moral universal. Siregar dan 
Usriyah (2021) menekankan bahwa kepemimpinan etis sangat efektif 
dalam meminimalkan potensi konflik internal maupun eksternal 
melalui komunikasi terbuka dan transparan. Pemimpin etis juga 
mendorong terciptanya budaya organisasi yang inklusif, di mana 
setiap anggota merasa dihargai dan memiliki ruang partisipasi yang 
setara (Rahmawati et al., 2024). Hal ini sangat penting dalam konteks 
organisasi modern yang semakin beragam dan terbuka, di mana 
nilai-nilai etika menjadi fondasi utama untuk membangun budaya 
kolaborasi dan inovasi.

Transformasi digital yang pesat serta tantangan lingkungan 
global memunculkan kebutuhan akan kepemimpinan adaptif. 
Kepemimpinan adaptif merupakan kemampuan pemimpin untuk 
merespons perubahan lingkungan eksternal dengan cepat, fleksibel, 
dan berbasis data. Adaptasi ini tidak hanya mencakup aspek 
teknologi, tetapi juga pola pikir (mindset) dan budaya organisasi. 
Amran dan Taher (2021) serta Kamaludin (2022) menyoroti bahwa 
pemimpin adaptif harus mampu memanfaatkan sinergi sumber daya 
manusia, modal, serta teknologi untuk menciptakan solusi inovatif 
yang menjawab kebutuhan zaman. Pemimpin adaptif juga mampu 
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mengelola ketidakpastian, mendorong pembelajaran berkelanjutan, 
serta mengelola risiko secara proaktif. Dengan demikian, organisasi 
dapat bertahan dan berkembang di tengah disrupsi yang terus 
berlangsung.

Dalam praktiknya, kepemimpinan visioner, etis, dan adaptif 
tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan 
memperkuat. Pemimpin visioner yang tidak etis akan kehilangan 
kepercayaan dan dukungan, sementara pemimpin etis yang tidak 
adaptif akan sulit bersaing dalam lingkungan yang berubah cepat. Di 
sisi lain, kepemimpinan adaptif yang tidak berlandaskan visi dan etika 
berisiko menciptakan orientasi jangka pendek yang kontraproduktif 
bagi keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara 
ketiga dimensi kepemimpinan ini menjadi kunci utama dalam 
menghadapi era ESG dan transformasi digital.

Implementasi kepemimpinan visioner, etis, dan adaptif juga 
berdampak langsung pada pencapaian tujuan-tujuan ESG dan 
transformasi digital organisasi. Pemimpin yang visioner dan etis 
akan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan inisiatif organisasi 
tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan 
dampak sosial dan lingkungan. Pemimpin adaptif akan mendorong 
organisasi untuk terus berinovasi, mengadopsi teknologi baru, serta 
membangun model bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan 
demikian, organisasi dapat memberikan kontribusi nyata bagi 
pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing di 
pasar global (Rahmawati et al., 2024; Amran & Taher, 2021).

Sebagai contoh, perusahaan yang dipimpin secara visioner, etis, 
dan adaptif cenderung lebih sukses dalam mengimplementasikan 
inisiatif green business, digitalisasi layanan, serta program tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR) yang berdampak luas. Keberhasilan 
tersebut tidak lepas dari kepemimpinan yang mampu membangun 
sinergi antarpihak, memperkuat kepercayaan stakeholder, serta 
memastikan seluruh proses organisasi berjalan secara transparan, 
akuntabel, dan responsif terhadap perubahan (Ibal et al., 2023; 
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Calen et al., 2024). Dengan demikian, kepemimpinan visioner, etis, 
dan adaptif merupakan prasyarat utama bagi organisasi yang ingin 
bertahan dan berkembang di era ESG dan transformasi digital. 
Organisasi yang mampu mengembangkan dan mempertahankan 
kepemimpinan semacam ini akan memiliki keunggulan kompetitif 
sekaligus kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

B.	 Pengembangan Budaya Organisasi 
yang Inklusif

Membangun dari pembahasan terkait aspek etis dan adaptif 
dalam kepemimpinan pada subbab sebelumnya, khususnya peran 
komunikasi terbuka dalam meminimalkan konflik serta penguatan 
budaya organisasi inklusif (Rahmawati et al., 2024; Siregar & Usriyah, 
2021), subbab ini menyoroti pentingnya pengembangan budaya 
organisasi inklusif sebagai pilar fundamental dalam mewujudkan 
tata kelola organisasi yang berkelanjutan di era ESG (Environmental, 
Social, and Governance) dan transformasi digital. Budaya organisasi 
inklusif didefinisikan sebagai lingkungan kerja yang secara aktif 
mendorong partisipasi seluruh anggota organisasi, menghargai 
keragaman, serta membangun kepercayaan melalui implementasi 
prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan 
akuntabilitas (Calen et al., 2024; Sukardi et al., 2024).

Budaya organisasi inklusif bukan hanya sekadar jargon, 
melainkan strategi fundamental untuk menciptakan ekosistem kerja 
yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Lingkungan kerja yang 
inklusif memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar 
belakang, gender, usia, atau posisi, mendapatkan kesempatan yang 
setara untuk berpartisipasi dan berkembang. Hal ini sangat relevan 
dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat, 
di mana keragaman perspektif dan pengalaman menjadi aset utama 
organisasi untuk berinovasi dan merespons tantangan eksternal. Dalam 
penerapannya, pengembangan budaya organisasi inklusif sangat 
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bergantung pada sinergi faktor internal seperti motivasi, insentif, dan 
komunikasi efektif (Ibal et al., 2023; Nugroho, 2020). Motivasi yang 
kuat, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik, mendorong individu 
untuk berkontribusi maksimal sesuai potensi mereka. Insentif yang 
tepat, baik dalam bentuk penghargaan, pengakuan, maupun peluang 
pengembangan karier, berperan penting dalam membangun loyalitas 
dan keterlibatan karyawan. Komunikasi yang terbuka dan efektif 
memperkuat rasa saling percaya, meminimalkan potensi konflik, 
serta mendorong terciptanya kolaborasi lintas fungsi dan sektor (Ibal 
et al., 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Nugroho (2020) bahwa 
budaya organisasi yang terbuka dan suportif sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja individu maupun tim.

Selain faktor internal, penerapan nilai-nilai good governance 
seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting 
dalam pengembangan budaya inklusif. Transparansi dalam proses 
pengambilan keputusan, pembagian informasi, serta evaluasi 
kinerja menciptakan ruang dialog yang sehat dan mengurangi 
kesenjangan antar anggota organisasi (Calen et al., 2024). Di sisi 
lain, akuntabilitas memastikan bahwa setiap individu maupun 
unit organisasi bertanggung jawab atas peran dan kontribusinya, 
sehingga tercipta kepercayaan yang kokoh baik di tingkat internal 
maupun eksternal (Sukardi et al., 2024). Budaya inklusif juga 
terbukti memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagaimana telah 
diuraikan dalam Bab 6. Dalam konteks kolaborasi yang melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan—misalnya pemerintah, sektor 
swasta, akademisi, dan masyarakat—budaya inklusif memfasilitasi 
pertukaran ide yang konstruktif dan pengambilan keputusan yang 
lebih partisipatif (Amran & Taher, 2021). Keterlibatan berbagai latar 
belakang dan keahlian tidak hanya memperkaya diskursus, tetapi 
juga meningkatkan efektivitas solusi yang dihasilkan. Hal ini sangat 
penting di tengah disrupsi teknologi, di mana perubahan terjadi 
sangat cepat dan memerlukan respons yang fleksibel dan inovatif.
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Pengembangan budaya organisasi inklusif juga menjadi 
jembatan krusial menuju pemanfaatan teknologi digital yang optimal. 
Transformasi digital menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi 
dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen 
yang semakin digital (Kamaludin, 2022). Dalam konteks ini, budaya 
inklusif memastikan bahwa setiap karyawan memiliki akses yang 
sama terhadap pelatihan teknologi baru, kesempatan belajar, serta 
ruang untuk berinovasi. Rahmawati et al. (2024) menegaskan bahwa 
organisasi yang mengedepankan inklusi cenderung lebih sukses 
dalam mengadopsi teknologi digital karena mampu mengelola 
resistensi terhadap perubahan dan menciptakan dukungan kolektif 
dari seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi 
inklusif menjadi landasan penting bagi organisasi untuk tetap relevan 
dan kompetitif di era ESG dan transformasi digital. Organisasi 
yang mampu membangun dan mempertahankan budaya inklusif 
tidak hanya akan memperoleh manfaat dalam bentuk peningkatan 
kinerja dan loyalitas karyawan, tetapi juga mampu menghadirkan 
inovasi yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi dinamika 
lingkungan eksternal. Pada akhirnya, pengembangan budaya ini 
akan memperkuat struktur tata kelola organisasi yang transparan, 
akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pemangku 
kepentingan. Pengembangan budaya organisasi inklusif merupakan 
investasi strategis yang mendukung pencapaian tujuan ESG dan 
kesuksesan transformasi digital. Dengan menempatkan partisipasi, 
keragaman, kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai 
nilai-nilai inti organisasi, maka organisasi dapat menciptakan 
lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di tengah 
dinamika perubahan global.
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C.	 Peran Teknologi Digital dalam 
Mendukung Kolaborasi

Membangun dari pembahasan tentang pengembangan budaya 
organisasi inklusif, khususnya sinergi faktor internal seperti motivasi, 
insentif, dan komunikasi efektif dalam mempersiapkan organisasi 
menghadapi disrupsi teknologi (Amran & Taher, 2021; Ibal et al., 
2023; Nugroho, 2020), subbab ini menyoroti peran fundamental 
teknologi digital sebagai pilar pendukung utama kolaborasi lintas 
sektor pada era ESG (Environmental, Social, and Governance) dan 
transformasi digital. Teknologi digital telah berevolusi menjadi 
platform dan alat strategis—termasuk sistem informasi berbasis 
cloud, aplikasi kolaboratif, dan analitik data—yang tidak hanya 
memfasilitasi komunikasi real-time, tetapi juga mendorong berbagi 
pengetahuan dan pengambilan keputusan bersama secara transparan 
dan akuntabel (Calen et al., 2024; Sukardi et al., 2024).

Peran teknologi digital sangat vital dalam mengintegrasikan 
prinsip good governance ke dalam tata kelola organisasi modern. 
Melalui platform digital, informasi dapat diakses secara terbuka 
oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga transparansi dan 
akuntabilitas semakin terjaga. Sistem informasi berbasis cloud, 
misalnya, memungkinkan integrasi data lintas departemen atau 
bahkan lintas institusi, mempercepat distribusi informasi, dan 
mendukung proses monitoring serta evaluasi kinerja organisasi 
secara lebih efisien. Aplikasi kolaboratif seperti platform manajemen 
proyek, ruang diskusi virtual, dan forum berbasis digital memfasilitasi 
kerja tim tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga mendukung 
fleksibilitas dan responsivitas organisasi (Calen et al., 2024).

Selain itu, teknologi digital memungkinkan penerapan analitik 
data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis buk-
ti (evidence-based decision making). Melalui analisis data besar (big 
data analytics), organisasi dapat mengidentifikasi pola, tren, dan pe-
luang yang relevan untuk perbaikan kinerja dan inovasi layanan. Hal 
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ini memperkuat posisi organisasi dalam menyesuaikan diri dengan 
tuntutan eksternal yang terus berubah serta memastikan setiap ke-
putusan memenuhi standar ESG. Sukardi et al. (2024) menekankan 
bahwa digitalisasi tata kelola mendorong akuntabilitas dan transpa-
ransi, sekaligus memperkuat integrasi antar pemangku kepentingan.

Peran teknologi digital dalam mendukung kolaborasi lintas 
sektor juga tercermin dalam kemampuannya meminimalkan konflik 
melalui komunikasi terbuka dan sinergi sumber daya. Kamaludin 
(2022) menyatakan bahwa keberadaan platform digital mempercepat 
aliran informasi, mengurangi miskomunikasi, dan meningkatkan 
koordinasi antara pihak yang terlibat. Siregar dan Usriyah (2021) 
menambahkan bahwa teknologi digital memperkuat kerja sama lintas 
sektor dengan mendorong keterbukaan, partisipasi, dan penyelesaian 
masalah secara kolektif. Hal ini sangat relevan untuk pengelolaan 
isu lingkungan dan pencapaian tujuan ESG, di mana keterlibatan 
multipihak dan integrasi data menjadi kunci utama (Syahruddin et 
al., 2025; Xaviera & Rahman, 2023). Teknologi digital juga menjadi 
faktor krusial dalam adaptasi organisasi terhadap dinamika eksternal, 
terutama dalam menghadapi disrupsi digital. Dengan membangun 
ekosistem kolaboratif yang inklusif dan inovatif, organisasi dapat 
merespons perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan ekspektasi 
masyarakat secara lebih cepat dan efektif (Mukhlis et al., 2018). 
Misalnya, integrasi aplikasi komunikasi internal, sistem penilaian 
kinerja digital, hingga platform pelatihan daring mendorong 
pengembangan sumber daya manusia yang adaptif dan siap 
menghadapi tuntutan era digital.

Lebih jauh lagi, teknologi digital mendukung efisiensi pengelolaan 
lingkungan melalui sistem monitoring lingkungan berbasis sensor, 
pelaporan digital, dan penggunaan artificial intelligence untuk 
prediksi risiko atau pengambilan keputusan otomatis. Syahruddin 
et al. (2025) dan Xaviera & Rahman (2023) menegaskan bahwa 
digitalisasi pengelolaan lingkungan mempercepat pencapaian 
target-target ESG, sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat 
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dalam proses pelaporan dan evaluasi secara aktif. Adopsi teknologi 
digital juga memperkuat daya saing organisasi dengan memperluas 
jejaring kemitraan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. 
Platform digital memungkinkan kolaborasi lintas sektor yang lebih 
luas, menjembatani perbedaan waktu, lokasi, dan budaya. Hal ini 
membuka peluang inovasi bersama, pertukaran praktik terbaik 
(best practices), dan pengembangan solusi lintas disiplin yang lebih 
efektif dalam menjawab tantangan ESG dan transformasi digital 
(Kamaludin, 2022).

Namun, pengembangan teknologi digital sebagai pilar kolaborasi 
lintas sektor juga menghadapi tantangan, antara lain resistensi terhadap 
perubahan, ketimpangan akses teknologi, serta isu keamanan data. 
Oleh sebab itu, pengembangan budaya organisasi inklusif yang telah 
dibahas pada subbab sebelumnya menjadi prasyarat penting untuk 
memastikan pemanfaatan teknologi digital berjalan optimal, dengan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membangun literasi 
digital, dan memperkuat kepercayaan dalam penggunaan data serta 
sistem digital (Amran & Taher, 2021; Ibal et al., 2023). Teknologi digital 
merupakan pilar strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya 
kolaborasi lintas sektor di era ESG dan transformasi digital. Melalui 
pemanfaatan sistem informasi, aplikasi kolaboratif, dan analitik data, 
organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka, 
efisien, dan inovatif. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor yang 
didukung oleh teknologi digital mampu mempercepat pencapaian 
tujuan keberlanjutan, memperkuat tata kelola, serta memastikan 
adaptasi organisasi terhadap dinamika lingkungan global yang kian 
kompleks.

D.	 Pengembangan Kapasitas SDM dalam 
Era ESG dan Digitalisasi

Membangun dari pembahasan mengenai peran teknologi digital 
dalam mendukung kolaborasi pada subbab sebelumnya, khususnya 
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kemampuan platform digital dalam meningkatkan efisiensi 
dan transparansi komunikasi, subbab ini menyoroti pentingnya 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai 
pilar fundamental dalam menghadapi tantangan dan dinamika era 
ESG (Environmental, Social, and Governance) serta digitalisasi. 
Pengembangan kapasitas SDM didefinisikan sebagai serangkaian 
inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, 
keterampilan, dan adaptabilitas karyawan, sehingga mereka mampu 
selaras dengan tuntutan transformasi digital dan prinsip keberlanjutan 
ESG.

Dalam konteks organisasi modern, pengembangan kapasitas 
SDM harus menjadi prioritas utama guna memastikan kesiapan 
individu dan tim dalam menghadapi perubahan teknologi yang pesat 
dan kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Inisiatif pengembangan 
SDM meliputi program pelatihan komprehensif yang berkaitan 
dengan penguasaan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI), 
analisis data besar (big data analytics), serta pemanfaatan sistem 
informasi digital. Hidayat et al. (2023) menegaskan bahwa pelatihan 
yang terstruktur memungkinkan karyawan untuk memanfaatkan 
berbagai alat digital secara optimal, mendorong personalisasi layanan 
dalam skala besar, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional 
organisasi.

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi digital 
juga harus diiringi dengan penguatan literasi digital dan kemampuan 
berpikir kritis. Akademik et al. (2023.) menyoroti bahwa kemampuan 
untuk menyaring, menganalisis, dan menginterpretasi informasi 
secara efektif sangat penting dalam lingkungan pembelajaran yang 
didukung teknologi. Dengan literasi digital yang kuat, karyawan 
akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem, perangkat 
lunak baru, serta mampu merespons tantangan yang muncul akibat 
disrupsi digital secara proaktif.

Selain aspek teknis, pengembangan kapasitas SDM juga perlu 
mengintegrasikan keterampilan human capital yang bersifat soft 
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skills, seperti kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan 
masalah. Sugiat (2020) menegaskan bahwa keterampilan ini sangat 
krusial untuk mendukung pencapaian tujuan kolektif dan mendorong 
kemajuan organisasi secara berkelanjutan. Dalam lingkungan kerja 
yang kolaboratif, individu dituntut untuk dapat bekerja dalam 
tim lintas fungsi maupun lintas sektor, sehingga keterampilan 
interpersonal menjadi nilai tambah yang signifikan.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan SDM juga 
menjadi salah satu aspek pengembangan kapasitas yang tidak bisa 
diabaikan. Manajer HR kini dituntut untuk memiliki kemampuan 
dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data 
berkelanjutan terkait sumber daya manusia organisasi. Shaddiq et 
al. (2023) menyatakan bahwa data analytics memungkinkan proses 
pengambilan keputusan strategis HR menjadi lebih berbasis bukti 
(evidence-based), sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih 
tepat sasaran dan berdampak positif bagi pengembangan SDM jangka 
panjang.

Selain itu, penerapan teknologi dalam proses rekrutmen dan 
seleksi, serta penggunaan platform pembelajaran digital, juga 
berperan besar dalam mengoptimalkan potensi SDM. Basuki (2023) 
mencontohkan bahwa penggunaan sistem rekrutmen berbasis AI, 
assessment online, serta platform e-learning mampu meningkatkan 
efisiensi, objektivitas, dan kualitas hasil seleksi maupun pengembangan 
karyawan. Dengan lingkungan kerja yang semakin inovatif, karyawan 
didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri, baik melalui 
pelatihan formal maupun pembelajaran mandiri secara digital.

Pengembangan kapasitas SDM yang terintegrasi dengan prinsip 
ESG juga berimplikasi pada peningkatan daya saing dan reputasi 
organisasi. Organisasi yang mampu membangun talenta yang 
kompeten, adaptif, dan beretika akan lebih mudah memenuhi standar 
ESG, termasuk dalam aspek tata kelola, tanggung jawab sosial, dan 
kelestarian lingkungan. Selain itu, kesiapan SDM dalam menghadapi 
transformasi digital akan mempercepat pencapaian tujuan strategis 
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organisasi, meningkatkan produktivitas, serta menumbuhkan budaya 
inovasi yang berkelanjutan (Hidayat et al., 2023).

Namun, tantangan dalam pengembangan kapasitas SDM di 
era digital tidak dapat diabaikan. Ketimpangan akses pelatihan, 
resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan literasi digital di 
kalangan tertentu masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, strategi 
pengembangan SDM harus mencakup pendekatan yang holistik, 
mulai dari identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan kurikulum 
yang relevan, hingga evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas 
program yang dijalankan (Akademik et al., 2024.). Pengembangan 
kapasitas SDM merupakan fondasi utama dalam mewujudkan 
organisasi yang siap menghadapi tantangan era ESG dan digitalisasi. 
Melalui pelatihan teknologi, penguatan literasi digital, pengembangan 
soft skills, serta pemanfaatan data dan teknologi dalam manajemen 
SDM, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, 
inklusif, dan adaptif. Dengan demikian, SDM yang unggul akan 
menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menciptakan nilai 
tambah berkelanjutan dan memperkuat posisi di era transformasi 
digital.
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8

REKOMENDASI PRAKTIS 
DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

A.	 Rekomendasi untuk Praktik Organisasi

Membangun dari pembahasan pengembangan kapasitas sumber daya 
manusia (SDM) dalam era ESG dan digitalisasi yang telah dibahas 
pada subbab sebelumnya, khususnya melalui pelatihan teknologi baru 
serta penguatan literasi digital (Akademik et al., 2024.; Hidayat et al., 
2023), subbab ini menyajikan rekomendasi konkret untuk organisasi 
dalam mengimplementasikan tata kelola berkelanjutan. Rekomendasi 
ini berorientasi pada optimalisasi potensi SDM melalui pemanfaatan 
teknologi digital, pengembangan ekosistem inovasi, serta penerapan 
prinsip ESG dalam setiap aspek manajemen organisasi.

Pertama, organisasi disarankan untuk menerapkan teknologi 
digital secara menyeluruh dalam proses rekrutmen, seleksi, dan 
pengelolaan pembelajaran. Integrasi sistem rekrutmen berbasis 
kecerdasan buatan, assessment online, dan penggunaan platform 
e-learning tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga 
meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam seleksi talenta (Basuki, 
2023). Platform pembelajaran digital memungkinkan karyawan 
mengakses materi pelatihan secara fleksibel dan mandiri, sehingga 
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pengembangan keterampilan dapat berlangsung berkelanjutan dan 
adaptif terhadap perubahan teknologi.

Kedua, organisasi perlu meningkatkan kemampuan dalam 
mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data SDM secara 
berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. 
Penerapan analitik data SDM (HR analytics) membantu manajer 
HR memahami kebutuhan pengembangan, merancang program 
pelatihan yang relevan, serta mengidentifikasi tren atau tantangan 
di lingkungan kerja (Shaddiq et al., 2023). Data yang dikumpulkan 
secara sistematis juga mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-
based policy), yang krusial dalam menghadapi dinamika ESG dan 
tantangan digitalisasi.

Ketiga, pengembangan keterampilan human capital seperti 
kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah harus menjadi 
fokus utama dalam strategi pengembangan SDM. Pendekatan 
collaborative strategic management mendorong terciptanya budaya 
kerja yang inklusif, saling mendukung, dan responsif terhadap 
perubahan (Sugiat, 2020). Program pelatihan soft skills, mentoring, 
dan kerja lintas tim dapat memperkuat kemampuan karyawan dalam 
beradaptasi dengan lingkungan kerja yang semakin dinamis serta 
mendukung pencapaian tujuan kolektif.

Keempat, organisasi harus mengintegrasikan tanggung jawab 
lingkungan ke dalam kebijakan SDM dan operasional harian. Upaya 
pengurangan jejak karbon, efisiensi energi, serta penggunaan teknologi 
ramah lingkungan perlu diinternalisasikan sebagai standar perilaku 
organisasi (Basuki, 2023). Implementasi prinsip green HRM (Green 
Human Resource Management) dapat diwujudkan melalui kebijakan 
kerja jarak jauh, digitalisasi dokumen, kampanye hemat energi, dan 
penggunaan transportasi ramah lingkungan. Langkah ini tidak hanya 
mendukung pencapaian tujuan ESG, tetapi juga memperkuat citra 
positif organisasi di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kelima, penting bagi organisasi untuk secara aktif melibatkan 
pemangku kepentingan kunci dalam perencanaan strategis SDM. 
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Kolaborasi dengan akademisi, pelaku industri, komunitas, serta 
pemerintah akan memperkaya perspektif dan memperkuat 
responsivitas organisasi terhadap perkembangan teknologi dan 
regulasi (S. et al., 2024). Keterlibatan stakeholder juga penting 
dalam menyusun kurikulum pelatihan, merancang skema insentif, 
serta membangun jejaring kemitraan strategis yang mendukung 
pertumbuhan organisasi.

Selanjutnya, inovasi dalam pengelolaan SDM sangat diperlukan 
untuk menghadapi tantangan manajemen organisasi di era disrupsi 
digital. Wijaya (2024) menekankan bahwa organisasi harus mampu 
mendesain ulang proses kerja, menciptakan sistem manajemen 
kinerja yang adaptif, serta mengembangkan model kepemimpinan 
yang visioner dan partisipatif. Transformasi digital dalam pengelolaan 
SDM juga dapat didukung oleh penggunaan aplikasi mobile HR, 
chatbot berbasis AI untuk konsultasi karyawan, hingga platform 
kolaborasi daring yang mempercepat komunikasi dan pertukaran 
informasi.

Selain itu, organisasi harus memperkuat literasi digital di 
seluruh tingkatan SDM agar setiap individu dapat mengoptimalkan 
penggunaan teknologi baru dan berkontribusi pada pencapaian 
tujuan ESG. Pelatihan literasi digital tidak hanya terbatas pada 
aspek teknis, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis dan etis 
dalam menggunakan teknologi (Akademik et al., 2024.; Xaviera & 
Rahman, 2023). Hal ini akan membentuk budaya organisasi yang 
tahan banting terhadap perubahan dan inovatif dalam menghadapi 
tantangan global.

Terakhir, pengembangan SDM harus dipandang sebagai proses 
berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan pembaruan secara 
periodik. Monitoring terhadap efektivitas program, feedback dari 
peserta pelatihan, serta benchmarking dengan organisasi lain akan 
memastikan bahwa strategi pengembangan SDM tetap relevan dan 
berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Dengan menerapkan 
rekomendasi-rekomendasi ini, organisasi akan lebih siap beradaptasi 
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dengan tuntutan era ESG dan digitalisasi, sekaligus memperkuat 
daya saing dan keberlanjutan lembaga di masa depan. Tata kelola 
berkelanjutan bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi 
keunggulan strategis yang menentukan keberhasilan organisasi 
dalam menghadapi perubahan zaman..

B.	 Rekomendasi untuk Pengambil 
Kebijakan dan Regulator

Membangun dari rekomendasi praktik organisasi yang telah dibahas 
pada subbab sebelumnya khususnya penerapan teknologi digital 
dalam proses rekrutmen dan pembelajaran (Basuki, 2023), penguatan 
analisis data SDM berkelanjutan (Shaddiq et al., 2023), serta integrasi 
tanggung jawab lingkungan dalam kebijakan SDM (Basuki, 2023) 
subbab ini menghadirkan rekomendasi strategis bagi pengambil 
kebijakan dan regulator guna memperkuat tata kelola berkelanjutan di 
era ESG (Environmental, Social, and Governance) dan transformasi 
digital. Rekomendasi ini berfokus pada pembentukan kerangka 
regulasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, inovasi digital, 
serta pengembangan kapasitas SDM nasional.

Langkah pertama yang perlu dilakukan pengambil kebijakan 
adalah menyusun regulasi yang mandatori mengenai integrasi prinsip 
ESG dalam pelaporan perusahaan. Ketentuan ini, sebagaimana 
tertuang dalam OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, menekankan 
pentingnya pelaporan berkelanjutan sebagai instrumen utama untuk 
memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola perusahaan 
(Syahruddin et al., 2025). Regulasi ini juga didukung oleh kajian 
terbaru yang menegaskan pentingnya good governance berbasis 
transparansi dan akuntabilitas dalam mendorong kepercayaan 
publik dan keberlanjutan bisnis (Calen et al., 2024; Sukardi et al., 
2024). Dengan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kinerja 
ESG secara periodik dan terstandar, regulator dapat meningkatkan 
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kualitas pengawasan dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih 
bertanggung jawab.

Selanjutnya, regulator dianjurkan untuk memberikan insentif 
fiskal kepada organisasi yang mengadopsi platform digital kolaboratif 
serta program pelatihan SDM berbasis kecerdasan buatan (AI) dan 
big data. Kebijakan insentif ini akan memperkuat adaptasi organisasi 
terhadap disrupsi digital melalui kolaborasi multipihak, sekaligus 
mempercepat pembangunan ekosistem inovasi nasional (Hidayat et 
al., 2023). Ibal et al. (2023) dan Mukhlis et al. (2018) menekankan 
bahwa kolaborasi yang inklusif dan inovatif hanya dapat terwujud 
jika regulator menciptakan lingkungan yang kondusif melalui 
dukungan kebijakan, insentif, dan fasilitasi kolaborasi lintas sektor. 
Selain aspek insentif, penting bagi regulator untuk mendorong 
pengembangan literasi digital dan keterampilan human capital 
melalui kemitraan hexahelix atau pendekatan collaborative strategic 
management. Kemitraan ini menggabungkan kekuatan enam unsur 
utama—pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, 
dan komunitas internasional—untuk menciptakan ekosistem 
pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman 
(Kamaludin, 2022; Sugiat, 2020). Rangkaian kebijakan ini harus 
memastikan bahwa pengelolaan konflik di lingkungan kerja dan bisnis 
dilakukan melalui komunikasi terbuka, serta penerapan prinsip etika, 
termasuk etika syariah dalam konteks yang relevan (Rahmawati et al., 
2024; Siregar & Usriyah, 2021).

Rekomendasi strategis berikutnya adalah memastikan bahwa 
setiap kebijakan mendukung pengembangan kapasitas SDM di bidang 
teknologi informasi melalui dialog dan kemitraan berkelanjutan. 
Regulator perlu memfasilitasi pelatihan, sertifikasi, dan pembaruan 
keahlian digital melalui skema kemitraan dengan institusi pendidikan, 
sektor swasta, dan lembaga pelatihan independen (Rijal et al., 2023). 
Inisiatif ini sejalan dengan kebutuhan organisasi akan peningkatan 
kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi secara efisien dan 
efektif (Pahira & Rinaldy, 2023). Pembangunan SDM yang adaptif dan 
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inovatif akan memperkuat daya saing nasional sekaligus mempercepat 
pencapaian tujuan ESG secara berkelanjutan. Kerangka regulasi 
yang memfasilitasi digitalisasi proses bisnis, termasuk digitalisasi 
akuntansi, juga sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi dan 
menurunkan biaya operasional, khususnya bagi usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM). Anjarwati et al. (2023) menegaskan 
bahwa digitalisasi akuntansi tidak hanya memudahkan pelaporan 
dan pengawasan keuangan, tetapi juga meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas di tingkat usaha kecil. Oleh karena itu, regulator 
perlu menyediakan standar, panduan, dan insentif untuk mendorong 
adopsi digitalisasi di seluruh sektor ekonomi.

Untuk mendukung implementasi tata kelola berkelanjutan secara 
konsisten, regulator juga perlu memperkuat mekanisme pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan regulasi ESG dan transformasi digital. 
Monitoring berkala, pelaporan terstandar, serta audit independen 
akan meningkatkan kepatuhan perusahaan dan mendorong 
perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola (Syahruddin et al., 
2025; Xaviera & Rahman, 2023). Selain itu, kebijakan publik harus 
diarahkan untuk menstimulasi inovasi, menjaga keseimbangan antara 
perlindungan data dan keterbukaan informasi, serta memastikan 
inklusi digital bagi seluruh lapisan masyarakat (S. et al., 2024; Wijaya, 
2024). Dengan demikian, rekomendasi kepada pengambil kebijakan 
dan regulator dalam mendukung tata kelola berkelanjutan di era 
ESG dan transformasi digital mencakup: penyusunan regulasi wajib 
pelaporan ESG, insentif adopsi teknologi digital, penguatan ekosistem 
pembelajaran dan literasi digital, integrasi prinsip etika dalam 
regulasi, fasilitasi digitalisasi usaha kecil, serta penguatan mekanisme 
monitoring dan evaluasi. Jika diterapkan secara konsisten, langkah-
langkah ini menjadi fondasi strategis bagi terciptanya ekosistem 
organisasi dan bisnis yang inklusif, efisien, inovatif, dan berkelanjutan.
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C.	 Pengembangan Program Pelatihan dan 
Pendidikan

Membangun dari rekomendasi untuk pengambil kebijakan dan 
regulator yang telah dibahas pada subbab sebelumnya—khususnya 
mengenai penerapan teknologi digital dalam rekrutmen dan 
pembelajaran (Basuki, 2023), penguatan analisis data sumber 
daya manusia (SDM) berkelanjutan (Shaddiq et al., 2023), serta 
pengembangan literasi digital melalui pelatihan AI dan big data 
(Akademik et al., 2023.; Hidayat et al., 2023)—subbab ini menyajikan 
rekomendasi praktis bagi organisasi dalam merancang dan 
mengimplementasikan program pelatihan serta pendidikan yang 
mendukung tata kelola berkelanjutan di era ESG dan transformasi 
digital.

Pertama, organisasi perlu menyusun program pelatihan 
komprehensif yang tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi 
juga memperkuat human capital, seperti kolaborasi, pemecahan 
masalah, serta berpikir strategis. Pendekatan Collaborative Strategic 
Management (Sugiat, 2020) menjadi model ideal dalam memfasilitasi 
kerja tim yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan 
lingkungan serta tuntutan ESG. Melalui pendekatan ini, peserta 
pelatihan dilatih mengambil keputusan secara kolektif, memanfaatkan 
data secara cerdas, dan menerapkan strategi yang mencerminkan 
nilai-nilai keberlanjutan.

Kedua, pengembangan kapasitas SDM di bidang teknologi 
informasi hendaknya dijalankan melalui dialog dan kemitraan 
berkelanjutan dengan pemangku kepentingan eksternal—seperti 
universitas, lembaga riset, dan perusahaan teknologi—serta 
pemangku kepentingan internal, termasuk tim TI, SDM, dan 
manajemen puncak. Kolaborasi semacam ini memperkaya materi 
pelatihan, mempercepat transfer teknologi, serta memastikan 
relevansi konten terhadap kebutuhan praktis (Rijal et al., 2023; S. et 
al., 2024). Selain itu, kemitraan ini membuka akses terhadap sumber 
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daya, fasilitas, dan pengalaman praktis yang memperkuat efektivitas 
pelatihan dan menciptakan sinergi lintas sektor.

Ketiga, organisasi harus memasukkan modul khusus untuk 
mengajarkan kemampuan mengumpulkan, mengelola, dan 
menganalisis data berkelanjutan terkait SDM—termasuk data kinerja, 
retensi, kesejahteraan, dan dampak lingkungan internal—sebagai 
bagian integral dari pelatihan. Dengan demikian, pengambilan 
keputusan strategis dapat didasarkan pada bukti empiris dan 
tren jangka panjang, bukan asumsi semata. Shaddiq et al. (2023) 
menekankan bahwa analisis data SDM berkelanjutan memungkinkan 
organisasi memantau dan mengoptimalkan produktivitas, 
keseimbangan kerja-kehidupan, serta kontribusi terhadap tujuan 
ESG secara real time.

Keempat, literasi digital yang meliputi pemahaman mendalam 
tentang AI, big data, dan teknologi digital harus menjadi kompetensi 
dasar yang ditanamkan dalam program pelatihan. Literasi semacam ini 
memungkinkan SDM tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga 
memahami implikasi etis, sosial, dan lingkungan dari penerapannya 
(Akademik et al., 2023.; Hidayat et al., 2023). Pengetahuan ini esensial 
agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan mendukung 
tujuan keberlanjutan organisasi.

Kelima, pelatihan dirancang secara modular dan fleksibel—
menggabungkan metode tatap muka, daring (online), serta blended 
learning—agar sesuai dengan beragam kebutuhan peserta dan 
situasi operasional. Metode blended learning memungkinkan 
peserta mengikuti materi mandiri, diskusi interaktif, serta simulasi 
praktis secara hybrid, sehingga efektivitas pelatihan meningkat dan 
partisipasi lebih inklusif.

Keenam, evaluasi dan tindak lanjut merupakan komponen krusial. 
Setiap program pelatihan perlu menyertakan indikator kinerja (Key 
Performance Indicators/KPIs) yang jelas, seperti peningkatan skor 
literasi digital, jumlah kolaborasi lintas fungsi, kecepatan pengambilan 
keputusan berbasis data, atau peningkatan skor ESG organisasi. 
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Evaluasi dilakukan secara berkala misalnya setiap kuartal dengan 
survei, wawancara, dan analisis data kinerja, serta disertai rencana 
tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan, coaching, atau mentoring. 
Pendekatan ini memastikan peningkatan berkelanjutan kualitas SDM 
serta responsif terhadap dinamika internal dan eksternal.

Ketujuh, organisasi hendaknya membangun budaya pembelajaran 
berkelanjutan (learning organization) di mana karyawan didorong 
terus memperbarui kompetensi melalui pelatihan mandiri, 
komunitas praktik, dan forum diskusi. Budaya ini memperkuat 
adopsi teknologi digital, pemanfaatan data, serta kesadaran terhadap 
prinsip ESG dalam tindakan sehari-hari. Dengan menerapkan 
rekomendasi tersebut secara sinergis, organisasi akan memperkuat 
fondasi pengembangan SDM unggul yang adaptif terhadap disrupsi 
digital, responsif terhadap tuntutan ESG, dan mampu mendukung 
transformasi berkelanjutan (Wijaya, 2024; Xaviera & Rahman, 2023). 
SDM yang terlatih secara komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi 
data menjadi motor penggerak perubahan positif, memungkinkan 
organisasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara 
berkelanjutan di era digital.

D.	 Inovasi Teknologi untuk Mendukung 
Kolaborasi dan Tata Kelola

Membangun dari rekomendasi untuk pengembangan program 
pelatihan dan pendidikan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya 
khususnya penguatan keterampilan human capital melalui pendekatan 
collaborative strategic management (Sugiat, 2020), integrasi teknologi 
informasi dalam pengembangan SDM (Pahira & Rinaldy, 2023; Rijal 
et al., 2023), serta analisis data berkelanjutan (Shaddiq et al., 2023) 
subbab ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi 
organisasi dalam mengadopsi inovasi teknologi guna memperkuat 
kolaborasi dan tata kelola berkelanjutan di era ESG dan transformasi 
digital.
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Pertama, organisasi perlu beradaptasi secara proaktif terhadap 
kemajuan teknologi dengan menerapkan platform digital kolaboratif 
berbasis artificial intelligence (AI) dan big data. Platform ini tidak 
hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan 
personalisasi proses kerja serta penguatan rantai pasokan (Hidayat et 
al., 2023). Inovasi seperti penggunaan AI untuk manajemen proyek, 
komunikasi, serta analisis data secara real-time dapat mempercepat 
pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi strategi organisasi. 
Selain itu, platform digital berbasis big data mampu mengidentifikasi 
pola kolaborasi, memberikan insight terkait kinerja tim, serta 
memfasilitasi pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan individu.

Kedua, kolaborasi lintas pemangku kepentingan harus didorong 
dengan model multipihak seperti hexahelix, yang melibatkan unsur 
pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, media, serta komunitas 
(Ibal et al., 2023; Mukhlis et al., 2018). Model ini terbukti efektif 
dalam memperkuat interdependensi, membangun kepercayaan, serta 
memperluas jejaring sosial dan profesional. Dalam konteks ESG, 
keterlibatan multipihak memastikan setiap kebijakan atau inovasi 
yang diimplementasikan mempertimbangkan aspek ekonomi, 
sosial, lingkungan, dan tata kelola secara menyeluruh. Implementasi 
model hexahelix dapat difasilitasi melalui teknologi, seperti platform 
manajemen kolaborasi yang memungkinkan transparansi proses, 
pendokumentasian kontribusi, dan pemantauan capaian secara 
kolektif.

Ketiga, inovasi teknologi informasi yang diadopsi oleh organisasi 
perlu diintegrasikan dengan regulasi ESG yang berlaku, salah 
satunya OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, yang mengatur 
pelaporan keberlanjutan dan transparansi tata kelola (Calen et al., 
2024; Syahruddin et al., 2025). Integrasi ini dapat dilakukan melalui 
otomatisasi pelaporan ESG, digitalisasi dokumen, dan penggunaan 
blockchain untuk memastikan akurasi serta keamanan data. Dengan 
demikian, tingkat transparansi dan akuntabilitas organisasi akan 
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meningkat, sehingga reputasi perusahaan di mata investor dan publik 
pun lebih terjaga.

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi juga harus 
diterapkan dalam proses rekrutmen, seleksi, hingga pengurangan 
jejak karbon organisasi. Inovasi seperti penggunaan platform 
rekrutmen berbasis AI dapat meningkatkan objektivitas seleksi, 
mempercepat penyesuaian kandidat dengan kebutuhan organisasi, 
serta mengurangi penggunaan kertas (Basuki, 2023). Di sisi lain, 
digitalisasi proses kerja, penggunaan aplikasi rapat virtual, serta 
optimalisasi perangkat hemat energi menjadi langkah nyata dalam 
menekan emisi karbon, sejalan dengan komitmen ESG.

Kelima, pengembangan literasi digital dan etika syariah dalam 
organisasi menjadi sangat penting untuk menyikapi dinamika 
transformasi digital. Literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan 
menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis 
terkait keamanan data, privasi, serta etika penggunaan teknologi 
(Rahmawati et al., 2024). Dalam konteks tertentu, penguatan etika 
syariah (Siregar & Usriyah, 2021) dan nilai-nilai inklusivitas dapat 
mengelola konflik serta mendorong terciptanya konsensus melalui 
komunikasi terbuka. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan 
kerja yang harmonis dan berorientasi pada tujuan bersama.

Keenam, kemitraan berkelanjutan dengan pemangku 
kepentingan baik internal maupun eksternal merupakan kunci utama 
dalam mendukung adopsi inovasi teknologi yang relevan (Kamaludin, 
2022; S. et al., 2024). Kemitraan strategis dapat diwujudkan melalui 
program magang, penelitian kolaboratif, sharing teknologi, hingga 
penyusunan standar operasional bersama. Kolaborasi ini tidak 
hanya mempercepat transfer pengetahuan, tetapi juga memastikan 
bahwa pengembangan teknologi yang dilakukan benar-benar sesuai 
kebutuhan dan tantangan yang dihadapi organisasi.

Ketujuh, agar inovasi teknologi benar-benar berkontribusi pada 
efisiensi organisasi, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang 
berkelanjutan. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan menggunakan 
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indikator seperti peningkatan produktivitas, optimalisasi sumber 
daya, penghematan waktu, dan pengurangan biaya operasional 
(Anjarwati et al., 2023; Wijaya, 2024). Selain itu, pencapaian tujuan 
ESG harus dievaluasi secara holistik, mencakup aspek lingkungan, 
sosial, dan tata kelola (Sukardi et al., 2024; Xaviera & Rahman, 2023). 
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi yang 
diadopsi benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan organisasi, 
tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.

Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi 
fondasi bagi organisasi dalam mengadopsi inovasi teknologi yang 
adaptif, mendukung efisiensi organisasi, serta mendorong pencapaian 
tujuan ESG secara holistik. Penerapan teknologi digital yang 
terintegrasi dengan tata kelola multipihak, regulasi, literasi digital, 
etika, dan kemitraan strategis akan membawa organisasi menuju 
transformasi berkelanjutan yang kompetitif dan bertanggung jawab.

E.	 Tantangan dan Arah Penelitian 
Selanjutnya

Membangun dari rekomendasi inovasi teknologi untuk mendukung 
kolaborasi dan tata kelola berkelanjutan yang telah dibahas pada 
subbab sebelumnya—khususnya penerapan platform digital 
kolaboratif berbasis artificial intelligence (AI) dan big data (Hidayat 
et al., 2023), penguatan interdependensi multipihak melalui model 
hexahelix (Ibal et al., 2023; Mukhlis et al., 2018), serta integrasi 
regulasi ESG guna meningkatkan transparansi governance (Calen et 
al., 2024; Syahruddin et al., 2025)—subbab ini mendalami tantangan 
utama serta arah penelitian selanjutnya dalam pengembangan tata 
kelola berkelanjutan di era ESG dan transformasi digital.

Tantangan utama yang dihadapi organisasi saat mengadopsi 
tata kelola digital berkelanjutan tidak hanya berasal dari aspek 
teknologi, tetapi juga dari faktor manusia dan kelembagaan. Salah 
satu tantangan krusial adalah resistensi terhadap perubahan, baik 
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pada tingkat individu maupun organisasi. Banyak karyawan dan 
pemangku kepentingan masih enggan menerima perubahan yang 
dihadirkan oleh digitalisasi, terutama ketika budaya organisasi belum 
sepenuhnya mendukung pembelajaran berkelanjutan dan inovasi (S. 
et al., 2024). Hal ini diperparah oleh adanya ketidakpastian terhadap 
perkembangan teknologi yang sangat dinamis seperti AI dan big 
data yang sering kali membuat organisasi kesulitan memprediksi 
keterampilan SDM yang dibutuhkan di masa depan.

Ketidakpastian tersebut menimbulkan tantangan dalam 
perencanaan pelatihan dan pengembangan SDM. Banyak organisasi 
mengalami kesulitan dalam memilih investasi teknologi dan pelatihan 
yang paling relevan, sehingga berisiko menghasilkan kesenjangan 
keterampilan (skills gap) antara kebutuhan industri dan kompetensi 
SDM yang tersedia (S. et al., 2024). Selain itu, adopsi digitalisasi dan 
kolaborasi efektif antar pemangku kepentingan sering kali terhambat 
oleh keraguan terhadap keamanan data, keandalan platform digital, 
dan keragaman kepentingan multipihak.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah rendahnya literasi 
digital di kalangan SDM, khususnya pada kelompok usia tertentu 
atau pada sektor yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Kurangnya 
pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta etika penggunaan 
teknologi digital dapat memperlambat proses transformasi organisasi 
(Rahmawati et al., 2024). Selain itu, perbedaan latar belakang budaya, 
pendidikan, dan pengalaman kerja di antara pemangku kepentingan 
kerap memicu konflik yang sulit dikelola. Dalam konteks ini, 
komunikasi terbuka dan penguatan etika termasuk etika syariah 
dapat menjadi solusi mitigasi untuk membangun konsensus dan 
mengelola perbedaan secara konstruktif (Siregar & Usriyah, 2021).

Dari sisi infrastruktur, analisis data SDM berkelanjutan di 
Indonesia umumnya masih terbatas pada aspek eksternal, seperti 
laporan kepatuhan atau pelaporan ESG yang bersifat administratif. 
Sementara itu, pemanfaatan data internal organisasi—misalnya data 
produktivitas, kesejahteraan, atau retensi karyawan belum optimal 
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karena keterbatasan integrasi sistem dan kapasitas analitik (Shaddiq 
et al., 2023). Selain itu, infrastruktur digital yang mendukung 
kebutuhan tenaga kerja millennial dan generasi Z masih memerlukan 
investasi signifikan, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, 
maupun sistem keamanan siber.

Menghadapi tantangan tersebut, arah penelitian selanjutnya 
perlu difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, efektivitas kemitraan 
berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas teknologi informasi 
(TI) melalui kolaborasi antara organisasi, institusi pendidikan, dan 
pemangku kepentingan lain (Kamaludin, 2022; Rijal et al., 2023). 
Penelitian dapat menelaah bentuk-bentuk kemitraan strategis yang 
paling efektif dalam mempercepat transfer teknologi, peningkatan 
literasi digital, serta adaptasi terhadap tuntutan ESG. Pengembangan 
model evaluasi kemitraan multipihak berbasis hexahelix juga relevan 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan kolaborasi 
lintas sektor.

Kedua, evaluasi lebih lanjut terhadap dampak penerapan ESG 
pada kinerja organisasi di tengah disrupsi digital sangat diperlukan. 
Penelitian ke depan dapat mengkaji hubungan antara tingkat adopsi 
ESG dengan variabel seperti produktivitas, inovasi, reputasi, serta 
daya saing organisasi (Wijaya, 2024; Xaviera & Rahman, 2023). 
Selain itu, eksplorasi pengaruh ESG terhadap kepuasan kerja, 
loyalitas karyawan, dan daya tarik talenta muda juga penting untuk 
memastikan keberlanjutan transformasi digital secara holistik.

Ketiga, pengembangan dan integrasi model collaborative strategic 
management sebagai solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan 
transformasi digital perlu menjadi perhatian riset berikutnya 
(Sugiat, 2020). Model ini dapat dieksplorasi secara lebih mendalam 
untuk memahami bagaimana strategi kolaboratif, tata kelola 
partisipatif, serta mekanisme pengambilan keputusan kolektif dapat 
meningkatkan adaptasi organisasi terhadap perubahan teknologi 
dan regulasi. Pengembangan panduan praktis untuk implementasi 
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collaborative strategic management berbasis data juga akan berguna 
bagi organisasi lintas sektor.

Selain tiga fokus utama di atas, penelitian lanjutan juga dapat 
diarahkan pada pengembangan indikator baru untuk mengukur 
kesiapan dan keberhasilan tata kelola berkelanjutan di era digital, 
serta mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan perubahan 
(Pahira & Rinaldy, 2023; Sukardi et al., 2024). Hal ini akan memperkaya 
basis pengetahuan strategis yang dapat digunakan oleh organisasi, 
regulator, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang 
kebijakan dan program pengembangan SDM berkelanjutan. Dengan 
demikian, pembahasan ini menegaskan perlunya sinergi antara 
inovasi teknologi, tata kelola multipihak, serta pengembangan 
kapasitas SDM berbasis kolaborasi dan data untuk mewujudkan 
adaptasi holistik di era ESG dan transformasi digital.
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PENUTUP

A.	 Kesimpulan

Membangun dari rekomendasi komprehensif yang telah diuraikan 
pada Bab 8, penelitian ini menegaskan urgensi integrasi strategis 
antara sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kemitraan 
multipihak dalam menciptakan tata kelola berkelanjutan di era ESG 
dan transformasi digital (Pahira & Rinaldy, 2023; Rijal et al., 2023). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi dalam 
menghadapi dinamika lingkungan bisnis modern sangat dipengaruhi 
oleh kemampuan mereka untuk memberdayakan SDM melalui 
program pelatihan berkelanjutan (Basuki, 2023), mengadopsi inovasi 
teknologi kolaboratif (Hidayat et al., 2023; Mukhlis et al., 2018), serta 
merespons tantangan dan peluang yang timbul dari perkembangan 
digitalisasi (S. et al., 2024; Xaviera & Rahman, 2023).

Secara umum, penguatan literasi digital menjadi salah satu pilar 
utama yang mendukung percepatan transformasi organisasi. Literasi 
digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan 
perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga mencakup pemahaman 
kritis terhadap keamanan data, etika penggunaan teknologi, serta 
kemampuan beradaptasi dengan perubahan (Shaddiq et al., 2023). 
Kemampuan ini semakin penting di tengah tantangan resistensi 
perubahan yang sering muncul akibat kurangnya pemahaman atau 
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kecemasan terhadap teknologi baru (Anjarwati et al., 2023; Wijaya, 
2024). Untuk itu, penerapan collaborative strategic management 
(Sugiat, 2020) menjadi solusi efektif dalam membangun budaya 
kerja yang kolaboratif, adaptif, dan inovatif, sehingga resistensi dapat 
ditekan dan efisiensi organisasi dapat ditingkatkan.

Integrasi teknologi kolaboratif, seperti platform digital berbasis 
AI dan big data, terbukti memperkuat interaksi lintas fungsi dan 
mempercepat pengambilan keputusan strategis (Hidayat et al., 2023). 
Inovasi ini juga mendukung model hexahelix, yang melibatkan 
kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, 
media, dan komunitas, guna menciptakan ekosistem tata kelola 
multipihak yang berkelanjutan (Ibal et al., 2023; Mukhlis et al., 
2018). Selain itu, kemitraan lintas sektor dapat memfasilitasi transfer 
pengetahuan, percepatan adopsi teknologi, hingga pengembangan 
kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kebutuhan industri 
maupun masyarakat luas (Rijal et al., 2023).

Dari sisi tata kelola, transparansi menjadi faktor krusial dalam 
memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas organisasi. Penerapan 
regulasi ESG, seperti yang diatur oleh OJK, mendorong organisasi 
untuk meningkatkan transparansi pelaporan keberlanjutan dan 
memperkuat praktik governance yang bertanggung jawab (Calen et 
al., 2024; Syahruddin et al., 2025; Sukardi et al., 2024). Dukungan 
teknologi digital, termasuk blockchain dan otomasi pelaporan, 
semakin meningkatkan keakuratan dan kepercayaan publik terhadap 
informasi yang disajikan oleh perusahaan.

Buku Referensi ini juga menemukan bahwa etika syariah memiliki 
peran penting dalam tata kelola organisasi, khususnya di Indonesia 
yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penguatan etika 
syariah dapat menjadi komplementer dalam membangun lingkungan 
kerja yang etis, harmonis, dan berorientasi pada keberlanjutan 
(Rahmawati et al., 2024; Siregar & Usriyah, 2021). Integrasi nilai-nilai 
syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, dalam proses 
pengambilan keputusan digital sangat relevan untuk mengatasi 
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tantangan etika serta resistensi terhadap perubahan (Kudus et al., 
2025). Hal ini memperkuat hasil studi yang menunjukkan bahwa 
transformasi digital yang selaras dengan nilai-nilai etis Islam dapat 
meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan kinerja organisasi secara 
keseluruhan.

Lebih jauh, penelitian ini menyoroti perlunya keseimbangan 
antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah untuk mengatasi 
tantangan etika dalam proses digitalisasi, sekaligus meningkatkan 
daya saing organisasi. Strategi adopsi digital yang mempertimbangkan 
aspek pengembangan tenaga kerja dan nilai-nilai etis terbukti mampu 
menurunkan tingkat konflik organisasi, memperkuat konsensus, 
serta memfasilitasi adaptasi jangka panjang terhadap disrupsi digital 
(Siswanti et al., 2024). Dengan demikian, transformasi digital tidak 
hanya meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional, tetapi juga 
memperluas dampak positifnya pada keberlanjutan sosial dan 
lingkungan.

Berkaca pada temuan ini, beberapa implikasi strategis dapat 
dirumuskan: (1) organisasi perlu memperkuat investasi pada pelatihan 
SDM berbasis digital dan literasi etika; (2) adopsi platform kolaboratif 
dan integrasi big data harus diiringi dengan pengembangan kebijakan 
tata kelola yang adaptif dan inklusif; (3) kemitraan multipihak, 
khususnya melalui model hexahelix, harus terus didorong untuk 
menjamin relevansi inovasi dan distribusi manfaat yang adil; dan 
(4) penguatan nilai-nilai etika, khususnya syariah, harus menjadi 
bagian integral dari desain kebijakan transformasi digital. Dengan 
pendekatan holistik yang menggabungkan aspek SDM, teknologi, 
kemitraan, tata kelola, dan etika, organisasi akan mampu menghadapi 
tantangan disrupsi digital secara adaptif dan berkelanjutan, serta 
meningkatkan kinerja dan reputasi di era ESG. Penelitian ini dapat 
menjadi pijakan bagi studi lanjutan yang mengeksplorasi model 
integrasi strategi digital dan etika dalam menghadapi kompleksitas 
perubahan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi manajemen 
dan pembuat kebijakan.
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B.	 Saran

Membangun dari kesimpulan komprehensif yang telah disampaikan 
pada subbab sebelumnya, dapat dirumuskan sejumlah saran praktis 
yang dapat menjadi acuan bagi organisasi dalam mengimplementasikan 
tata kelola berkelanjutan di era ESG dan transformasi digital. Saran 
ini mengacu pada integrasi strategis antara sumber daya manusia, 
teknologi informasi, dan kemitraan multipihak (Pahira & Rinaldy, 
2023; Rijal et al., 2023), serta memperhatikan pentingnya penguatan 
literasi digital, analisis data SDM berkelanjutan (Shaddiq et al., 2023), 
dan penerapan collaborative strategic management untuk mengatasi 
resistensi perubahan (Sugiat, 2020; Anjarwati et al., 2023; Wijaya, 
2024).

Pertama, organisasi disarankan untuk mengembangkan 
program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada peningkatan 
keterampilan digital seluruh karyawan. Pelatihan tersebut tidak hanya 
mencakup aspek teknis, seperti penggunaan perangkat lunak terkini 
atau kecakapan analisis data, tetapi juga menanamkan pemahaman 
tentang etika digital, keamanan data, dan dampak sosial lingkungan 
dari teknologi (Shaddiq et al., 2023). Selain memperkuat daya saing, 
pendekatan ini juga dapat meminimalisasi resistensi terhadap 
perubahan dan mempercepat adopsi teknologi baru di lingkungan 
kerja (Sugiat, 2020; Wijaya, 2024).

Kedua, penggunaan teknologi informasi dalam proses rekrutmen, 
seleksi, dan pengelolaan SDM harus diarahkan pada pengurangan 
jejak karbon dan efisiensi sumber daya (Basuki, 2023). Implementasi 
e-recruitment, wawancara daring, serta digitalisasi administrasi 
SDM mampu mengurangi penggunaan kertas, menghemat energi, 
dan mempercepat proses kerja, sejalan dengan prinsip-prinsip 
ESG. Organisasi juga dianjurkan untuk secara rutin mengukur 
dan melaporkan jejak karbon SDM, sebagai bagian dari komitmen 
keberlanjutan dan transparansi.

KONFLIK DAN KOLABORASI:  
Menavigasi Isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola  dalam Organisasi Modern110



Ketiga, untuk memperkuat tata kelola organisasi, diperlukan 
penerapan prinsip transparansi melalui pelaporan yang patuh terhadap 
regulasi ESG, seperti OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 (Calen 
et al., 2024; Syahruddin et al., 2025). Organisasi perlu mengadopsi 
sistem pelaporan berbasis digital dan teknologi blockchain guna 
memastikan keakuratan, keamanan, dan kemudahan akses informasi. 
Transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku 
kepentingan, tetapi juga menjadi tolok ukur akuntabilitas dalam 
pencapaian tujuan keberlanjutan (Sukardi et al., 2024).

Keempat, organisasi sangat dianjurkan mengadopsi platform 
digital kolaboratif berbasis AI dan big data untuk mendukung model 
hexahelix atau multipihak (Hidayat et al., 2023; Ibal et al., 2023; 
Mukhlis et al., 2018). Pemanfaatan teknologi ini akan memperkuat 
interdependensi dan membangun kepercayaan antar pemangku 
kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, 
media, dan komunitas. Platform digital dapat digunakan untuk 
forum diskusi daring, berbagi data, memonitor capaian bersama, dan 
mempercepat penyelesaian masalah lintas sektor secara efektif dan 
transparan.

Kelima, penguatan literasi digital dan etika syariah sangat penting 
dalam membangun budaya organisasi yang adaptif, inklusif, sekaligus 
berintegritas. Melalui komunikasi terbuka, pelatihan etika bisnis, dan 
penyusunan pedoman perilaku berbasis nilai Islam, organisasi dapat 
mengelola konflik yang timbul akibat perbedaan latar belakang serta 
meningkatkan konsensus kolektif (Rahmawati et al., 2024; Siregar 
& Usriyah, 2021; Kudus et al., 2025). Keseimbangan antara inovasi 
teknologi dan kepatuhan syariah tidak hanya memperkuat reputasi 
organisasi, tetapi juga menjadi nilai tambah di pasar global.

Keenam, kemitraan berkelanjutan dengan berbagai pemangku 
kepentingan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan 
kapasitas teknologi informasi serta evaluasi dampak ESG (Kamaludin, 
2022; S. et al., 2024; Xaviera & Rahman, 2023). Kolaborasi dengan 
universitas, lembaga riset, perusahaan teknologi, hingga komunitas 
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lokal akan memperluas akses terhadap pengetahuan terbaru, 
mempercepat transfer teknologi, dan memastikan relevansi kebijakan 
dengan kebutuhan masyarakat.

Ketujuh, organisasi perlu menyusun sistem monitoring dan 
evaluasi terintegrasi berbasis data digital untuk menilai efektivitas 
implementasi ESG dan transformasi digital. Indikator kinerja utama 
(KPI) harus meliputi aspek efisiensi, pengurangan emisi, kepuasan 
pemangku kepentingan, dan pencapaian target ESG (Siswanti et al., 
2024). Evaluasi berkala akan menjadi dasar pengambilan keputusan 
yang lebih tepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Dengan demikian, saran-saran ini menjadi fondasi adaptasi 
holistik yang mendukung efisiensi organisasi, pencapaian tujuan ESG, 
serta pertumbuhan berkelanjutan di tengah laju perubahan digital 
yang eksponensial (Siswanti et al., 2024). Transformasi digital yang 
terarah tidak hanya mempercepat kerja manusia dan meningkatkan 
efisiensi operasional, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah 
dan daya saing jangka panjang.
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